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Nama : Irine Asheri
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul : Jual beli rumah dan pemindahan hak tanah warisan (Analisa yuridis

terhadap Putsan Mahkamah Agung Nomor: 149 K/Pdt/1999 dan
Nomor:289/PK/Pdt/2001)

Batalnya perbuatan jual beli rumah dan pemindahan hak tanah juga mengakibatkan 
dibatalkannya sertipikat yang telah terbit karena permohonan hak dan pendaftaran tanah 
pertama kalinya didasarkan pada alas hak yang telah dibatalkan atau cacat hukum. 
Dalam praktek hal ini teijadi dalam pelaksanaan jual beli harta peninggalan berupa 
rumah yang didirikan diatas tanah yang belum ada hak atas tanahnya oleh sebagian ahli 
waris. Perbuatan jual beli tersebut dituangkan dalam Akta jual beli rumah dan 
pemindahan hak. Akta jual beli rumah dan bangunan ini kemudian oleh pembeli 
digunakan sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dimana 
rumah tersebut didirikan dan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali yang kemudian 
oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur diterbitkan Sertipikat Hak Guna 
Bangunan atas nama pembeli. Akibatnya ahli waris yang lain merasa dirugikan karena 
harta peninggalan berupa rumah beserta tanah dialihkan kepada pihak lain tanpa 
persetujuan dari ahli waris lain. Dalam hal bagaimanakah suatu perbuatan jual beli 
bangunan dan pemindahan hak atas tanah dapat dibatalkan, bagaimana perlindungan 
hukum bagi pembeli yang beritikad baik serta apakah penerapan hukum yang digunakan 
dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali, merupakan pokok permasalahan yang 
akan ditelaah penujjs d^lam tesis ini. Metode dalam penulisan ini adalah metode 
penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan 
hukum jual beli dan pemindahan hak dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran 
terhadap unsur subjektif dari syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Indonesia memberikan perlindungan 
hukum terhadap pembeli yang beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1471 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dibatalkannya akta jual rumah dan 
pemindahan hak yang cacat hukum, maka secara langsug juga dapat dimintakan 
pembatalan atas sertipikat yang telah terbit yang didasarkan pada alas hak yang telah 
dibatalkan.

Kata Kunci: 
Jual Beli,
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Title : Sale and Purchase of house and transfer o f  inheritade land

(Analysis over the decision of the Supreme court Number: 
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The nullification of act o f sale and purchase and transfer o f right over land also causes 
the annulment o f certificate which has been issued because the application for the right 
and land registration for the first time is based on the anderlying right which has been 
annulled or has a legal defect In Practice, this case takes places in the related to this sale 
and purchase over inheritance in the form o f a house constructed by the heirs on a land 
which does not yet have land title. Such act o f sale and purchase is set out in the dee o f 
sale and purchase of house and transfer o f right. This dee of sale and purchase of house 
and building, then, by the purchaser, will be used as the underlying right to submit 
proposal for right over land on which the house is constructed and will be earned out 
land registration for. the first time, which then by the National Land Agency o f East 
Jakarta, will be issued the certificate o f right to build under the name o f the purchaser. 
As the result, the other heirs feel o f having been impaired because the inheritance in the 
form o f land together with the land is transfer to other party without the approval from 
the other heirs. In what case, an act o f sale and purchase of building and transfer o f right 
over land can be annulled, how is the legal protection for the purchaser acting in good 
faith and what is the application of law used in the decision of appeal to the Supreme 
Court and Judicial Review to the Supreme Court, are the main issues which will be 
studied by the writer in this thesis. The method in this thesis is normative law research 
method. From this research can be discovered that a legal act o f sale and purchase and 
transfer o f right can be cancelled if  there is a violation over the subjective elements or 
requirements for the validity of agreement stipulated in Article 1320 o f the Civil Code. 
Indonesian law provides legal protection to the purchaser acting in good faith as 
stipulated in Article 1471 o f the civil code. With the cancellation o f dee o f sale and 
purchase o f  house and transfer o f right which has legal defect, then, can also be directly 
requested the cancellation o f certificate which has beeb issued based on the underlying 
right that has been cancelled.
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BABI

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional, karena setiap kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh 

pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat tidak dapat lepas dari kebutuhan 

akan tanah sebagai wadah kegiatannya. Di dalam Negara Republik Indonesia, yang 

susunan kehidupan rakyatnya, termaksud perekonomiannya, terutama masih bercorak 

agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 

mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan 

makmur sebagai yang kita cita-citakan. Sehingga bagi Bangsa Indonesia tanah 

mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan hidup dan penghidupan 

dan tanah juga menjadi salah satu unsur terbentuknya negara,sebagai alat perekat dan 

pemersatu bangsa serta sumber sarana bagi upaya mewujudkan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.1

1 Badan Pertanahan Nasional, “Status Kepemilikan Bagi Warga Negara Asing Atas Satuan 
Rumah Susun,’’(Makalah disampaikan pada Seminar “Liberalisme Hukum Pertanahan Di Indonesia: Studi 
Kasus Mengenai Kepemilikan Warga Negara Asing Atas Satuan Rumah Susun,” Depok, 10 Mei 2007), 
hal. I.
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Setiap Negara dalam rangka mengatur tanah-tanah yang berada dalam wilayah 

kekuasaannya mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang disebut politik pertanahan. 

Politik pertanahan tersebut yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan 

perundang-undangan dibidang pertanahan, dan keseluruhan peraturan perundang- 

undangan tersebut disebut Hukum Tanah Administratif, yang merupakan landasan

, -, K>nada Negara untuk mengatur perencanaan,hukum yang memberikan wewenang Kepaaa b

peruntukan penugasan, penggunaan dan pemeliharaan tanah.

Bagi Negara Republik Indonesia politik pertanahan nasional yang berlaku

dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

yang menyatakan bahwa:

. , , , olorr. v a n e terkandung di dalamnya dikuasai oleh“Bum, dan a,r dan kekayaan almr, yang, ter rakyat„
Negara dan dipergunakan untuk sebesa

Tn l945 ini bersifat imperatif, karena mengandung Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUU ivh

u ; a*n a ir  dan kekayaan alam yang terkandung diperintah kepada negara agar bumi dan air aan jr

j-i * i A»\*rn nencuasaan negara itu dipergunakan untukdalamnya, yang diletakan dalam peng

, kvat Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari mewujudkan kesejahtraan bagi seluruh raKy

.___; n air dan kekayaan alam yang terkandung dipenguasaan oleh negara atas bumi dan air aan

dalamnya adalah untuk mewujudkan kesejahtraan baSi seUmfo rakyal Indonesia.5

VJvto&TOewujticfttan kclcnluan yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 m aka 

pada tanggal 24 September I960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

» M u c h s Maj a, ah V aria  p“ ® K,i,an  <0kto b ,:r
2006): 35.
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tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA menciptakan Hukum Agraria 

Nasioanal berstruktur tunggal, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

bidang pertanahan dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, mengisi 

kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, menuju terwujudnya 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan lahirnya undang-undang ini, 

tercapailah suatu keseragaman (uniformitas) mengenai hukum tanah, sehingga tidak ada 

lagi hak atas tanah menurut hukum barat di samping hak atas tanah menurut hukum 

adat.4

Hukum tanah tidak mengatur tanah dalam segala aspeknya. Hukum tanah hanya 

mengatur salah satu aspek yuridisnya yang disebut Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah. 

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah ada yang sebagai 

lembaga dan ada pula yang sebagai hubungan-hubungan hukum konkret. 5 Hak 

penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum jika belum dihubungkan 

dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.6 

Sedangkan Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret 

(biasanya disebut “hak“), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya 

dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.7

Sesuai dengan konsepsi hak penguasaan tanah menurut Hukum Tanah Nasional, 

hak atas tanah yang tertinggi adalah Hak bangsa Indonesia yang pelaksanaannya

4 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata, cet.4, (Jakarta: PT Pradnya 
Paramita, 2004), hal. 177.

5 Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, /si Dan Pelaksanaan, 
cet. 10, (Jakarta:Djambatan, 2005), hal.25.

15 Ibid
7 ibid.
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didelegasikan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi melalui Hak 

Menguasai Negara. Bersumber dari Hak Bangsa Indonesia kemudian N egara dapat

memberikan Hak Perorangan atas tanah.

Penguasaan tanah yang diakui oleh hukum adalah penguasaan tanah secara legal, 

baik penguasaan secara fisik (kewenangan menggunakan tanah) dan penguasaan secara 

yuridis (hubungan hukum dengan sebidang tanah). Seorang subjek hukum jika  ingin 

memperoleh tanah maka harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Hukum  

Tanah Nasional. Salah satu cara agar dapat memperoleh hak atas tanah adalah melalui 

permohonan hak. Permohonan hak adalah suatu cara yang harus digunakan bagi 

perorangan, yaitu orang sebagai individu atau badan hukum untuk memperoleh hak atas 

tanah dengan tujuan untuk menimbulkan hubungan hukum dengan tanah yang mem beri

wewenang untuk menggunakan tanahnya.

Dalam Pasal 5 UUPA terdapat pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasional kita

adalah hukum adat, berarti Hukum Tanah Nasioanal menggunakan konsepsi, asas-asas,

i u u i  i . , , _  Hukum adat yang dimaksud tentunya adalahlembaga hukum dan sistem hukum adat, hukuhi j  b

hukum adat yang telah disaneer yang telah disempurnakan.

. . . u ♦ mpnoenai tanah yang diatasnya didirikanSehubungan dengan hal t e r s e b u t  m e n g e n a i  y b

bangunan atau ditanami tanaman, maka Hukum Tanah Nasioanal kita m enggunakan asas 

dalam hukum adat (asas pemisahan horizontal), yaitu adanya pem isahan an tara tanah  

dengan benda-benda yang erat melekat diatasnya seperti bangunan dan tanam an . I lak  

atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanam an yang  ada 

diatasnya. Tanah tunduk pada hukum adat dan bangunan tunduk pada hukum  perikatan.
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Beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan 

Pejabat Pembuat Akta tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 ditentukan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti 

telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Perbuatan 

hukum yang dimaksud misalnya jual beli Tanah.

Pada beberapa kasus jual beli yang berhubungan dengan tanah misalnya; (a) tanah 

yang menjadi objek jual beli belum bersertipikat dan pembeli menghendaki pelunasan 

jual beli baru terlaksana bila tanah tersebut sudah bersertipikat, (b) Pembeli tidak 

memenuhi syarat untuk memiliki status hak atas tanah tertentu, (c) ingin di jual 

belikannya rumah yang didirikan diatas tanah yang belum ada hak atas tanahnya. Maka 

yang berwenang untuk membuat aktanya adalah Notaris. PPAT tidak berwenang 

membuat aktanya karena dalam jual beli tersebut tidak ada jual beli hak atas tanahnya. 

Akta-akta tersebut yaitu: (a) akta pengikatan jual beli, (b) akta pelepasan hak, (c) akta 

jual rumah dan pemindahan hak.
D

Pada Pasal 19 ayat (1) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.“

8 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5, LN 
No.104 tahun 1960, TLN. No. 2043.
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Terselenggaranya Pendaftaran Tanah memungkinkan bagi para pem egang haknya atas 

tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pem beli, 

untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang m enjadi objek 

perbuatan hukum yang dilakukan, serta bagi pemerintah untuk m elaksanakan 

kebijaksanaan pertanahan.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pem erintah 

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian untuk penyem purnaan dan 

penegasan yang diharapkan akan mampu untuk menjadi landasan hukum  dan 

operasional bagi pelaksanaan pendaftaran tanah yang lebih cepat m aka pada tanggal 8 

Juli 1997 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah.

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak 

(registration of tittes), sebagaimana yang digunakan dalam Peraturan Pem erintah N om or 

10 Tahun 1961. Hal tersebut dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang m em uat 

data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan.9

Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi yang 

negatif, tetapi bukan sistem negatif yang mumi melainkan sistem negatif dengan unsur- 

unsur positif. Dikatakan menggunakan sistem negatif karena sertipikat yang dihasilkan 

merupakan alat bukti yang kuat. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam  Pasal 19 

ayat 2 hurf C UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat 

bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai

9 Harsono, Op. cit., hal. 477.
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peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Kata “kuat” disini berarti 

bahwa sertipikat tanah yang diberikan itu adalah tidak mutlak, dengan kata lain 

sertipikat tanah masih dapat digugurkan.10

Dikatakan bukan sistem negatif yang mumi karena dalam sistem negatif yang 

mumi negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang dihasilkan, 

jaminan tersebut hanya diberikan jika sistemnya positif. Sementara dalam Pasal 23,32 

dan 38 UUPA, jelas Negara menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang 

dihasilkan, dengan menyatakan bahwa sertipikat adalah merupakan alat bukti yang kuat.

Kegiatan Pendafataran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 

kali dan pemeliharaan dalam pendaftaran tanah. Pendafatran tanah untuk pertama kali 

adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah 

yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Objek Pendaftaran tanah untuk pertama 

kali adalah tanah Negara dan tanah bekas hak milik adat.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan penduduk dan kebutuhan 

pembangunan untuk menuhi berbagai keperluan, maka kebutuhan akan tanah sebagai 

bagian dari sumber daya agraria semakin meningkat pula, sementara itu ketersediaan 

tanah relatif terbatas karena dihadapkan pada kebutuhan tanah yang selalu berkembang 

secara dinamis. Hal tersebut menyebabkan kedudukan tanah menjadi semakin penting. 

Kontradiksi ini sering memicu timbulnya gesekan-gesekan kepentingan yang berkaitan

10 Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. 1, 
(Bandung: Alumni, 1993), hal. 35.
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BAB II 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH 

AGUNG NOMOR: 149K/Pdt/1999 DAN NOM()R:289/PK/Pdt/2001

A.PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI

l.Jual Beli Menurut UUPA

Jual beli tanah sebagai suatu suatu lembaga hukum, tidak secara tegas dan 

terperinci dijelaskan dan diatur dalam UUPA. Dalam UUPA istilah jual beli tanah hanya 

disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. 

Sedangkan dalam pasal lainnya, tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi 

disebutkan sebagai dialihkan. Arti kata dialihkan dapat menunjukan suatu perbuatan 

hukum  yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui 

jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya 

disebutkan dialihkan, termaksud salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan 

hak atas tanah karena jual beli.

Sebelum berlakunya UUPA dikenal dua lembaga hukum jual beli tanah yaitu jual 

beli tanah yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis dan jual
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beli tanah yang diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis. Pasal 1457 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyebutkan Bahwa:68

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang telah dijanjikan.

Sehingga Jual beli tanah merupakan suatu perjanjian dalam mana pihak yang

mempunyai tanah yang disebut “penjual”, beijanji dan mengikatkan diri untuk

menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut

“pembeli”. Sedang pihak pembeli beijanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga

yang telah disetujui.69

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peijanjian jual beli itu

merupakan peijanjian obligatoir, dimana jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia

baru memberikan hak dan meletakan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu

memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang

yang dijual.70 Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:71

Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama 
penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612,613 dan 616.

68 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [  Buigerlijk Wetboek ], diteijemahkan oleh R. Subekti 
dan R. Tjitrosudibio, cet.25, (Jakarta: Pradnya Paramita,1992), ps.1457.

69 Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, /si Dan Pelaksanaan, 
cet. 10, (Jakarta:Djambatan, 2005), hal.27.

70 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 13, (Jakarta: Intermasa, 1991), hal. 80.
71 Subekti, op. C i t., ps.2.
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Dengan dilakukannya jual beli tanah maka belum teijadi pembahan apa pun 

pada hak atas tanah yang bersangkutan, biarpun pembeli sudah membayar penuh 

haganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan kepadanya. Hak atas tanah 

yang dijual akan berpindah kepada pembeli jika penjual sudah menyerahkan secara 

yuridis kepadanya. Untuk itu perlu dilakukan perbuatan hukum lain yang disebut 

“penyerahan yuridis”. Penyerahan yuridis tersebut dilakukan di hadapan notaris, yang 

m em buat aktanya dan akta ini wajib didaftar. Dengan selesainya dilakukan pendaftaran 

tersebut m aka hak atas tanah yang bersangkutan baru berpindah kepada pembeli.

Dalam Hukum Adat jual beli tanah bukan perbuatan hukum yang merupakan apa 

yang disebut peijanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam hukum adat merupakan 

perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya, harga yang 

disetujui bersam a dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam 

hukum adat tidak ada pengertian penyerahan yurids sebagai pemenuhan kewajiban 

hukum penjual, karena justru apa yang disebut jual beli tanah itu adalah penyerahan hak 

atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh 

kepada penjual harga yang telah disetujui bersama.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sumber-sumber Hukum Tanah Nasional 

kita berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Sumber- 

sumber hukum yang terstulis berupa Undang-Undang Dasar 1945, UUPA, peraturan- 

peraturan pelaksanaan UUPA, dan peraturan-peraturan lama yang masih berlaku.

72 Harsono, op.cit., hal. 29.
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Adapun sumber-sumber hukum yang tidak tertulis adalah norma-norma Hukum Adat

yang telah di-saneer dan hukum kebiasaan baru termaksud yurispudensi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa:73

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan 
peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur 
yang bersandar pada hukum agama.

Dalam Pasal 5 UUPA tersebut terdapat pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasional kita

adalah Hukum Adat, berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan

sistem Hukum Adat. Hukum Adat yang dimaksud tentunya Hukum Adat yang telah di-

saneer yang dihilangkan cacat-cacatnya dan telah disempurnakan. Sehingga pengertian

jual beli tanah menurut Hukum Tanah Nasioanal kita adalah pengertian jual beli tanah 

menurut Hukum Adat.

Pengertian jual beli menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak, 

yang sifatnya tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan 

pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan 

mengucapkan kata-kata dengan mulut belumlah teijadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam 

Putusan MA No. 271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971. Jual beli dianggap telah 

teijadi dengan penulisan kotrak jual beli di muka kepala kampung serta penerimaan 

harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan

73 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5, LN 
No. 104 tahun 1960, TLN. No. 2043.
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penjual. Sifat terang dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu 

disaksikan oleh kepala desa, karena kepala desa dianggap orang yang mengetahui 

hukum dan kehadiran kepala desa mewakili warga masyarakat desa tersebut.74

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang 

Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli di 

hadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum gelap, yang dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi). Akta jual beli yang ditandatangani para pihak 

membuktikan telah teijadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan 

disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukan bahwa 

secara nyata atau riil perbuatan hukum yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta 

tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak 

untuk selama-lamanya dan pembayaran harganya. Karena perbuatan hukum yang 

dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut 

membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang hak yang baru. 

Akan tetapi, hal itu baru diketahi oleh para pihak dan ahli warisnya, karenanya juga baru 

mengikat para pihak dan ahli warisnya, karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi 

umum.

Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya 

pembuktiannya pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan

74 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2007), hal. 76.
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Kabupaten/Kotamadya, untuk dicatat pada buku tanah dan sertipikat hak yang 

bersangkutan. Dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertipikat haknya, 

diperoleh surat tanda bukti yang kuat.

/

2.Syarat-syarat jual beli tanah.

Dalam melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah karena j 

harus memenuhi dua syarat jual beli tanah yaitu syarat materil dan syarat 

melakukan perbuatan jual beli tanah harus memenuhi dua syarat yaitu syar 

dan syarat formil. Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tan

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa jual beli menurut hukum tanah nasional 

adalah jual beli menurut hukum adat. Mengucapkan kata-kata dengan m j

belumlah teijadi jual beli tanah, jual beli dianggap telah terjadi dengan suatu penulisan 

perjanjian jual beli tanah. P erjan jian  jual beli tanah tersebut harus memenuhi syarat 

syarat perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata. 

Untuk sahnya suatu jual beli tanah maka harus telah dipenuhinya syarat materiil dan jual 

beli tersebut, yaitu:

1. Kecakapan dan kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum yang 

bersangkutan.

a. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang hendak dijualnya.

Orang yang berhak menjual tanahnya adalah pemegang hak atas tanah 

yang menurut hukum berhak untuk menjualnya, yang biasanya disebut 

pemilik. Jika pemiliknya dua orang atau lebih maka semua pemiliknya
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harus bertindak sebagai penjual secara bersama-sama, tidak boleh hanya 

seorang saja.75

b. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang 

akan dibelinya. Maksudnya pembeli adalah sebagai penerima hak harus 

memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya.

2. Menurut hukum, tanah yang bersangkutan boleh dipeijualbelikan dan tidak 

dalam sengketa.

3.Persetujuan bersama untuk melakukan jual beli tersebut

b.Svarat Formil

Syarat formil disini haru ditempuh sesuai dengan prosedur dan syarat yang

ditetapkan:

1. Akta jual beli tanah dibuat oleh atau dihadapan PPAT sebagai pejabat umum 

yang ditunjuk.

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan 

bahwa:

Setiap peijanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, 
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus 
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri Agraria. Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh 
Menteri Agraria.

7S Efendi Perangin, PraktikJual Beli Tanah, (Jakarta: Rajawali, 1990), cet. 2, hal.2.
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Menurut Boedi Harsono jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT 

tetap sah. Akta PPAT berfugsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah 

dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat 

pembuktian yang lain. Sahnya perbuatan hukum jual beli tanah ditentukan 

dengan dipenuhinya syarat-syarat materiil (baik yang mengenai pembeli, penjual, 

maupun tanahnya)

Kendatipunpun demikian, untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum 

dalam setiap peralihan hak atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 sebagai peraturan pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiap 

perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan

76
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

2. Dipenuhi Syarat administrasi.

Sebelum akta jual beli dibuat oleh PPAT, maka para pihak harus menyerahkan

surat-surat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu:

a. Jika tanahnya sudah bersertipikat diserahkan sertipikat asli dan tanda bukti

pembayaran biaya pendaftarannya. 

b Jika tanahnya belum bersertipikat maka diserahkan surat keterangan bahwa 

tanah tersebut belum bersertipikat, surat-surat tanah yang ada yang 

memerlukan penguatan oleh kepala desa dan camat, dilengkapi dengan 

surat-surat yang membuktikan identitas penjual dan pembelinya yang

76 Ibid., hal. 78.
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diperlukan untuk persertipikatan tanahnya setelah spl?sai dilpjc^^n jual 

beli.
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UUPA yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960 secara tegas

mengatakan tidak berlaku lagi Buku ke II BW sepanjang mengenai bumi, air dan ruang

angkasa, maka secara inclusif pasal-pasal BW yang mengatur tentang bumi, air dan

ruang angkasa tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 5 UUPA dinyatakan Bahwa:77

‘Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan 
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Unndang-undang ini dan dengan 
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur 
yang bersandar pada hukum agama.“

Pada Pasal 5 UUPA tersebut terdapat pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasional 

kita adalah hukum adat, berarti Hukum Tanah Nasioanal menggunakan konsepsi, asas- 

asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat. Hukum adat yang dimaksud tentunya 

adalah hukum adat yang telah disaneer yang telah disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut mengenai tanah yang diatasnya didirikan 

bangunan atau ditanami tanaman, maka Hukum Tanah Nasioanal kita menggunakan asas 

dalam hukum adat (asas pemisahan horizontal), yaitu adanya pemisahan antara tanah 

dengan benda-benda yang erat melekat diatasnya seperti bangunan dan tanaman, dimana 

bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dan \anah . Hak atas tanah tidak

77 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, No. 5 Tahun 
1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, ps. 5.
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dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatasnya.78 

Tanah tunduk pada hukum adat dan bangunan tunduk pada hukum perikatan. Dalam 

putusan Mahkamah Agung Nomor 2339 K/SIP/l982 disebutkan bahwa menurut Pasal 5 

UUPA bagi tanah berlaku Hukum Adat, hal mana berarti rumah dapat diperjualbelikan 

terpisah dari tanah.79

M enurut hukum adat, yang dinamakan sebagai benda lepas atau benda bergerak 

adalah benda-benda diluar tanah. Ruang lingkupnya mencakup:80

a. rumah

b. tumbuh-tumbuhan

c. ternak

d. benda-benda lainnya

Pada asasnya setiap warga suatu masyarakat hukum adat tertentu dapat mempunyai hak 

milik atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak dan benda-benda lainnya. Mengenai rumah 

berlaku asas, bahwa hak milik atas rumah terpisah dengan hak milik atas tanah, dimana 

rumah tadi berada.81

Ditinjau dan sudut hukum adat yang melihat adanya pemisahan antara tanah 

dengan bangunan yang ada diatasnya maka perbuatan hukum jual beli tanah tidak 

dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang punya tanah yang ada

78 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria /si Dan Pelaksanaannya, cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 20.

79 Mahkamah Agung, Yurisprudensi Indonesia, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1987), hal.25.
80 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Raflndo Persada, 2001), cet.4, hal

197.
81 lbid.
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diatasnya, seorang dapat saja menjual bangunan tanpa menjual tanahnya atau sebaliknya. 

Jika pemilik tanah dan bangunan berbeda maka jual beli tanahnya tidak termaksud 

dengan bangunannya. Hal ini terjadi karena bangunan yang dipunyai oleh rakyat 

Indonesia pada waktu dahulu bukanlah merupakan suatu bangunan yang permanent 

menurut kategori bangunan sekarang akan tetapi mungkin hanya dinilai sebagai 

bangunan darurat.

Dalam praktik dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi

82juga bangunan dan tanaman yang ada diatasnya dengan ketentuan:

1. Bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan suatu kesatuan dengan 

tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang berfondasi dan tanaman 

merupakan tanaman keras.

2. Bangunan dan tanaman tersebut milik yang punya tanah.

3. Maksud yang demikian (jual beli tanah termaksuk bangunan dan tanaman yang 

ada di atasnya) secara tegas disebutkan dalam akta yang membuktikan 

dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Pada saat ini asas pemisahan horizontal, dikota-kota tidak dapat dipertahankan 

secara mutlak, sebab bangunan-bangunan di kota pada umumnya permanen dan sulit 

bagi orang untuk mengetahui siapa pemilik bangunan sehingga untuk kelancaran lalu 

lintas hukum, maka pemilik tanah dianggap pemilik bangunan diatasnya selama tidak 

dibuktikan orang lain pemiliknya.

82 Harsono, op. cit., hal.263.
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Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 8 Februari 1964 dikeluarkan 

Instruksi Menteri Pertanian No. Unda 9/1/14 yang ditujukan kepada semua Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, semua Kepala Inspeksi Agraia/ Kantor Pendaftaran Tanah tentang 

larangan untuk memindah hak atas tanah tanpa sekaligus memindahakan bangunan yang 

ada diatasnya dan sebaliknya.83

Instruksi Menteri Pertanian dan Agraria ini ditujukan pada praktek jual beli 

rumah, yang hak atas tanahnya belum diselesaikan oleh yang bersangkutan. Meskipun 

secara yuridis jual beli demikian itu memang mungkin, namun ditinjau dari sudut 

penyelenggaraan tertib Agraria sungguh tidak dapat dibenarkan. Jika diperbolehkan 

dilakukan secara bebas hal itu akan berarti membenarkan praktek pemakaian tanah- 

tanah negara tanpa hak. Akan tetapi biarpun demikian ada kalanya penjualan rumah 

yang tanahnya belum ada haknya itu diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa ada 

jam inan dari pembeli yang akan segera menyelesaikan hak atas tanahnya. Untuk itu 

maka diperlukan adanya persetujuan lebih dahulu dari instansi Agraria setempat.84

Pada Penjualan rumah yang tanahnya belum ada haknya, maka jual belinya 

berbeda dengan jual beli tanah menurut UUPA. Oleh sebab itu mengalihkan hak yang 

secara demikian itu tidak terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mewajibkan 

akta jual belinya dibuat oleh PPAT. Akta jual belinya dapat dibuat dihadapan Notaris 

dengan menggunakan Akta Jual Beli Rumah Dan Pemindahan Hak.

83 Abdurrahman, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 113.
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Da\am .̂\xrs\?ia &an Yemmdahan Hak ini tidak ada jual beli hak

atas tanah yang ada pemindahan hak yang timbul dari penggunaan tanah tersebut, yaitu 

menguasai dan mempergunakan tanah itu serta memohon hak atas tanah kepada pejabat

85yang berwenang. Hal tersebut dituangkan pada salah satu pasal dalam akta jual beli 

rumah dan pemindahan hak, dimana penjual memberi kuasa kepada pembeli untuk tiada 

dengan bantuan penjual memintakan hak-hak kepada instansi yang berwenang atas tanah 

dimana bangunan-bangunan yang dijual itu didirikan.86

Menurut Bachtiar Effendie asas pemisahan horizontal tidak mutlak harus 

diterapkan dalam menghadapi kasus-kasus tertentu, mengingat bahwa tidak ada suatu 

pasal pun dalam UUPA yang secara tegas telah menjabarkan asas pemisahan horisontal 

tersebut kedalam pasal-pasal dari UUPA dan juga karena pengertian dari hukum adat itu 

sendiri, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika 

masyarakatnya. Hukum adat selalu memperhatikan faktor-faktor serta kenyataan yang 

ada pada setiap kasus yang dihadapi.87

85 Efendi Pemgin, Praktek Jual Deli Tanah, cet. 2, (Jakarta: Rajawali, 1990), hal. 3 1.
86 Efendi Perangin, Permohonan Hak Atas Tanah, cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 5 1.
87 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, ce t.l, (Jakarta: Sinar Grafika,

2007), hal. 136
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C. J  UAL BELI BERKAITAN DENGAN TANAH YANG AKTANYA D I^JA T  
O LEH  NOTARIS

1.P erjan jian  Jua l beli yang berkaitan dengan tanah

Seperti telah kita ketahui bahwa ada dua golongan akta yang dibuat oleh seorang 

Notaris yaitu; (a) akta yang dibuat oleh Notaris (akta relaas) dan (b) akta yang dibuat 

dihadapan Nptaris (akta partij).88 Perjanjian jual beli termaksud dalam akta partij. 

Notaris membuat perjanjian jual beli ini demi menjamin kepastian hukum dan keamanan 

para pihak yang membuatnya. Pengertian kepastian hukum dan keamanan para pihak ini 

adalah bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum dan telah notaris catatkan peristiwa 

hukum tersebut dengan cara menuangkan dalam akta dan pengertian keamanan para 

pihak dalam akta ini adalah akta jual beli ini berlaku bagi para pihak yang membuatnya 

sebagai dasar hukum atau undang-undang yang mengatur dan sebagai alat bukti yang 

sah. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan tanah yaitu:

A.Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Akta pengikatan jual beli merupakan akta otentik yang dibuat notaris 

berdasarkan perbuatan dan pCT]lwj\an dari pihak yang berkepentingan kemudian 

ditetapkan sebagai suatu peraturan. Akta pengikatan }ua\ beli ini adalah suatu 

perikatan yang lahir dari suatu peijanjian, dimana perjanjian tersebut 

menggunakan syarat tangguh yang harus dipenuhi oleh satu atau kedua belah 

pihak, hal-hal atau syarat-syarat tangguh inilah yang menjadikan latar belakang

88 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 50.
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O Q

pembuatan akta pengikatan jual beli oleh notaris. Akta Pengikatan Jual Beli 

Tanah biasanya dibuat karena beberapa macam alasan:90

1. Surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang dijualbelikan, itu belum 

selesai diurus.

2. Harga tanah itu belum dibayar lunas.

3. Akan dijual lagi, karena pedagang, untuk menghindari biaya balik nama.

4. Belum ada biaya balik nama.

5. Calon pembeli adalah orang yang tidak dapat mempunyai hak atas tanah 

yang dibelinya, karena orang asing misalnya.

Dalam akta pengikatan jual beli terdapat suatu kuasa kusus yaitu pemberian 

kuasa kepada pihak pembeli untuk melanjutkan proses pengurusan dalam hal 

menghadap dan menandatangani akta dihadapan PPAT.

B. Perjanjian Pelepasan Hak

Akta Pelepasan Hak dibuat dalam hal jika tanah hak milik yang sudah 

bersertipikat hendak dibeli oleh Perseroan Terbatas (PT) yang telah berstatus 

badan hukum. Seperti telah kita ketahui jual beli itu tidak dapat dilaksanakan 

karena PT tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik. Untuk mengatasi 

masalah ini maka pemilik tanah membuat Akta Pelepasan Hak dengan ganti 

rugi.91 Atas pelepasan hak tersebut dimaksudkan agar pihak kedua dapat

89 Aristiawan Dwi Putranto, “Aspek Hukum Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah”, (Tesis 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hal. 44.

90 A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum , (Bandung: Alumni, 1983), hal. 14.
91 A.Kohar, Notaris Berkomunikasi, (Bandung: Alumni,1984), hal. 29.
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mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada yang berwenang, 

dengan hak guna bangunan atau hak-hak lainnya yang diperkenankan oleh 

undang-undang yang dapat dipunyai oleh pembeli. Pada waktu mengajukan 

permohonan hak tersebut maka harus dilampiri Akta Pelepasan Hak dan 

Sertipikat Hak Milik tersebut.

C. Perjanjian Jual Rumah Dan Pemindahan Hak

Akta Jual Rumah dan Pemindahan Hak digunakan apabila ada suatu 

bangunan yang dibangun d i atas tanah yang belum ada status hak tanahnya atau 

bersatus tanah negara ingin dijual belikan. Dalam hal yang demikian maka tidak 

ada jual beli hak atas tanah karena hak atas tanah tersebut belum ada yang ada 

hanya jual beli rumah beserta pemindahan hak penggunaan tanah tersebut yaitu 

menguasai dan menpergunakan tanah itu serta memohon hak atas tanah kepada 

pejabat yang berwenang.

Bunyi salah satu pasal dalam Akta Jual Rumah dan Pemindahan Hak itu 

pokoknya sebagai berikut:

Pihak kedua diberi kuasa oleh pihak pertama memohon sesuatu hak tertentu atas 

tanah dimana rumah tersebut didirikan atas nama pembeli pada pihak yang 

berwajib.

Atas kuasa tersebut maka pembeli dapat mengajukan permohonan hak 

atas tanah dimana rumah tersebut didirikan atas nama pembeli. Pada waktu 

mengajukan permohonan hak harus dengan melampirkan Akta Jual Rumah dan 

Pemindahan Hak tersebut.
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2.Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli Yang Berkaitan Dengan Tanah

Seperti dalam peijanjian jual beli tanah maka dalam perjanjian jual beli yang 

berkaitan dengan tanah yang aktanya dibuat oleh seorang notaris juga harus memenuhi

92
penuhi syarat-syarat sah dalam suatu perjanjian jual beli yaitu.

1 .Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3.Suatu hal tertentu.

4.Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama sahnya peijanjian adalah kesepakatan, dengan sepakat maka 

kedua subjek yang mengadakan peijanjian itu bersepakat, setuju mengenai hal hal yang 

pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh para pih yang 

satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang .t .ecara 

timbal balik (penjual mengina\T\kas\ sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan 

sesuatu barang dari si penjual).93Adanya kesepakatan untuk mengadakan perjanjian, 

maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para 

pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya ca bagi

92 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [  Bulgerlijk Wetboek J, diterjemahkan oleh R. Subekti 
dan R. Tjitrosudibio, cet.25, (Jakarta: Pradnya Paramita,1992), ps.1320.

93 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 13, (Jakarta: Intermasa, 1991), hal. 17,
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perujudan kehendak tersebut.94 Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyebutkan bahwa:95

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Syarat kedua untuk sahnya perjanjian adalah kecakapan, dalam melakukan 

perbuatan hukum jual beli. Syarat kecakapan dan kewenangan para pihak untuk 

melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan harus dipenuhi. Yang berhak menjual 

suatu rumah tentu saja si pemegang sah dari hak atas rumah tersebut yang disebut 

pemilik. Bila terdapat lebih dari satu pemilik, maka yang berhak menjual adalah mereka 

yang memiliki rumah itu bersama-sama, dan dilarang dijual oleh satu orang saja. 

Pemilik juga dapat mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain untuk 

menjual tanah yang bersangkutan.

Pemilik itu mungkin orang yang sudah dewasa, mungkin pula orang yang belum 

dewasa. Orang yang sudah dewasa, baik laki-laki atau perempuan dapat bertindak 

sendiri, baik ia sedang terikat dalam perkawinan maupun sudah bercerai atau belum 

kawin. Untuk orang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tuanya (ayah atau ibu 

atau bersama-sama apabila ayah dan ibu masih ada). Jika ayah atau ibunya sudah 

meninggal, maka ia diwakili oleh walinya.96 Jual beli yang merupakan harta bersama

94 Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, 
cet. 2, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 98.

95 Ibid., hal. 97.
96 Efendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah, cet. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hal. 23.
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diperolehkan selama perkawinan berlangsung hanya boleh dijual oleh suami dan istri 

bersama-sama atau atas persetujuan bersama.

Syarat ketiga dari sahnya peijanjian adalah mengenai suatu hal tertentu, artinya 

apa yang dperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu 

perselisihan. Barang yang dimaksudkan harus ditentukan jenisnya.

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang yang 

tidak dilarang. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, dalam arti penjual bukan 

merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau tanah yang tidak boleh 

maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah.
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D.PERMOHONAN HAK ATAS TANAH

Hak menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik 

Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan 

hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh 

UUPA disebut tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau disebut tanah 

Negara. Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak atas tanah primer disebut 

tanah-tanah hak dengan nama sebutan haknya, seperti hak milik, hak guna usaha.

Menurut DR. Todung Mulya Lubis, SH.,LLM. Sesuai dengan konsepsi hak 

penguasaan tanah menurut Hukum Tanah Nasional, hak atas tanah yang tertinggi adalah 

Hak Bangsa Indonesia yang pelaksanaanya didelegasikan kepada Negara sebagai 

organisasi kekuasaan yang tertinggi melalui Hak Menguasai Negara. Bersumber dari 

Hak Bangsa Indonesia kemudian Negara dapat memberikan Hak Perorangan atas 

tanah.98

Dengan lahirnya UUPA sebagai sumber Hukum Tanah Nasional, maka setiap 

Warga Negara Indonesia diberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum 

dalam bidang pertanahan maka berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia dapat 

mengusai tanah secara aman dan mantap. Penguasaan yang mantap berarti ditinjau dari 

aspek waktu atau lamanya seseorang dapat mempunyai atau menguasai tanah sesuai 

dengan isi kewenangan dari hak atas tanah tersebut, sedangkan penguasaan secara aman

97 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria /si Dan Pelaksanaannya, cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 271.

98 Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, cet 1, (Jakarta: LPHI, 
2005), hal. 261.
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berarti si pemegang hak atas tanah dilindungi dari gangguan baik dari sesama

j  • 99warganegara dalam bentuk misalnya penguasaan illegal ataupun dari penguasa.

Penguasaan tanah yang diakui oleh hukum adalah penguasaan tanah secara legal, 

baik penguasaan secara fisik (kewenangan menggunakan tanah) dan penguasaan secara 

yuridis (hubungan hukum dengan sebidang tanah). Penguasaan tanah secara legal ada

dua kemungkinannya yaitu:

1. Penguasaan yuridis dan penguasaan fisik, misalnya pemilik yang menyewakan 

tanahnya kepada penyewa. Pemilik dengan penyewa membuat perjanjian sewa 

menyewa (perjanjian pemberian hak baru) yang kemudian akan berlaku hak baru 

misalnya; HGB bagi penyewa (penguasaan secara yuridis). Penyewa mempunyai 

hak untuk mempergunakan tanah pemilik sesuai dengan jangka waktu yang telah

dipeijanjikan (penguasaan secara fisik).

2. Penguasaan yuridis, misalnya pemilik tanah membebankan tanahnya dengan hak

tanggugan dalam suatu perjanjian taedit dengan bank. Bank hanya menguasai 

tanah tersebut secara yuridis tetapi bank tidak menguasai secara fisik.

Seorang subjek hukum jika ingin memperoleh tanah maka harus melalui 

prosedur yang telah ditentukan oleh Hukum Tanah Nasional. Salah satu cara agar dapat 

memperoleh hak atas tanah adalah melalui permohonan hak.

Permohonan hak adalah suatu cara yang harus digunakan bagi perorangan, yaitu 

orang sebagai individu atau badan hukum untuk memperoleh hak atas tanah dengan

99 Ibid.
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tujuan untuk menimbulkan hubungan hukum dengan tanah yang memberi wewenang 

untuk menggunakan tanahnya.

Permohonan hak atas tanah diatur dalam beberapa peraturan, sebagai dasar 

hukum pelaksanaan permohonan hak atas tanah yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pengganti dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Peraturan ini sebagai pengganti dari 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 Tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. Peraturan ini sebagai pengganti sebagai 

pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang 

ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah. Peraturan ini 

merupakan kelajutan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang bertujuan agar ada keseragaman 

kewenangan dan tata cara pemberian hak atas tanah dan pembatalan hak atas 

tanah.
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1. T anah  Negara

Hak menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Tetapi 

tanah Negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Satu- 

satunya cara agar dapat memperoleh hak atas tanah tersebut adalah melalui permohonan 

hak. Tanah Negara dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Tanah Negara bebas, tanah Negara yang langsung dibawah penguasaan Negara, 

diatas tanah tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain 

Negara. Tanah Negara dapat dimintakan langsung kepada Negara atau 

pemerintah. 100 Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus 

menguasai tanah yang dimohon dan dibuktikan dengan data yuridis dan data 

fisik.101

b. Tanah Negara tidak bebas, tanah Negara yang diatasnya sudah ditumpangi oleh 

suatu hak puriya pihak lain.102 Yang termaksud dalam tanah Negara tidak bebas 

adalah tanah Negara tidak bebas yang diatasnya ada hak pengelolaan. Hak 

pengelolaan pada hakekatnya merupakan hak menguasai dari Negara yang

103kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 

Pemegang Hak pengelolaan adalah Instansi pemerintah, Kementerian Negara, 

Departemen, lembaga Pemerintah non Departeman, BUMN dan BUMD. Untuk

100 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak milik. Tanah Negara dan Tanah  
Pemda, cet. 1, (Bandung: Mandar maju, 2004), hal. I II .

101 Departemen Agraria, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan N asional 
Tentang Tata cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ., Permen 
Agraria No.9 Tahun 1999, ps. 4.

102 Hermit, op. cit., hal. I II .
103 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan D an H ak  

Guna Pakui Alas Tanah, PP No. 40 Tahun 1996, LN No. 58 Tahun 1996, TLN 3643, ps. 1.
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memohon tanah hak pengelolaan maka pemohon harus memperoleh penunjukan

berupa peijanjian penggunaan tanah dari pemegang hak Pengelolaan.

Pemberian hak atas tanah Negara kepada seseorang atau badan hukum, bukan 

berarti melepaskan Hak Menguasai tersebut dari tanah yang bersangkutan. Tanah tetap 

berada pada penguasaan Negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya, hanya saja 

kewenangan Negara terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak 

kepada pihak lain, menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan isi hak 

yang diberikan.104

Hak-hak yang dapat diperoleh atas tanah yang dikuasai Negara adalah hak atas 

tanah yang primer, yaitu:

1. Hak Milik

Hak milik dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia

b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Bank Pemerintahan, Badan 

Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk Pemerintah)

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia

,(M Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria fsi Dan Pelaksanaannya, cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 273.
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b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan Di Indonesia

3. Hak Guna Bangunan.

Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada:

a. warga Negara Indonesia

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.

4. Hak Pakai

Hak Pakai dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia

c. Instansi Pemerintah

d. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

e. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

5. Hak Pengelolaan.

Hak Pengelolaan diberikan kepada:

a. Instansi pemerintah termaksud pemerintah

b. Badan Usaha Milik Negara

c. Badan Usaha Milik Daerah

d. PT.Persero

e. Badan Otorita

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.
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Pada dasarnya semua warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia berhak mengajukan permohonan hak atas tanah Negara. Namun 

status hukum subjeknya menentukan status hak atas tanah yang boleh dikuasainya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang berhak memohon hak atas tanah di atas tanah 

N egara ialah orang yang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan atas tanah 

N egara tersebut.105

b.Tahap Proses Permohonan Hak Atas Tanah

Tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah berdasarkan PMNA/KA-BPN 

No.9 Tahun 1999, secara garis besar berlangsung dalam tahap sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala 

Kantor Pertanahan yang daerah keijanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. 

Permohonan tertulis tersebut harus memuat anatara lain keterangan tentang:

a. Keterangan mengenai pemohon:

1. Apabila perorangan: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan 

pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya 

yang masih jadi tanggungannya.

2. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan 

pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahan oleh 

pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan

105 Efendi Perangin, Permohonan Hak Atas Tanah, cet.1, (Jakarta: rajawali, 1987), hal. 12.
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hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah tertentu berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: 

1. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, 

surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah 

dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan 

pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, surat-surat bukti 

perolehan tanah lainnya.

2. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi 

sebutkan tanggal dan nomornya)

3. jenis tanah (pertanian/non pertanian)

4. rencana penggunaan tanah

5. status tanahnya

c. Lain-lain:

1. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah 

yang dimiliki oleh pemohon, termaksuk bidang, tanah yang dimohon.

2. keterangan lain yang dianggap perlu.

2.Kegiatan Kantor Pertanahan

-Kepala Kantor Pertanahan memeriksa surat-surat dan kelengkapan datanya 

tentang tanah yang dimohon dan pemohonnya.

-Dibantu Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A atau Panitia B), dibuat Berita 

Acara Pemeriksaan Tanah.
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-Surat Rekomendasi (dikabulkan atau ditolak) permohonan hak yang 

bersangkutan disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan Hak. 

-Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) oleh pejabat yang 

berwenang memberikan hak dan disampaikan kepada Penerima Hak dan 

Kepala Kantor Pertanahan dimana bidang tanah tersebut terletak.

3 .Penerima Hak

Berdasarkan SKPH yang diterima, penerima hak memenuhi kewajibannya 

sehubungan dengan pemberian hak, sebagai berikut:

1. Membayar uang pemasukan

2. Mendaftarkan Hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan 

(Kabupaten/kotamadya)

4.Proses Pendaftaran Hak Yang Bersangkutan

-Kepala seksi Pendaftaran Tanah membukukan hak yang bersangkutan dalam 

Buku Tanah dan mencantumkan nomor urut hak yang bersangkutan di 

kelurahan/desa letak tanahnya dan dilampirkan surat ukurnya pada buku 

tanah tersebut (surat ukur tersebut telah dibuat terlebih dahulu setelah bidang 

tanah tersebut ditetapkan batas-batasnya dan diukur luasnya berdasarkan peta 

pendaftaran).

-Menyalin data tersebut dalam salinan Buku Tanah sebagai bagian dari 

sertipikat hak atas tanah bersama Surat Ukur.

5.Pemegang Hak

Kepada Pemegang Hak diserahkan Sertipikat sebagai tanda haknya
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c.Pem batalan H ak Atas Tanah

Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberia hak, 

sertipikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan 

penguasaan tanah. Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan Keputusan Menteri, 

Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang 

ditunjuk. Pembatalan hak atas tanah dapat diterbitkan karena:

1. Cacat Hukum Administratif

Pembatalan ini dapat dilakukan karena (a) permohonan yang berkepentingan, (b) 

tanpa permohonan yang berkepentingan atau dilakukan oleh pejabat yang 

berewenang tanpa permohonan. Permohonan pembatalan diajukan kepada 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. 

Cacat hukum administrarif yang dimaksud adalah:

a. kesalahan prosedur

b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.

c. Kesalahan subjek hak

d. Kesalahan objek hak

hak
f. Kesalahan perhitungan luas

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif

2.Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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Pemabatalan karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan. Permohonan pembatalan 

diajukan kepada Menteri atau kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor 

Pertanahan.
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E.PENDAFTARAN TANAH

l.P e ra tu ran  Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, yang dikenal dengan UUPA merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui UUPA adalah undang-undang 

yang memuat dasar-dasar pokok agraria yang merupakan landasan bagi usaha 

pembaharuan hukum agraria guna dapat diharapkan memberikan adanya jam inan 

kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fugsi bumi, air dan ruang 

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahtraan bersama 

secara adil.
5

UUPA dalam rangka mewujudkan kepastian hukum telah menentukan mengenai 

wajib pendaftaran terhadap hak-hak tertentu atas tanah termaksud didalamya hak-hak 

atas tanah menurut hukum adat. Adanya jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam 

ketentuan Pasal 19 UUPA yang berbunyi:106

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan 

peraturan pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

a. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

106 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria , No. 5 Tahun 
1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, ps. 19.
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c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya menuut pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang berkaitan dengan 

pendaftaran tanah termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat 

yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut

Ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut diatas adalah merupakan ketentuan yang 

ditujukan kepada pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang bertujuan menjamin kepastian hukum yang 

bersifat rechtkadaster. Sedangkan kepada pemegang hak-hak atas tanah juga diharuskan 

mendaftarkan hak-hak atas tanahnya masing-masing. Pendaftaran juga harus dilakuakan 

untuk setiap peralihan, penghapusan dan pembebanan atas Hak Milik, Hak Guna Usaha 

dan Hak Guna Bangunan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan hukum mereka sendiri 

karena dengan adanya pendaftaran tanah ini barulah dapat dijamin tentang hak-hak 

daripada seseorang diatas tanah. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

pendaftaran daripada hak-hak atas tanah ini tercantum dalam UUPA yaitu pada pasal 23 

ayat 1, Pasal 32 ayat 1, Pasal 38 ayat 1. Rangkaian pasal-pasal tersebut merupakan 

ketentuan yang menjadi dasar hukum daripada pendaftaran hak-hak tertentu atas tanah.

Sebagai penjabaran dari Pasal 19 UUPA, maka diterbitkan oleh pemerintah 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Jika dahalu
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kita mengenal pembuktian sesuatu hak atas tanah cukup dengan dipersaksiakan oleh 

kepala desa dan orang-orang sepandan, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1960 maka tugas pembuktian tersebut sudah diambil alih oleh suatu 

cara yang umum diseluruh dunia yaitu pembuktian tertulis dan teratur dan terekam 

secara effisien dan tertib. l07Pendaftaran tanah tersebut meliputi baik tanah-tanah bekas 

hak barat dan bekas hukum adat melalui lembaga konversi maupun hak-hak baru yang 

terbit setelah berlakunya UUPA. Apa yang telah ditetapkan oleh Pasal 19 ayat 1 UUPA 

mengenai pendaftaran tanah, maka oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

ditegaskan lebih lanjut sebagai berikut:108

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yag berkepentingan 

termaksud pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah 

dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

c. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan.

107 A.P. Parlindungan, Beberapa Masalah Dalam UUPA, cet. 2, (Bandung: Mandar M aju, 1993),
hal. 83.

108 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia 24 Tahun 1997) D ilengkapi dengan  
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan P e m e r i n t a h  N o .  3 7  T a h u n  1 9 9 8 ) ,  Cet. 
1, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 2.
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Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut belum cukup memberikan 

hasil yang memuaskan, salah satu kendalanya karena ketentuan hukum untuk dasar 

pelaksanaanya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk 

terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang memuaskan. 

Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik 

pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum dibidang 

pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan. Maka pada tanggal

8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sudah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini telah memperkaya ketentuan Pasal 

19U UPA , yaitu:109

a. Bahwa diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya 

diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

b. Di zaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai sebagai kantor 

digaris depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang 

diperlukan untuk sesuatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri 

sehingga dapat merencanakan pembangunan Negara dan juga bagi 

masyarakat sendiri informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu
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yang diperlukan terkait tanah. Informasi tersebut bersifat terbuka untuk 

umum, artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas 

sebidang tanah atau bangunan yang ada.

c. Untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan suatu hal yang 

wajar.

2.Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.

Pada saat ini peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, 

baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu 

akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan 

memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis dan diperlukan juga 

terselenggaranya pendaftaran tanah.

yang tertulis, siapapun yang berkepentingan akan 

dengan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai 

dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, 

kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada dalam menguasai tanah dengan hak-hak 

tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang 

bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunan 

tanah yang dipunyainya.

D e n g a n  terse len ggaranya pendaftaran tanah m e m u n g k in k a n  b a g i p a ra  p e m e g a n g  

hak atas tanah untuk dengan m udah m em buktikan  h a kn ya  atas tanah y a n g  d ik u a s a in y a ,
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dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, 

untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek 

perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan 

kebijaksanaan pertanahannya.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk 

peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 

termaksud pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya.110

Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria Pasal 19, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 dan kermudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

merupakan pendaftaran tanah dalam rangka Recht Kadaster yang bertujuan memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat 

bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan 

sertipikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Tujuan pelaksanaan 

pendaftaran tanah adalah:

1,0 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria /si Dan Pelaksanaannya, cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 474.
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a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai 

surat tanda buktinya.

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

termaksud pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah 

dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data 

tersebut diselenggrakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya. Data 

tersebut bersifat terbuka untuk umum.

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Objek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 meliputi:

a. bidang-bidang tanahyang dipunyai dengan hak milik, hak guna 

bangunan, hak guna usaha dan hak pakai.

b. tanah hak pengelolaan.

c. tanah wakaf.

d. Hak milik atas satuan rumah susun.

e. Hak tanggungan.

f. Tanah Negara.
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Sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak 

(registration o f tittes), sebagaimana yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1961. Hal tersebut dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat 

data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan.1,1 Pembukuan dalam buku 

tanah serta pencatatannya pada surat ukur tersebut merupakan bukti, bahwa hak yang 

bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat 

ukur secara hukum telah didaftar.112Serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda 

bukti hak yang didaftar. Sertipikat yang diterbitkan sesuai dengan data fisik yang ada 

dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah untuk 

kepentingan pemegang hak yang bersangkutan.113

Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi yang 

negatif, tetapi bukan sistem negatif yang mumi melainkan sistem negatif dengan unsur- 

unsur positif. Dikatakan menggunakan sistem negatif karena sertipikat yang dihasilkan 

merupakan alat bukti yang kuat. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 

ayat 2 hurf C UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat 

bukti yang kuat dan dalam Pasal 23,32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai 

peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Kata “kuat” disini berarti

Ibid., hal. 477.
112 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No.24 Tahun 1997, LN 

No.59 Tahun 1997, TLN 3696, ps. 29.
1,3 Ibid., ps.31.
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bahwa sertipikat tanah yang diberikan itu adalah tidak mutlak, dengan kata lain 

sertipikat tanah masih dapat digugurkan.114

Dikatakan bukan sistem negatif yang mumi karena dalam sistem negatif yang 

mumi negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang dihasilkan, 

jaminan tersebut hanya diberikan jika sistemnya positif. Sementara dalam Pasal 23,32 

dan 38 UUPA, jelas Negara menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang 

dihasilkan, dengan menyatakan bahwa sertipikat adalah merupakan alat bukti yang kuat.

Pendaftaran tanah memberikan perlindungan kepada pemilik yang berhak (stelsel 

negatif) dan menyempurnakan dengan mempergunakan unsur-unsur stelsel positif stelsel, 

positif dituangkan didalam hal-hal sebagai berikut:115

a. PPAT diberikan tugas untuk meneliti secara materil dokumen-dokumen yang 

diserahkan dan berhak untuk menolak pembuatan akta.

b. Sub Direktorat Agraria kotamadya/kabupaten seksi pedaflaran tanah berhak 

menolak melakukan pendaftaran jika pemilik tidak berwenang mengalihkan 

haknya.

c. Pemerintah menyediakan model-model akta untuk memperlancar mekanisme 

tugas-tugas PPAT.

Disamping itu juga ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengelolaan, 

penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikatnya,

114 Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah DI Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. 1, 
(Bandung: Alumni, 1993), hal. 35.

1,5 Abdurahman, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1983),
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tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh data yang benar, karena 

pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum.

3.Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 

dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997.116Objek pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah tanah Negara dan tanah 

bekas hak milik adat. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi meliputi:117

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik

b. pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya.

c. Penerbitan sertipikat.

d. Penyajian data fisik dan data yuridis.

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah 

secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara 

sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik 

diselenggarakan atas dasar prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja

1.6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi Dan Pelaksanaannya, cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 474.

1.7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No.24 Tahun 1997, LN 
No.59 Tahun 1997, TLN 3696, ps. 12.
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jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.118

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masai. Pendaftaran tanah 

secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak 

yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.119

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan 

pengukuran dan pemetaan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik dimulai dengan 

pembuatan peta dasar pendaftaran. Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk pendaftaran 

tanah secara sistematik juga digunakan untuk memisahkan bidang-bidang tanah yang 

sudah didaftar. Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam 

pendaftaran tanah secara sporadik, dapat diketahui letaknya dalam kaitan bidang-bidang 

tanah lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan teijadinya sertifikat ganda 

atas suatu bidang tanah.

Dalam penetapan batas diupayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan 

para pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh bentuk yang tertata dengan baik 

bagi bidang-bidang tanah yang semula kurang baik bentuknya. Penetapan batas bidang 

tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah 

terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gam bar

118 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2007), hal. 136

1,9 Ibid, hal. 137.
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situasinya tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan 

penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui 

oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan (contradictoire delimitatie)

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan 

selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah. Bidang-bidang tanah yang 

sudah dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan 

dalam  daftar tanah. Untuk keperluan pendafaran haknya bidang-bidang tanah yang 

sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur, dengan skala 

yang sama.

Dalam pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan pembuktian hak-hak baru 

dan hak-hak lama. Hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan 

sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Adapun hak-hak 

lam a yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu 

m ulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Pembuktian Hak Baru

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa 

untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru, data yuridisnya dibuktikan dengan:

a.Hak atas tanah dibuktikan dengan:

1. penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang 

memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang 

berlaku, apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara
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atau tanah hak pengelolaan, yang dapat diberikan secara individual, 

kolektif ataupun secara umum.

2. asli akta Peraturan pmerintah yang memuat pemberian hak tersebut 

oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan, 

apabila mengenai hak bangunan, dan hak pakai atas tanah hak 

milik.

3. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak 

pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.

4. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, ditinjau dari 

sudut objeknya pembukuan tanah wakaf merupakan pendaftaran 

untuk pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan 

sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah hak milik.

5. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta 

pemisahan. Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertam a 

kali, biarpun hak atas tanah tempat bangunan gedung rumah susun 

yang bersangkutan sudah didaftar.

6. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan.

pembuktian hak lama

Untuk keperluan hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi 

hak-hak lama, data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak 

tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan
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yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan 

dianggap cukup sebagai dasar mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain 

yang membebaninya.

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

disebutkan bahwa pemilikan itu pada dasarnya terdiri atas bukti pemilikan atas nama 

pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dan 

apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke 

tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak yang bersangkutan. Dalam 

hal yang demikian, pembukuan haknya dilakukan melalui penegasan konversi hak yang 

lama menjadi hak baru yang didafftar.

Mengenai pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal 

dan konversi hak-hak lama ada tiga kemungkinan alat pembuktiannya yaitu:

a. bukti tertulisnya lengkap, tidak memerlukan tambahan alat 

bukti lain.

b. bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi, diperkuat keterangan 

saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan.

c. bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi, diganti dengan 

keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan.

Akan tetapi semua akan diteliti lagi melalui pengumuman, untuk memberi 

kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

diatur pembukuan hak dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap
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alat-alat pembuktian pemilikan yang tertulis, keterangan saksi ataupun 

pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai 

kepem ilikan tanah yang bersangkutan maka dalam hal denjikin pembukan 

haknya dapat dilakukan tidak didasarkan pada bukti pemilikan, melainkan pada 

bukti penguasaan fisik tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan- 

pendahuluannya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut.

Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan 

pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat 

ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. M emperoleh 

sertipikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang. 

Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam 

buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang 

dikuasakan olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertipikat 

diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan 

persetujuan para ahli waris yang lain.

Penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan 

mudah memnuktikan haknya. Oleh karena itu sertipikat merupakan alat bukti 

pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. 

Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas 

tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam 

pembukuannya, pada prinsipnya sertipikat belum dapat diterbitkan. Namun
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apabila catatan itu hanya mengenai data fisik yang belum lengjcap, tetapi tidak 

disengketakan, sertipikat dapat diterbitkan.

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, terutama untuk 

memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah 

memperoleh keterangan yang diperlukan, Kepala Kantor Pertanahan 

menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa (fcftar umum, yang 

terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah 

digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di 

Kantor Pertanahan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri, sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

4.Kekuatan Pembuktian Sertipikat.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan 

penegasan dari Negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau 

badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, 

gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut.120 Sertipikat tanah hak milik 

berisikan dua bagian utama yaitu buku tanah dan surat ukur.

Dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa 

sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

120 Hermán Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah 
Pemda, cet. I, (Bandung: Mandar Maju,2004), hal.29.
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kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik 

Han Hata yuridis terebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 

yang bersangkutan.121 Jpi berarti bahwa selama tiddk dapat dibuktikan sebaliknya, data 

fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, 

baik dajam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berpekara 4i 

pengadilan.122 Ketentuan Pasal 32 ayat 1 berlaku juga bagi sertipikat-sertipikat yang 

dihasilkai} dalam kegiatan pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961. Data fiik dan data yuridis yang tercanum dalam sertipikat harus sesuai dengan 

data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data itu 

diambil dan surat ukur dan buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan.

121 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No.24 Tahun 1997, LN 
No.59 Tahun 1997, TLN 3696, ps. 32.

122 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi Dan Pelaksanaannya, cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 478.
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F.KASUS

1.Posisi Kasus

Duduk perkara dalam kasus ini adalah pada tanggal 4 Juni 1985 Fariz Badar 

Balweel (tergugat I) telah membeli bidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Raya 

O tista Nomor 40 Jakarta Timur dari H.Maijuki dari H.Marullah (terugat II) dan 

M uham m ad Bakir (Tergugat III). Objek yang dijual belikan tersebut merupakan harta 

w arisan dari Almarhum H.Maijuki yang belum terbagi. Jual beli tersebut dituangkan 

dalam  Akta Jual Beli Rumah Dan Pemindahan Hak No.l di hadapan Notaris Di Jakarta.

Jual beli itu dilakukan atas dasar Surat Penetapan Fatwa Waris No.624/C/1985 

tertanggal 4 Mei 1985 yang isinya menyebutkan bahwa ahli waris almarhum H.Maijuki 

hanya dua orang yaitu H.Marullah (terugat II) dan Muhammad Bakir (Tergugat III). 

Sedangkan menurut Penetapan Fatwa waris Pengadilan Agama tanggal 7 November 

1971 No.512/C/1971 menetapkan ahli waris almarhum H.Maijuki ada 12 (dua belas) 

orang yaitu: Jamilah, Siti Maryam, H.Masnun, Jamaludin, Moh.Ishak, Moh.Yunus,

H.Syahroni, Maemunah, Siti Dahlia, N. Haerani (Para penggugat),H.Marullah (terugat II) 

dan M uhammad Bakir (Tergugat III). Dengan menggunakan Akta jual beli rumah dan 

pemindahan hak nomor 1 dan surat penetapan fatwa waris No.624/C/1985 tertanggal 4 

Mei 1985 yang Fariz Badar Balweel (tergugat I) mengajukan permohonan hak atas tanah, 

kemudian diperoleh dengan resmi dan sah sertipikat HGB No.473 Propinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Kodya Jakarta Timur, luas 561 M2 atas nama Fariz Badar 

B alw eel.
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Para ahli waris dari H.Maijuki yang lain, beradasarkan Penetapan Fatwa W aris 

tanggal 7 November 1971 No.512/C/1971 merasa dirugikan atas jual beli yang telah 

dilakukan antara Fariz Badar Balweel tergugat I dan H.Marullah (terugat II) dan 

Muhammad Bakir (Tergugat III). Hal tersebut karena para ahli waris yang lain 

(penggugat) juga mempunyai hak atas rumah dan tanah warisan yang telah jualbelikan 

tersebut dan jual beli yang dilakukan antara Fariz Badar Balweel tergugat I dan

H.Marullah (terugat II) dan Muhammad Bakir (Tergugat III) dilakukan tanpa 

sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lain (para penggugat). Untuk itu sepuluh ahli 

waris (para penggugat) mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 juni 1994 yang 

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 1994, 

terdaftar dibawah nomor 92/Pdt.G/1994/PN dengan tuntutan:

-menyatakan secara hukum bahwa surat Penetapan Fatwa Waris Pengadilan A gam a 

Jakarta No.512/C/l 971 tanggal 7 Nopember 1971 adalah sah menurut hukum, 

-menyatakan secara hukum bahwa surat Penetapan Fatwa Waris No.624/C/1985 

adalah cacat hukum oleh sebab itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, 

-menyatakan secara hukum bahwa tergugat 1,11 dan III melakukan perbuatan m elawan 

hukum.

-menghukum turut tergugat I untuk membatalkan Akta Jual Beli rumah dan 

pemindahan hak No.l tanggal 4 Juni 1985.

-menghukum turut tergugat II untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan 

No.473 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kotamadya Jakarta Tim ur, 

kecamatan jatinegara, kelurahan Bidaracina.
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-menghukum tergugat I untuk menyerahkan tanah milik para penggugat dalam 

keadaan kosong seluas kurang lebih 760M2.

Dari perkara tersebut,pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan putusannya 

N om or 92/Pdt.G/1994/PN.Jkt-Tim tanggal 7 Desember 1994 menolak gugatan 

penggugat, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan 

Nomor.481/Pdt/95/PT.DKI tanggal 6 Maret 1996. Dalam pertimbangan hukumnya 

Pengadilan tinggi Jakarta memberikan pertimbangan:

-M enimbang, bahwa permohonan banding tersebut yang diajukan oleh kuasa hukum 

para pembanding semula para penggugat dalam tenggang waktu dam dengan cara serta 

telah memenuhi syarat menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut 

dapat diterima.

-Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hakim pertama adalah sudah tepat 

dan benar menurut hukum dan oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum 

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan 

Tinggi sendiri.

-M enimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para 

pembanding, semula para penggugat, ternyata didalam memori banding tersebut tidak 

ada hal baru yang dapat melemahkan putusan hakim pertama, sehingga putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Desember 1994 

N o.92/Pdt/G /l 994/PN.Jkt.Tim. Yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan.

Dalam perkara ini kemudian para penggugat/pembanding mengajukan kasasi kepada 

M ahkam ah Agung. Mahkamah Agung memberikan pertmbangan yakni:
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1. bahwa Judex facti salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya terdapat 

pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya, serta salah 

Halam mengambil kesimpulan, yaitu antara lain:

-dalam pertimbangan hukumnya judex facti mengakui dan membenarkan bahwa 

berdasarkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 

terutama dengan tidak ada bantahan dari para tergugat, adalah benar bahwa ahli 

waris dari almarhum H.Maijuki ada 12 (dua belas) orang yaitu para penggugat

asli dan tergugat II dan III.

-bahwa tanah sengketa telah terbukti sebagai harta warisan almarhum H.M aijuki 

yang belum dibagi waris, sehingga jual beli tanah sengketa oleh tergugat II dan 

III kepada tergugat asli I dengan tanpa ikut sertanya atau tanpa persetujuan ahli 

waris almarhum H.Maijuki adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 

1320 KUH Perdata dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal.

2 .bahwa judex facti juga salah menerapkan hukum karena judex facti sendiri 

mengakui dan membenarkan bahwa penetapan Fatwa Waris tanggal 21 Mei 1985 

No.624/C/1985 terdapat kekeliruan karena hanya menyebut dua orang saja ahli 

waris almarhum H.Maijuki, yaitu tergugat asli II dan III, padahal judex facti 

sendiri sudah mempertimbangkan bahwa yang benar ahli waris almarhum

H.Maijuki adalah 12 (dua belas) orang, akan tetapi judex facti dengan begitu saja 

memaafkan adanya kekeliruan fatwa waris tersebut diatas tanpa adanya akibat 

hukum, sedangkan sebenarnya dengan adanya kekeliruan pada fatwa waris
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tersebut mempunyai akibat hukum yang menyangkut perihal sah atau tidaknya 

jual beli tanah sengketa oleh tergugat asli II dqp {II kepada tergugat asli I.

Bahwa seharusnya setelah judex facti mengakui dan membenarkan adanya 

kekeliruan dalam fatwa waris No.624/C/1985, maka secara hukum tergugat asli

II dan III tidak berhak menjual bangunan dan tanah yang merupakan harta 

warisan yang belum dibagi waris, tanpa adanya persetujuan para ahli waris yang 

lain (yaitu para penggugat asli), dan karenanya akta jual beli tanah sengketa 

antara tergugat asli II dan III kepada tergugat asli I cacat hukum dan tidak sah 

dengan segala akibat hukumnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam putusan Nomor:149K/Pdt/1999 

M ahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan kasasi (ahli waris almarhum

H.M aijuki), membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Maret 1996 

N o .481 /Pdt/1995/PT.DKI. Tergugat asal I kemudian mengajukan Peninjauankembali 

kepada Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor:289PK/Pdt/2001 Mahkamah Agung 

menolak permohonan peninjauankembali dari pemohon peninjauankembali.

2.Analisa Kasus
a.Pembatalan Perbuatan Hukum Jual Beli Rumah Dan Pemindahan Hak

Pada pembuatan suatu akta otetik mengenai suatu peijanjian Jual Beli maka 

harus memperhatikan ketentuan sahnya suatu peijanjian. Pasal 1320 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa untuk suatu sahnya persetujuan- 

persetujuan diperlukan empat syarat:
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1. Sepakat mereka yang mengikat

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti 

bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak 

mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacad” bagi perujudan kehendak 

tersebut.123

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam suatu 

peijanjian jual beli maka harus diperhatikan mengenai kecakapan dan kewenangan para 

pihak untuk melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, misalnya Penjual adalah 

orang yang berhak atas benda yang hendak dijualnya. Orang yang berhak menjual rumah 

adalah pemegang hak atas rumah yang menurut hukum berhak untuk menjualnya, yang 

biasanya disebut pemilik. Jika pemiliknya dua orang atau lebih maka semua pemiliknya 

harus bertindak sebagai penjual secara bersama-sama, tidak boleh hanya seorang saja.124

Suatu peijanjian harus mengenai hal tertentu, artinya apa yang dipeijanjikan hak- 

hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu. perselisihan. Barang yang 

dimaksudkan harus ditentukan jenisnya.

123 Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H.PERDATA BUKU ¡11 Hukum Perikatan Dengan 
Penjelasan, cet. 2, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 97.

124 Efendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah, (Jakarta: Rajawali, 1990), cet. 2, hal.2.
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Sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang tidak ^larang. Suatu sebab 

adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang 

digolongkan ke dalam:125

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian 

(unsur subjektif).

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan dari pihak- 

pihak yang melaksanakan peijanjian.

2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek peijanjian 

(unsur obyektif).

Unsur Objektif meliputi suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang 

tidak terlarang.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur sahnya peijanjian tersebut 

menyebabkan cacat dalam peijanjian, dan peijanjian tersebut diancam dengan kebatalan, 

baik dalam  bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), 

m aupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif)

Dalam kasus ini yang menjadi objek jual beli antara tergugat I dan tergugat II,III 

adalah merupakan harta warisan almarhum H.Maijuki yang belum dibagi. Jadi yang 

berhak atas rumah dan tanah tersebut adalah para ahli waris almarhum H.Maijuki.

^  ,  '“ Kartini MuIjai ilan Gunawa!) widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), hal. 93. J
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Berdasarkan surat penetapan fetwa waris tanggal 3 November 1971 No.512/C/1971 

yang oleh Pengadilan Agama menetapkan ahli waris almarhum H.Marjuki

a/ialah 12 (dua belasjyaitu: Jamilah, SM Maryam, H-Masnun, Jamaludin, Moh.lshak, 

Moh.Yunus, H.Syahroni, Maemunah, SM Dahlia, N. Haerani (para penggugat) dan juga  

termaksud tergugat 11 dan III yaitu H.Marulah dan Muhamad Bakir.

Tergugat II dan III perkara ini bukan merupakan orang yang berhak untuk

menjual rumah warisan tersebut meskipun mereka juga termaksud ahli waris, yang 

berhak menjual adalah seluruh atau dua belas orang ahli waris dari almarhum H.Marjuki. 

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang 

bersangkuta nmeninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi

126pemegang haknya yang baru.

Dengan beralihnya harta warisan kepada para ahli waris, terjadilah pemilikan

bersama, jika harta warisan tersebut hanya satu-satunya. Jadi apabila rumah w arisan

almarhum H.Maijuki tersebut akan dijual atau dialihkan maka harus berdasarkan

persetujuan dari seluruh ahli waris almarhum H.Marjuki, seluruh ahli waris almarhum

H.Maijuki harus harus hadir dan bertindak sebagai penjual secara bersama-sama,

seandainya ada ahli waris yang tidak dapat hadir maka dapat mewakilkan dirinya

kepada ahli waris lain dengan memberi kuasa. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menyatakan bahwa Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian yang

126 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No.24 Tahun 1997, LN 
No.59 Tahun 1997, TLN 3696, penjelasan ps. 42.
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berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk 

melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Kuasa itu harus tertulis dan dibuat di hadapan notaris. Boleh akta notaris, boleh 

pula di bawah tangan tetapi tanda tangannya dilegalisir oleh notaris.127 Kuasa tersebut 

menyatakan bahwa ahli waris tersebut menyetujui untuk menjual. Akan tetapi, jika 

pewaris memiliki harta warisan tersebut sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah 

dibuatkan surat wasiat, maka tanah dimaksud telah menjadi milik masing-masing ahli 

waris. Oleh karena itu Perbuatan jual beli yang dilakukan antara tergugat I dan tergugat

II,III ini tidak memenuhi syarat sah suatu perbutan jual beli rumah yaitu jual beli 

dilakukan oleh orang yang tidak berhak, sehingga dalam perbuatan jual beli ini dapat 

dibatalkan.

b.Perlindungan Hukum Pembeli yang Beritikad Baik.

Dalam prinsip umum, itikad baik itu ada pada tiap orang, sedangkan itikad buruk 

harus dibuktikan. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang 

dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik sendiri barang 

yang dibelinya itu. Pembeli sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli dari 

seorang yang bukan pemilik.

Hukum Indonesia memberikan perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik. 

M enurut ketentuan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jual beli barang 

orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut

127 Efendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah, cet.l, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hal.26.
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penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu 

kepunyaan orang lain. Banyak putusan pengadilan yang memberikan perlindungan 

kepada mereka yang berbuat dengan itikad baik, sebaliknya tidak memberikan 

perlindungan kepada yang beritikad tidak baik.

Dalam perkara ini terlihat bahwa pembeli (tergugat I) tel^fi beketjasama dengan 

tergugat II Han ITT untuk memperdaya Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan cara 

memberikan keterangan palsu sehingga Pengadilan Agama Jakarta Timur menerbitkan 

Surat Penetapan Fatwa Waris Ahli Waris H.Maijuki Nomor 624/C/1985 tanggal 4 Mei 

1985 yang isinya seakan-akan benar bahwa ahli waris Almarhum H.Maijuki hanya dua 

orang yaitu tergugat I dan tergugat II, kemudian fatwa waris ini telah digunakan untuk 

dasar melakukan jual beli antara tergugat I sebagai pembeli dan Tergugat II,Tergugat III 

sebagai penjual. Yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak 

tanggal 4 Juni 1985. Ini berarti Tergugat I dapat dikatakan sebagai pembeli yang 

beritikad tidak baik karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum  dan 

Tergugat I juga telah mengethui bahwa yang berhak atas harta warisan tersebut bukan 

saja Tergugat II dan Tergugat III tetapi juga sepuluh ahli waris lainnya. Sehingga 

Tergugat I tidak pantas untuk dilindungi dalam transaksi jual beli ini.

Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia yang mempunyai hubungan 

hukum atau kepentingan atas tanah negara berhak untuk mengajukan Permohonan Hak 

atas Tanah Negara. Dalam perkara ini Tergugat I dalam mengajukan permohonan hak 

atas tanah tersebut menggunakan dasar, alas hak yaitu akta jual rumah dan pemindahan 

hak dan fatwa waris yang mengandung cacat hukum, yaitu tidak terpenuhinya syarat
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sahnya perjanjian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata yaitu penjual bukan orang yang yang berhak menjual tidak 

berhak memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengajukan permohonan hak atas 

tanah dimana rumah yang menjadi objek jual beli ini didirikan, sehingga tergugat I dapat 

dikatakan memperoleh hak atas tanah dengan itikad tidak baik karena ada unsur 

perbuatan melawan hukum dalam memeroleh alas hak untuk mengajukan permohonan 

hak atas tanah dan tergugat I tidak dapat diberikan perlindungan hukum.

C.Penerapan hukum yang digunakan dalam putusan kasasi dan peninjauan 

kembali untuk memutus kasus.

Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan pertimbangan bahwa 

pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah 

mempertimbangkan dengan benar bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa adalah 

harta peninggalan almarhum H.Maijuki yang belum dibagi waris, dan ahli waris 

almarhum H.Maijuki adalah 12 (dua belas) orang yaitu para penggugat dan tergugat II 

dan III dan pengadilan tinggi telah mempertimbangkan bahwa penetapan ahli waris 

tanggal 21 mei 1985 No.624/C/1985 terdapat kekeliruan. Tetapi pengadilan Tinggi telah 

menarik kesimpulan yang keliru, dimana dengan mendasarkan pada surat pernyataan 

para penggugat dengan aktaNo.65 tanggal 19-2-1991 dan aktaNo.61 tanggal 21-7-1993 

yang isinya menyebutkan bahwa para penggugat memaafkan teijadinya kekeliruan 

dalam penetapan Fatwa Waris tanggal 21-5-1985 No.624/C/1985, kemudian pengadilan 

tinggi berpendapat bahwa pemberian maaf tersebut termaksud memaafkan tindakan
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tergugat asal II dan III yang menjual tanah dan bangunan sengketa kepada tergugat I dan 

karenanya menganggap jual beli tersebut sah menurut hukum.

Menurut Mahkamah Agung Surat pernyataan tersebut hanyalah berisikan 

pernyataan para penggugat yang memberikan maaf atas teijadinya kekeliruan dalam  

penetapan Fatwa Waris tersebut yang hanya mencantumkan ahli waris almarhum

H.Maijuki hanya dua orang yaitu tergugat II dan III dan untuk selanjutnya para 

penggugat asal menyatakan tidak perlu lagi menuntut perbaikan atas Fatwa w aris 

tersebut, jadi tidak terdapat pernyataan para penggugat asal yang memaafkan tindakan 

tergugat II dan III yang dengan tanpa persetujuan para penggugat asal telah menjual 

tanah dan bangunan rumah sengketa kepada tergugat asal I.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung dalam putusannya 

No. 149K/K/Pdt/1999 dan No.289 PK/Pdt/2001 menyatakan bahwa Akta Jual Beli 

Rumah dan Pemindahan Hak tersebut tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum  

mengikat atau batal dengan segala akibat hukumnya. Dan kepada pihak yang oleh 

Pengadilan dimenangkan (para penggugat) dapat mengajukan permintaan pembatalan 

sertipikat Hak Guna Bangunan No.473 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas 

nama Faris Badar Balweel keapada instansi yang berwenang (Badan Pertanahan 

Nasional) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut penulis pertimbangan Mahkamah Agung di sini adalah tepat karena 

yang berhak menjual harta warisan adalah seluruh ahli waris, karena mereka adalah 

pemilik bersama-sama, dimana yang harus hadir dan bertindak sebagai penjual adalah 

para ahli waris. Mengenai akta notans No. 65 tanggal 19-2-1991 dan akta No.61 tanggal
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21-7-1993 tidak bisa dijadikan sebagai dasar tanda persetujuan para penggugat (ahli 

waris) untuk menjual tanah warisan tersebut kepada tergugat I karena apabila salah 

seorang ahli waris tidak dapat hadir maka dapat mewakilkan dirinya kepada ahli waris 

lain dengan memberi kuasa secara tertulis yang menyatakan persetujuannya untuk 

menjual tanah warisan tersebut.

Mahkamah Agung juga memberikan putusan memberikan kewenangan kepada 

penggugat untuk dapat mengajukan permintaan pembatalan sertipikat Hak Guna 

Bangunan No.473 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Faris Badar 

Balweel kepada instansi yang berwenang yaitu kepada Badan Pertanahan Nasional 

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut penulis 

keputusan pembatalan sertipikat juga tepat karena alas hak yang digunakan oleh tergugat

I untuk dasar permohonan Hak atas tanah yang diatasnya terdapat rumah warisan yaitu 

akta jual rumah dan pemindahan hak mengandung cacat hukum dan telah dibatalkan 

oleh pengadilan maka secara bersamaan permohonan hak tersebut beserta penerbitan 

sertipikat Hak Guna Bangunan juga batal.

Hal tersebut karena dalam salah satu pasal pada akta jual rumah dan pemindahan 

hak disebutkan bahwa penjual memberi kuasa kepada pembeli untuk memohon suatu . 

hak tertentu atas tanah dimana rumah tersebut ddidirikan atas nama pembeli kepada 

pihak yang berwenang. Dengan dibatalkannya akta jual rumah dan pemindahan hak 

tersebut maka secara langsung juga membatalakan kuasa yang diberikan oleh penjual 

kepada pembeli sehingga pembeli adalah sebagai orang yang tidak berhak mengajukan 

permohonan hak kepada instansi yang berwenang.
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Secara formil proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak Guna 

Bangunan atas nama tergugat sudah sesuai dengan prosedur, menurut ketentuan Pasal 23 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa syarat untuk melakukan pendaftaran 

atas tjmah yang berasal dari hak baru harus dibuktikan dengan penetapan pemberian hak 

dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan 

yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dan tanah negara atau tanah hak 

pengelolaan. Pada waktu mengajukan permohonan hak atas tanah tergugat I telah 

melampirkan data data kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pendaftaran Tanah

2. Surat Jual Rumah dan Pekarangan Mutlak

3. Salinan Penetapan fatwa Ahli Waris alm.H.Maijuki

4. Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak

5. Advis Planing

6. Gambar Situasi

7. Surat Tanda Setoran biaya prasarana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Sertipikat hak Guna Bangunan 

No.473/Bidara Cina atas nama Faris Badar Balweel (tergugat I) telah memenuhi syarat 

untuk diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi karena 

fatwa waris yang digunakan sebagai dasar jual beli tersebut dan alas hak yang digunakan 

dalam penerbitan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang cacat hukum, 

maka sertipikat HGB atas nama tergugat juga harus dibatalkan, karena dalam kasus ini
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ada kesalahan teknis kadasteral yaitu berupa penerbitan sertipkat kepada seseorang yang 

memperoleh tanah dari orang yang tidak berhak.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan 

penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau 

badan hukum yang namanya ditulis di dalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, 

gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut128 Sertipikat dapat dijadikan 

pegangan utama dari para pemegang mengenai kepastian hukum hak atas tanah yang 

dipegangnya. Namun apabila timbul sengketa maka dapat dilakukan permohonan 

pembatalan, dan pengadilan Negerilah yang mempunyai wewenang untuk menguji
170kebenaran sebuah sertipikat.

Sesuai dengan sistem pendaftaran yang digunakan dinegara kita yang disebut

sistem negatif, sertipikat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat tentang adanya suatu hak.

Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pendaftaran Tanah Nomor 10

Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa:130

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang 
kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang 
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur 
dan buku tanah yang bersangkutan.“

Selama belum dapat dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang

dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam

128 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah 
Pemda, (Bandung: Mandar Maju, 2004), cet.l, hal.29.

J2’ Abdurahman, Beberapa Aspek tentang Hukum Agratia, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 103.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No.24 Tahun 1997, LN 

No.59 Tahun 1997, TLN 3696, ps. 32 ayat (1)
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perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data 

tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang 

bersangkutan. Hal ini mengandug pengertian bahwa keterangan yang tercantum 

didalamnya mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima terutama oleh pihak 

pengadilan sebagai suatu keterangan yang benar. Selama dan sepanjang tidak ada alat 

bukti lain yang membuktikan sebaliknya umpamanya menyatakan bahwa tanah tersebut 

milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka Pengadilanlah yang akan menilai alat 

bukti manakah yang benar.'31Akan tetapi Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk 

menyatakan batal suatu sertipikat yang telah dikeluarkan secara resmi oleh pihak agraria, 

wewenang untuk membatalkan sertipikat adalah merupakan wewenang pihak eksekutif 

dalam hal ini adalah Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Berdasarkan putusan pengadilan ini maka para penggugat berdasarkan ketentuan 

Pasal 125 Peraturan Menteri Negara A graria/K epala Badan Pertanahan Nasional N om or

9 Tahun 1999 dapat mengajukan pemohonan pembatalan Hak Guna Bangunan kepada 

Menteri atau kepala Kantor Wilayah atau m elalui Kepala Kantor Pertanahan setempa

'3' ibid., Abdurahman, hal. 102.
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BAB m 
PENUTUP

A.Kesimpulan
1.Suatu Perbuatan hukum jual beli rumah dan pemindahan hak atas tanah yang 

dituangkan dalam Akta jual rumah dan pemindahan Hak dibuat untuk menjamin 

kepastian hukum bagi para pihak yang membuat peijanjian jual beli tersebut, oleh 

karena itu peijanjian ini harus memenuhi syarat sahnya suatu peijanjian yang diatur 

dalam  Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka 

peijanjian tersebut dapat dibatalkan karena telah teijadi pelanggaran terhadap unsur 

subjektif.

2.Perlindungan terhadap seorang pembeli yang beritikad baik merupakan suatu asas 

yang dalam hukum Indonesia dijunjung tinggi. Menurut ketentuan Pasal 1471 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat 

mem berikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan 

bunga, jika  ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Dalam 

perkara ini terlihat bahwa pembeli (tergugat I )sebagai pembeli yang beritikad tidak 

baik karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I 

ju g a  telah mengetahui bahwa yang berhak atas harta warisan tersebut bukan saja
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Tergugat II dan Tergugat III tetapi juga sepuluh ahli waris lainnya. Sehingga 

Tergugat I tidak pantas untuk dilindungi dalam transaksi jual beli ini.

3.Batalnya akta jual rumah dan pemindahan hak, karena tidak memenuhi syarat sahnya 

dalam suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), secara tdk langsug dapat 

membatalkan sertipikat hak atas tanah yang telah terbit. Hal tersebut disebabkan akta 

sebagai alas hak / dasar mengajukan permohonan hak atas tanah dimana rum ah 

tersebut didirikan. Pembatalan sertipikat dilakukan dengan mengajukan permohonan 

pembatalan kepada Menteri atau Kepala kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor 

Pertanahan Setempat.

B.Saran

1.Hendaknya para Notaris dalam membuat suatu akta peijanjian jual beli harus lebih 

teliti, cermat, hati-hati dan tidak boleh ceroboh. Terlebih lagi akta tersebut 

menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan. Kemampuan meneliti dan mem eriksa 

sangat diperlukan sebelum teijadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2.Dalam usaha menyediakan data yang benar, perlu ditingkatkan penguasaan ketentuan 

peraturan dari Pejabat pelaksana kegiatan pendaftaran tanah.

3.Kepatuhan dan kesadaran hukum hukum dari masyarakat harus ditingkatkan antara 

lain melalui penyuluhan hukum, kususnya mengenai hukum pertanahan. Sehingga 

diharapkan masyarakat yang tadinya buta hukum dapat mengetahui dan mengerti 

hukum, maka hal ini akan dapat meningkatkan derajat kepatuhan dan kesadaran 

hukum masyarakat di bidang hukum pertanahan.
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P U T U S  A W 
N O . 9 2 / P d t . G/1991+/PH . -  'ti.'a

DEMI KEADILAN BERDASIRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  T i m u r  y a n g  m e m e r i k s a  d a n  m e n g a ­
d i l i  p e r k a r a - p e r k a r a  p e r d a t a  dalam p e r a d i l a n  t i n g k a t  p e r t a m a ,  

t e l a h  m e n g a m b i l  putusan sebagai berikut d a l a m  perkara antara :

AHLI WARIS H. MARJUKI BIN ABSIB yakni :
1 .  J  A M I L A H. b e rte m p a t  t i n g g a l  d i  K am p u n g  Rawa ^ e r a t e

R t . 0 0 7 / 0 1 1 , K e l .  J a t i n e g a r a ,  C a k u n g , J a ­

k a r t a  T im u r  ;
2 .  S I T I  MARYAM. b e rte m p a t  t i n g g a l  d i  J a l a n  P e d a t i  N o .1 7 ,

R t . 0 0 2 / 0 1 , K e l .  B a l i  M e s t e r ,  J a t i n e g a r a ,  

J a k a r t a  T im u r ;
3 .  H . M A S N U N . b e tte m p a t t i n g g a l  d i  J l .  K e b u n  N a n a s

U t a r a  R t . 0 1 5 / 0 7 , K e l .  C ip i n a n g  C e m p e d a k, 
K e c .  J a t i n e g a r a ,  J a k a r t a  T im u r  ;

A-. J  A M A L U D I N . b e rte m p a t t i n g g a l  d i  Kam pung Rawa
T e r a t e  R t . 0 0 7 / 0 1 1 , K e l .  J a t i n e g a r a  C a k u n g  
J a k a r t n  T im u r  ;

5 . MOH. IS H A K , b e rte m p a t  t i n g g a l  d i  J a l a n  K e b u n  N a n a s  U t a ­

r a  R t . 011/01*, K e l ,  C ip in a n g  C e m p e d a k, J a t i ­

n e g a r a ,  J a k a r t a  T im u r  ;
6 .  MOH. YUNUS, b e r te m p a t  t i n g g a l  d i  J a l a n  P e d a t i  D a lam  No.

8, R t . 0 1 5 / 0 7 , K e l .  C ip in a n g  C e m p e d a k , J a t i ­
n e g a r a ,  J a k a r t a  T im u r  ;

7 .  H . S Y A H R O N I. b e rte m p a t  t i n g g a l  d i  J a l a n  K e b u n  N a n a s  U -

tara Rt.015/07, Kel. Cipinang Cempedak, Ja­
tinegara, Jakarta Timur ;

8 .  M A E .,M U N A H-, b e rte m p a t t i n g g a l  d i  Kam pung Rawa T e r a

t e  R t . 0 7 / 0 1 1 , K e l .  J a t i n e g a r a  C a k u n g , J a k a r  
ta  T im u r  ;

9 . f f IT T  P A H A L A , bertempat tinggal di Jalan D u r ia n  N o .i+ V ,
R t . 0 0 9 / 0 5 , K e l .  B a ra n a n g  S i a n g  K o t a  B o g o r  
T im u r , K a b . B o g o r

1 0 .  E ,  H A ^ E M I , b e rte m p a t  t i n g g a l  d i  D usun B a rfc  R t .  0 0 2 / 0 1 ,

Kel. Citepok, Cimalaka Sumedang ; 
S e l a n j u t n y a  d i s e b u t  s e b a g a i  ...................................... PARA PENGGUGAT

berOflwanan dentrfln :

1 .  F a  RT 7. R a n rt I? M l i W n  t i - e s a l  1 1  J a l a n  T e b e t

Timur Dalaffc W  ' Jakarta Selatan, se­
lanjutnya disebut *• • •

2 .  H.M ARULLAH
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2 .  H. MARULLAH bin H.MARJUKI. bertempat t in g g a l  d i Jalan
Kebon Nanas Utara Rt.OlO/Oi*, Jakar­
ta Timur, se la n ju tn y a  d is e b u t  s e  -  
b a g a i ....................................TERGUGAT I I  ;

3 . MUHAMMAD BaKIR bin H.MARJUKI. bertempat t in g g a l  d i J a la
Kalibata Timur R t.007/01  Jakarta Se 
la ta n , selanjutnya d iseb u t sebagai 
.......................... . . TERGUGAT I I I  ;

k ,  ■ ■ L J H L i E i  N otaris , berkantor d i Ja lan  Mangun-
sarkoro No.63 Jakarta P u sa t, s e la n ju t  
nya disebut sebagai . . .  . TURUT TERGUGAH

5 . BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA TIMUR, d /a  Kantor Wa­
lik o ta  Jakarta Timur L an tai IV, Jalan  
Centra Primer, Pulogebang, Jakarta  
Timur, selanjutnya d iseb u t sebagai . .  
....................... TURUT TERGUGAT I I  ;

PENGADILAN NEGERI, te r seb u t ;
TELAH MEMBACA su ra t gugatan Penggugat ;
TELAH MEMBACA su ra t-su ra t la in  yang berkenaan dengan per­

kara te r s e b u t  ;
TELAH MENDENGAR keterangan kedua belah pihak yang b erp er-  

kara s e r t a  s a k s i- s a k s i  ;
TELAH MEMPERHATIKAN PULA su ra t-su ra t bukti yang te la h  d i­

a juk an  o le h  pihak-pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat te la h  mengajukan su rat gu­
gatannya  b ertan gga l 2 Juni 1994» yang didaftarkan d i Kepanitera 
an P en gad ilan  N egeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 1994» 
t e r d a f t a r  dibawah Nomor : 92/Pdt.G/199VPN. Jkt-Tim, yang i s i ­
nya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

0 1 . Bahwa para Penggugat dan Tergugat I I , I I I  adalah a h l i  waris 
d a r i  almarhum H. Marjuki yang sah menurut hukum.berdasarkan 
S u ra t Penetapan Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta No,512 
C /1971 , tan gga l 7 November 1971 (bukti P - l)  yang menetapkan 
a h l i  w aris almarhum H.Marjuki adalah :

1 .  Maemunah. 5 , S i t i  C hairani. 9» M a a n u n .
2 .  Moh. Yunus. 6. H. M arullah. 10. D a li la h .
3 .  Djam aludin. 7. H. S jaron i. 11. Djam ilah.
4 .  S i t i  Marjam. 8. Moh. Ishak. 12. Muhamad B ak ir.
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0 2 .  Bahwa semasa hidupnya, pada tanggal 17 Oktober 19^7 almarhuir
H, M arjuki membeli tanah dari M.Ramli se lu a s  (b u k ti P -2 ) +
760 M2 yang dahulu d ik en al sebagai Jalan Tjawang Boekoe 553 
dengan b a ta s  sebagai b erik u t :

-  S eb elah  I l i r  (U tara) ; Pekarangan M .Sayuti.
-  S eb elah  Kulon (B arat) : Pekarangan H. Toha.
-  S eb elah  K idul (S e la ta n ) : Pekarangan Mansur.
-  S eb e la h  Wetan (Timur) : Jalan Besar.
Sekarang d ik en a l sebagai J l .  Raya O tista  No.lfO, Jakarta T i­
mur, dengan b atas sebagai berik ut :

-  S eb e la h  Utara : S is te r  Jaya.
-  S eb e la h  Timur : Jalan Raya O tis ta .
-  S e b e la h  Selatan  : Cawang Jaya.
-  S eb e la h  Bara t : Ny. L i l i .

0 3 .  Bahwa tanpa s e iz in  dan atau sepengetahuan Para Penggugat s e ­
b a g a i  A h li Waris d ari H. Marjuki ternyata belakangan d ik e ta ­
h u i  T ergugat I  bersekongkol dengan Tergugat I I  dan I I I  mem- 
perdaya Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan cara memberi­
kan keterangan ‘palsu sehingga Pengadilan Agama Jakarta Timui 
m enerbitkan Surat Penetapan Fatwa Waris A hli Waris H.Marjukd 
N o. 6 2 ^ /0 /1 9 8 5 , tanggal 4 Mei 1985 (B u k tiP -3 )  yang i s in y a  
seak an -ak an  benar bahwa a h l i  waris H. Marjuki hanya dua o -  
ra n g  y a itu  Tergugat I I  dan I I I  dengan demikian (b u k ti P -3 )  
a d a la h  c a ca t hukum ; i

0 ^ . Bahwa pada tan gga l b Juni 1985 tanpa s e iz in  dan atau  sep e­
ngetahu an  Para Penggugat sebagai a h li  w aris dari H.Marjuki 
t e r n y a ta  Tergugat 1 ,11  dan I I I  bersekongkol la g i  dengan meng 
gunakan (B u k ti P-3) yang cacat hukum, menghadap kepada Turut 
T ergu gat I untuk membuat Akta Jual ^ e l i  Rumah dan Pemindahan 
H ak, Nomor : 1 , tanggal i» Juni 1985 (Bukti P-i*) -feersebW -ada 
ierh. w arisan  yang belum dibagi d iju a l Tergugat I I  dan Terguga 
I I I  kepada -^ergugat I ,  dengan demikian (Bukti P-i*) te r se b u t  
a d a la h  t id a k  sah menurut hukum karena merupakan perbuatan  
hukum yang la h ir  d ari perbuatan cacat hukum ;

0 5 .  Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat I  dengan menggunakan 
a l a s  hak yang cacat hukum y a itu  (Bukti P-3 dan P-lf) pada 
ta n g g a l  15 Mei 1990 turut Tergugat II  menerbitkan S e r t ip ik a t  
Hak Guna Bangunan No. »+73, Propinsi Daerah Khusus Ibukota  
J a k a r ta , Kotamadya ^akarta Timur, Kecamatan J a tin e g a ra , Ke­
lu ra h a n  B id aracin a , a tas tanah sengketa se lu a s  561 M2 a ta s  
nama T ergugat I (Bukti P-5) perbuatan terseb u t adalah meru­
pakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat

06. Bahwa ............
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06«  Bahwa o le h  karena perbuatan melawan hukum yang d ila k u k a n  
T erg u g a t I I  dan I I I  yang te la h  menjual tanah w a r isa n  yan g  
belum  d ib a g i kepada Tergugat I  b a ik  s e n d ir i - s e n d ir i  mau­
pun se c a r a  bersama-sama te la h  merugikan Para P enggugat  
k a ren a  selam a Tergugat I menguasai tanah sen g k e ta  t e r s e ­
b u t  Para ^enggugat t id a k  dapat menikmati h a s i l  ta n a h  t e r ­
s e b u t  yang a p a b ila  dipersewakan s e t ia p  tahunnya s e b e s a r  
R p. 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,-  (se r a tu s  lima puluh ju ta  r y p ia h ) , d i h i ­
tu n g  s e ja k  tanah sengketa  d ik u asa i o leh  T ergugat I  sam­
p a i  dengan perkara i n i  mempunyai kekuatan hukum t e t a p  ;

0 7 . Bahwa Para Penggugat seb aga i A h li Waris yang sah  d a r i  alm
H. M arzuki khav/atir a p a b ila  selama perkara t e r s e b u t  m asih  
dalam  p r o se s  Pengadilan N egeri Jakarta Timur T erg u g a t I  
d a p a t m engalihkan tanah sengketa  kepada orang l a i n ,  maka 
p e r lu  adanya putusan p r o v is i .  Oleh karena i t u  b e r a la s a n -  
la h  a p a b ila  Para Penggugat memohon kepada Ketua P en g a d i­
la n  N e g e r i Jakarta  Timur agar berkenan menetapkan P u tu san  
P r o v i s i  untuk meletakkan S ita  Jaminan (C o n serv a to ir  B e s -  
l a g )  terh ad ap  tanah tanah w arisan yang belum d ib a g i yang  
d ik e n a l  dan t e r le t a k  d i Ja lan  O tis ta  No.lfO Jak arta  Timur

0 8 .  Bahwa o le h  karena Para Penggugat seb agai p em ilik  yang sa h  
a t a s  tan ah  dan bangunan sen gketa  yang belum d ib a g i dan 
belum  pernah d iju a l  kepada siapapun ju ga , maka k ira n y a  
P e n g a d ila n  N egeri Jakarta Timur dapat mengabulkan gugatan  
P en ggu gat untuk selu ru h n ya, segera  s e te la h  8 h a r i s e ja k  
k e p u tu sa n  dalam perkara sekarang i n i  diucapkan, agar  me­
m erin tah k an  kepada Tergugat I ,  I I  dan I I I  a ta u  kepada  
s ia p a  s a ja  yang mendapat hak d a r i padanya untuk m enyerah­
kan  ta n a h  dan bangunan yang b e r d ir i  d ia tasn ya  dalam keada  
an k o so n g  kepada Para Penggugat, dengan k eten tu an  s e t i a p  
h a r i  k e la la ia n  penyerahannya dikenakan uang paksa(dw angsoi 
s e b e s a r  Rp. 1 .0 0 0 .0 0 0 ,-  (sa tu  ju ta  rupiah) ;

Maka b erd a sa rk a n  h a l-h a l  sebagaimana diuraikan te r s e b u t  d ia ta i
P a ra  P en ggu gat mohon dengan hormat sudilah kiranya P engadilan
N e g e r i  J a k a r ta  Timur berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :
0 1 .  M eletak k an  s i t a  jaminan a ta s  tanah dan bangunan se n g k e ta
0 2 .  M em erintahkan kepada 'i'ergugat I atau sia p a  s a ja  yang men­

d a p a t  hak d a r i padanya untuk mengosongkan dan a ta u  menye­
rah k an  tanah  dan bangunan sengketa kepada Penggugat ;

0 3 .  Menghukum Tergugat 1 ,11  dan I I I  untuk membayar uang paksa 
s e b e s a r  Rp. 1 .0 0 0 .0 0 0 ,-  (sa tu  ju ta  rupiah) untuk s e t ia p  
h a r i  a t a s  k e la la ia n  dalam melaksanakan Putusan P r o v is i  in i

PRIMA IR: : ......................
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PRIMAIR :

0 1 .  Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
0 2 . Menyatakan secara hukum bahwa Surat Penetapan Fatwa W aris 

Pengadilan. Agama Jakarta No. 512/C/1971 ta n g g a l 7 Novem­
b er  1971 adalah sah menurut hukum ;

0 3 .  Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat se b a g a i A h li  
W aris d a r i H. Mardjuki dan berhak a ta s  tanah s e lu a s  + 760  
M2 yang te r le ta k  d i Jalan Raya O tis ta  No.40 Jak arta  Timur 
dengan berbataskan
-  Sebelah  Utara : S ite r  Jaya.
-  S e b e la h  Timur : Jalan Raya O tis ta .
-  Sebelah  Selatan  : Cawang Jaya
-  Sebelah  Barat : Ny. L i l i .

Oi\ .  Menyatakan secara hukum bahwa Surat Penetapan Fatwa W aris 
a h l i  w aris H. Marjuki No.624/C/1985, tan gga l lf Mei 1985  
a d a la h  ca ca t hukum oleh sebab i t u  dinyatakan t id a k  mempu­
n y a i kekuatan hukum ;

0 5 .  Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat 1 ,1 1 , I I I  s e r t a  t u ­
r u t  T ergugat I dan II  melakukan perbuatan melawan hukum ;

0 6 .  M enyatakah secara  hukura bahwa Akte Jual B e li  Rumah dan  
Pemindahan Hak No. 1 , tan gga l 1+ Juni 1985 ad alah  c a c a t  hu­
kum o le h  sebab i t u  dinyatakan tid a k  mempunyai k ekuatan  hu­
kum ;

0 7 .  Menyatakan secara hukum bahwa S er tip ik a t Hak Guna Bangunai 
N o. 473» P rop in si Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamady; 
J a k a r ta  Timur, Kecamatan Jatin egara , Kelurahan Bidara C in i  
a d a la h  c a ca t hukum oleh  sebab i t u  dinyatakan tid a k  mempu­
n y a i kekuatan hukum ;

0 8 .  Menyatakan sah dan berharga s i t a  jaminan (C on servato ir  
B e s la g )  yang te la h  dilaksanakan ;

0 9 .  Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I I  tunduk 
pada putusan dalam perkara in i  ;

1 0 .  Menghukum Turut Tergugat I untuk membatalkan Akta J u a l Be­
l i  Rumah dan Pemindahan Hak Nomor 1 , tanggal 4 Ju n i 1985  
t e r s e b u t  ;

1 1 .  Menghukum Turut Tergugat II  untuk membatalkan S e r t ip ik a t  
Hak Guna Bangunan No. /+73, Propinsi Daerah Khusus Ibukota  
J a k a r ta , Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan J a tin e g a r a , 
K elurahan B idaracina jrersebut ;

1 2 . Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah m ilik  Para 
P enggugat dalam keadaan kosong se lu as kurang le b ih  760 M2 
yang t e r le t a k  d i Jalan Raya O tista  No.l*0 Jakarta A'imur 
yang berbataskan :
-  S eb e la h  Utara : S ite r  Jaya.
-  S eb e la h  Timur : Jalan Raya O tista .

Sebelah ............
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- Sebelah Selatan : Cawang Jaya.
- Sebelah Barat : Ny, Lili.

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para
Penggugat sebesar Rp. 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,- setiap tahun terhitung
sejak tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I 
sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; 

llf. Menghukum Tergugat I, II dan III ujituk membayar uang paksa 
sebesar Rp. 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  (satu juta rupiah) setiap hari 
atas kelalaian dalam menyerahkan tanah dan bangunan kepada 
Para Penggugat ;

15. Menghukum Tergugat 1,11 dan III baik secara sendiri-sendi- 
ri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya 
perkara ini ;

1 6 .  M e n y a ta k a n  p u tu sa n  i n i  d a p a t  d i j a l a n k a n  t e r l e b i h  d a h u lu  
w a la u p u n  a d a  ^ e r z e t ,  b a n d in g  dan k a s a s i  ;

S U B S I D A I R : :

A p a b i l a  P e n g a d i la n  b e rp e n d a p a t  l a i n  mohon k e p u tu s a n  y a n g  s e ­
a d i l - a d i l n y a  ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah diten­
tukan, Untuk Para Penggugat telah datang menghadap dipersida- 
ngan kuasanya yaitu : ALI ABDULLAH SH, dari Kantor Advocat/- 
Pengacara ALI MAZI SH & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa 
tertanggal 6 Desember 1993, sedangkan untuk Tergugat I, telah 
datang menghadap dipersidnngan IA SENDIRI, untuk Tergugat II 
dan III telah datang menghadap dipersidangan kuasanya yaitu : 
L, RAHMAT HALIM, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangga!
8 Juli 199A-, untuk Turut Tergugat I, telah datang menghadap 
kuasanya yaitu : H. HART0N0, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khu­
sus tertanggal 22 Agustus 1991+ serta untuk Turut Tergugat II 
telah datang menghadap kuasanya : M. HAIDIR BYA, SH, berdasar 
kan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 199*t ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganjurkan 
kepada Para Pihak yang berporkara agar supaya berdamai, namun 
ternyata tidak tercapai perdamaian walaupun telah diberi ke­
sempatan untuk itu, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan 
dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa ntars gugatan Para Penggugat tersebut, 
Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat II telah memberi­
kan Jawabannya masing-masing sebagai berikut, sedangkan Turut 
Tergugat I tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberi ke­
sempatan untuk I tu  ;

JAWABAN TEROUflAT I :
DALAM P R O V T K T

1 , Bahwa
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( i  J  Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak tuntutan 
Provisi dari Penggugat seluruhnya, karena tuntutan terse­
but tidak beralasan hukum ;
Bahwa permohonan Provisi pada dasarnya diatur oleh Undang 
Undang khusus berkenaan dengan tindakan-tindakan Pengadi­
lan guna memberikan suatu putusan secara provisional (pu­
tusan sela) yang berkenaan dengan pengamanan barang bukti 
dalam sengketa agar tidak dilakukan perobahan dan/atau ke­
lanjutan sesuatu proses fisik, dalam hal ini sama sekali 
tidak termasuk untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir 
beslag) , Perintah Pengosongan dan apalagi Pembayaran Uang 
Paksa (dwangsom) ;

2 . Bahwa untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)
oPengadilan hanya perlu mengeluarkan Suatu Penetapan untuk 

itu, yang kemudian dilaksanakan oleh Pelaksana l.c. Juru- 
sita Pengadilan Negeri dengan membuat Berita Acara yang sah/ 
resmi ;

3 . Bahwa tuntutan pengosongan, juga tidak mungkin dapat dipe­
nuhi dengan memberikan putusan provisionil, sebab suatu pe­
rintah Pengosongan pada dasarnya adalah kewenangan Ketua 
Pengadilan dengan mendasarkannya kepada suatu putusan atau 
keadaan yang telah nyata 9 in kracht van gewijsde) sehing­
ga tuntutan yang demikian dalam provisi adalah juga merupa­
kan tuntutan yang tidak berdasar Hukum ;
Bahwa begitupun mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) 
yang berkenaan dengqn perintah pengosongan, tidak dapat di­
jatuhkan dalam satu putusan yang bersifat provisionil kare- 1 
nanya tuntutan yang demikian juga tidak berdasar hukum ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diutarakan diatas, dengan 
berpedoMan kepada aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku ser­
ta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, ^ergugat—I 
memohon kiranya Pengadilan Negeri berkenan untuk menyatakan 
menolak seluruh tuntutan provisi dari Penggugat tersebut ;
D ALAM  PO KO K PERKA RA  ( PR IM A IR  ) :

1 . Bahwa Tergugat I dengan ini sekali lagi menyatakan menolak 
seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali atas hal-hal 
yang secara tegas diakui knbenarannya di6ini ;

2 .Bahwa khusus untuk dalil No.l dan No .2 gugatan Penggugat, 
Tergugat I dengan ini tidak menolak dan membantahnya, karena 
kedua dalil tersebut didanarkan pada bukti-bukti yang ber - 
sifat Notariel ;

3 #Bahwa adalah benar 'J-'ergugiit II dan Tergugat III yang juga me
r u p a k a n  p a r a  a h l i w a r i s  d o r i  a lm arhum  H .M a r d ju k i b in  A b s i r ,

telah memohon Penetapan Fatwa Waris kepada Pengadilan Agama 
Jakarta Timur,
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dan o le h  karena sebenarnya dan sesungguhnyalah bahwa mereki 
ad a lah  benar-benar sebagai ah liw aris almarhum H.M ardjuki 
b in  A b s ir , maka Pengadilan Agama Jakarta Timur mengabulkan 
permohonannya i t u  dengan mengeluarkan suatu  Penetapa'n t e n ­
ta n g  Fatwa Waris almarhum H. Mardjuki b in  A bsir N0 . 624/ C / -  
1985 te r ta n g g a l 4 Mei 1985 ;
Bahwa akan te ta p i  adalah sama se k a li  tid a k  benar bahwa p er ­
mohonan Fatwa Waris terseb u t adalah merupakan persekongkolt  
an ta ra  para a h liw a r is  terseb u t dengan Tergugat I ,  sebab Te] 
gu gat I  s e n d ir i  pada dasarnya bukan merupakan A h liw a r is  dai 
dan karenanya tid a k  mengaku-ngaku sebagai pihak dalam hart«* 
w arisan  almarhum H aji Mardjuki bin Absir ;
Sebenarnya dan sesungguhnya permohonan penetapan fatw a wa» 
r i s  i t u  s e n d ir i  diajukan o leh  para pihak yang berhak tanpa  
adanya persekongkolan dengan Tergugat I ,  untuk i t u  tuduhan 
adanya persekongkolan yang seo lah -o lah  -quod non- merupa­
kan su atu  perbuatan jahat dengan it ik a d  buruk adalah sama 
s e k a l i  t id a k  benar dan tid a k  berdasar Hukum, ju s tru  tuduhai 
t e r s e b u t  menunjukkan adanya suatu it ik a d  yarig buruk d a r i  
Para Penggugat se n d ir i ;

. Bahwa adalah benar-, bahwasanya ^ergugat I te la h  membeli b i ­
dang tanah borikut bangunan rumahnya dengan mengadakan jua  
b e l i  yang dituangkan dalam akta ju a l b e l i  rumah dan p e lep a  
san hak No. 1 tanggal 4 Juni 1985 yang dibuat dihadapan MU
HANI SALIM, SH N otaris d i Jakarta ;
Bahwa walaupun ju a l b e l i  dan pelepasan hak a quo hanya d i ­
bu at antara penggugat (a h liw a r is  Haji Marjuki b in  A b sir)
yang tern y a ta  hanya d iw a k ili o leh  Tergugat I I  dan I I I  de­
ngan Tergugat I ,  akan te ta p i  sebenarnya dan sesungguhnya 
bahwa kurangnya para a h liw a r is  yang sebenarnya adalah t e r ­
masuk keseluruhan para penggugat, te la h  terpenuhi dan d i ­
nyatakan s e l e s a i  tanpa ada masalah dikemudian h a r i ; 
untuk i t u  mohon diperhatikan akta No.65 tan gga l 19 Februa­
r i  1991 yang dibuat dihadapan E. SIANIPAR SH dimana d id a la  
a k ta  te r se b u t  :
1 .  H ajjah  Masenun.
2 .  Mohamad S ja ’ron i (H .S jaron i).
5 . Mohamad Yunus (Moh.Yunus )
4 . Mohamad Ishak (Moh. Ishak) ;
5 . Ny. Maryam ( S i t i  Maryara).
6 . Ny. D a li la  (D a li la h ) .
7 .  N y. Chaeroni ( S i t i  C hairani).
8 . H a ji Marullah (Tergugat I I )  ;
9 . Mohamad Bakir ('^ergugat I I I ) .
d idalam  akta No.65, tanggal 19 Pebruari 1991 te la h  membuat 
pernyataan  yang isin ya  antara la in  :
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I I I  : Terhadap pengurusan Penetapan Fatwa Waris t e r ta n g g a l  21  
Mei 1985» nomor 62^/0/1985 yang dikeluarkan o le h  D epar­
temen Agama, Pengadilan Agama Jakarta Timur, dalam fatw* 
mana, nama terdapat kekeliruan (dalam fatwa mana nama- 
nama ah liw arie  almarhum H aji Marzoeki b in  A b sir  h an ya la l 
H aji Marullah dan Mohamad B ak ir), dengan dem ikian P ene­
tapan Fatwa Waris terseb u t k e lir u  dan k ek eliru an  t e r s e ­
but dengan i n i  kami maafkan ;

II : Dengan demikian kami tidak  menuntut lTagi perbaikan/pem ­
b etu la n  fatwa terseb u t dan kami anggap s e l e s a i  ;

Juga mohon diperhatikan akta Nb.6l  ter tan gga l 21 J u l i  1993» 
yang d ib u at dihadapan E. SIANIPAR SH N otaris d i Jakarta,dim ane  
d id a lam  akta terseb u t t ig a  orang la g i  dari para A h liw a r is  H aji 
Mardjuki b in  Absir yakni :

1 .  Ny. Maemunah,
2 .  Ny. Djamilah,
3 . Djamaludin,

Juga t e la h  menyatakan h a l yang sama se p e r ti apa yang te r s e b u t  
d i a t a s  ;

5T) Bahwa didalam  akta No.65 tanggal 19 Pebruari 1991 (b u k ti T - l )  
dan A kte No. 61 tanggal 21 J u l i  1993 (bukti T -2 ), para A h li  
w a r is  almarhum Haji Marjuki b in  Absir secara im p lis i t  t e la h  
t e g a s - t e g a s  mengakui dan membenarkan bahwa semasa hidupnya 
oran g  tu a  mereka yakni H aji Mardjuki bin Absir secara  l i s a n  
t e l a h  mengtiibahkan bidang tanah dan rumah terperkara kepada 
MOHAMAD SADIKIN NATADIPURA, dengan pernyataan pengakuan mana 
seb en a rn y a  dan sesungguhnya para ah liw aris sudah tid a k  berhak  
l a g i  menuntut apapun a ta s  bidang tanah dan rumah terp erk ara  ;

6 . Bahwa namun dem ikian, o leh  karena penghibahan dimaksud hanya 
d ila k u k a n  secara  l i s a n ,  sedangkan para ah liw ar is  adalah n y a ta -  
nyata yang berhak a ta s  harta peninggalan almarhum H aji Mardju­
k i  b in  A b sir , maka dengan penuh it ik a d  baik Tergugat I  dengan 
d ik e ta h u i  dan dibantu o leh  MOHAMAD SADIKIN NATADIPURA tid a k  
mengabaikan b eg itu  sa ja  adanya hak-hak para ah liw aris ,d en gan  
d em ik ian  apa yang te la h  dilakukan oleh  Tergugat I dalam h a l  
j u a l  b e l i  bidang tanah dan rumah terperkara secara Hukum te la h  
t e r b u k t i  d ila n d a s i dengan suatu it ik a d  yang baik dan ju ju r  ;

7 . Dengan t e la h  dibuktikannya it ik a d  baik ser ta  kejujuran Tergu­
g a t  I  sebagaim ana diutarakan d ia ta s , maka menurut hukum yang 
b e r la k u , terg u g a t I patut dan a d i l  untuk mendapatkan p er lin d u ­
ngan Hukum ;

8 . Bahwa s e l a in  d a r i h a l terseb u t d ia ta s , didalam akta pernyataan  
yang d ib u a t  o leh  para ah liw ar is  Haji Mardjuki bin A bsir (buk­
t i  T - l  dan T -2) juga nyata-nyata ditambahkan catatan  yang

menyebutkan . . . . . . . . . . . .
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menyebutkan antara lain sebagai berikut :
" Pernyataan ini hanya berlaku untuk akta nomor 1 tertang­

gal k Juni 1985, dihadapan MUHANI SALIM, SH Notaris di 
Jakarta " ;

Maksudnya terhadap akta perjanjian Jual Beli Rumah dan Pel< 
pasan Hak yang antara lain menunjuk pada bukti fatwa Waris 
No. 62if/C/1985 ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kirs 
nya tergugat I telah cukup membuktikan bahwa dalam hal Per­
janjian Jual Beli Rumah dan Pelepasan Hak atas bidang tana* 
dan rumah terperkara, tergugat I telah cukup beritikad bail< 
Bahwa walaupun para penggugat i.c para ahliwaris almarhum 
Haji Mardjuki bin Absir telah mengakui keabsahan perbuatan 
Hibah dari orang tuanya kepada Mohamad Sadikin Natadipura, 
dengan mana sesungguhnya para ahliwaris tidak berhak lagi 
atas rumah dan bidang tanah terperkara, namun oleh karena 
penghibahan dimaksud hanya dilakukan secara lisan, tergugat
I dengan prakarsa yang juga penuh itikad baik dari Monamad 
Sadikin Natadipura, telah menyertakan para ahliwaris dalam 
jual beli rumah dan pelepasan hak atas rumah dan tanah ter­
perkara ;
Dengan mana itikad Tergugat I yang baik dan jujur tersebut 
tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga dengan 
demikian, selain para ahli waris sebenarnya sudah kehila­
ngan hak atas rumah dan tanah terperkara, namun telah di­
angkat untuk dijadikan pihak dengan prakarsa dan persetujua 
penerima hibah (yang dilakukan secara lisan), tetapi dihor­
mati hak-hak hukumnya, secara keseluruhan telah menyetujui 
dan tidak keberatan tentang adanya Fatwa waris N0.62V C /  
1985 juga menyatakan bahwa jual beli rumah dan pelepasan 
hak dengan dasar akta tersebut dianggap selesai dan tidak 
ada masalah lagi dikemudian hari ;

B e r d a s a r k a n  keadaan-keadaan dan/atau kenyataan-kenyataan 
sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan penggugat adalah 
t a n p a  dasar Hukum atau alas Hukum yang benar, oleh karenanya 
tergugat I mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ¿aki 
karta Timur untuk memberikan putusannya sebagai berikut :
DAT,AM PROVISI :

- Menolak tuntutan/permohonan Provisi dari Para Penggugat se­
luruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :
P RIMAIR :
-  M e n y a t a k a n  m e n o la k  g u g a ta n  p a ra  p e n g g u g a t s e lu r u h n y a  ;

SUBSIDAIR ...........
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SUBSIDAIR :

Dalam h a ln ya  M aje lis  Hakim berpendapat la in  yang le b ih  a r i f  
dan b ija k sa n a , kiranya patut tergugat I memohon d ib er ik a n  pu­
tu s a n  yang se a d il-a d iln y a  berdasarkan Alur dan p a t u t _______
Ex aequo e t  b'ono.-

JAWABAN TERGUGAT II  DAN I I I  :

1 . Bahwa Tergugat II  dan I I I  menolak seluruh d a l i l - d a l i l  Para 
Penggugat k ecu a li yang diakui secara nyata dan sah ;

2 .  Bahwa benar Tergugat I I , I I I  dan Para Penggugat adalah a h l i  
w a r is  d a r i almarhum H. Marjuki yang sah menurut hukum b er­
dasarkan Surat penetapan Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakar­
t a  No. 512/C/1971» tanggal 7 November 1971 (Bukti T -l)y a n g  
menetapkan a h l i  waris almarhum H.Marjuki adalah :

1 . Maeraunah, 5 . S i t i  Chairani, 9 . M a s  n. u n ,
2 . Moh. Yunus, 6. H. Marullah, 10. D a lila h .
3 . Djam aludin, 7 . H. S jaron i, 11. Djamilah,
4 . S i t i  Marjam, 8. Moh.Ishak, 12. Muhammad B ak ir .

3 . Bahwa benar Pewaris Tergugat II  dan I I I  almarhum H.Marjuki 
sem asa hidupnya, pada tanggal 1? Oktober 1947 t s la h  membe­
l i  tanah d ar i M. Ramli se lu as (Bukti T-2) kurang le b ih  760  
M2 yang dahulu dikenal sebagai J l .  Tjawang Boekoe 553 de­
ngan b a ta s  sebagai berikut :
-  S eb e la h  i l i r  (Utara) : ^ekarangan M. S ayu ti.
-  S eb elah  K uior(Barat) : Pekarangan H'. Toha.
-  S eb e la h  Kidu}. (Selatan) : Pekarangan Maneur.
-  S eb e la h  Wetan (Timur) : Djalan Besar.
Sekarang d ik en al sebagai J l .  Raya O tista  No.40 Jakarta T i­
mur dengan batas sebagai berikut ;
« S e b e la h  Utara : S is te r  Jaya.
_ S eb e la h  Timur : Jalan Raya O tista .
-  S eb e la h  Selatan  : Cawang Jaya.
_ S e b e la h  Barat : Ny. l i l i .

f  4 ; Bahwa pada tanggal 4 Juni 1985 Tergugat I I  dan I I I  m enjual 
' . f mtanah w arisan yang merupakan bagiannya se lu a s kurang le b ih  

,^ 1 8 4 ,5  M2j kepada Tergugat I dan akan te ta p i tanpa sep en g eta ­
huan Tergugat II  dan Tergugat III  ternyata Tergugat I  s e ­
akan-akan  Tergugat I I  dan Tergugat II I  te la h  menjual tanah  
w a r isa n  s e lu a s  + 760 M2 yang dimuat dalam Akta Ju a l B e li  
Rumah dan Pemindahan Hak Nomor :1, tanggal 4 Juni 1985, de­
ngan  dem ikian Akta Jual B e li Rumah dan Pemindahan Hak N o .l ,  
ta n g g a l  4 Jun i 1986 adalah cacad hukum ;
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5 , Bahwa a ta s  kekeliruan  Tergugat 1 merubah lu a s  tanah w a r isa n  
yang d i  per ju a l  belik an  dari 184,5 M2 menjadi 760 M2 a n ta r a  
T ergu gat I I  dan I I I  sebagai Penjual kepada Tergugat I  se b a ­
g a i  Pem beli dalam Akte Jual B e li Rumah dan Pemindahan Hak 
Nomor : 1 ,  tan gga l k Juni 1985 (Bukti T-3) ,  maka pada ta n g ­
g a l  30 A p r il 1986 Tergugat II  dan I I I  bersama-sama dengan  
T ergu gat I  yang disaksikan o leh  Mohamad Soleh  dan Mohamad 
S a d ik in  Natadipura (Bukti T-i*) yang is in y a  antara la in  Mlu a i  
ta n a h  yang d iju a l  atau dipindahkan haknya o leh  Pihak K esatu  
kepada Pihak Kedua, sebagaimana gambar terlam pir1* dan "un­
tu k  d ik e ta h u i dan dimaklumi oleh semua pihak yang berkepenti­
n g a n , s e r t a  menjadi lampiran yang tidak terpisahkan d a r i  
A kta Nomor : 1 N otar is MAHANIS SALDi, Sarjana Hukum, s e ja k  
d ita n d a  ta n g a n i o leh  semua pihak, d i Jakarta pada ta n g g a l 3( 
A p r i l  1986 ;

6 . Bahwa berdasarkan permohonan Tergugati» I dengan menggunakan 
a l a s  hak yang cacat hukum y a itu  (Bukti T-3) pada ta n g g a l 15  
M ei 1990 Turut Tergugat I I  menerbiktan S e r tip ik a t Hak Guna 
Bangunan No. 473* Pror» in s i  Khusus Ibukota Jakarta , Kotama- 
dya J a k a rta  Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Bidara  
c i n a ,  a t a s  tanah sengketa se lu a s 561 M2 a tas nama Tergugat
I  (B u k ti T - 5 ) , perbuatan tersebu t adalah merupakan Tergugat
I I  dan Tergugat I I I  ;

7 . Bahwa Tergugat II  dan II I  sebagai penjual yang d ik e la b u i  
o le h  Tergugat I khawatic apabila selama perkara te r se b u t  
m asih  dalam p roses Pengadilan Negeri Jakarta Timur T ergugat 
I  d ap at mengalihkan tanah sengketa kepada orang la in ,  o le h  
k aren a  i t u  b era lasan lah  apabila Tergugat I I  dan I I I  memohon 
kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan  
m enetapkan putusan P ro v is i untuk meletakkan S ita  Jaminan 
(C o n se r v a to ir  B eslag) terhadap tanah sengketa yang d ik en a l  
dan t e r l e t a k  d i Jalan O tista  No. 40 Jakarjta Timur ;

B erd a sa rk a n  pertimbangan tersebu t d ia ta s Tergugat I I  dan I I I
mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan me­
m utuskan :
'H A TAM PROVISI t

-  M eletak kan  S ita  Jaminan a ta s tanah dan bangunan sengketa  ;
PRIMER :

1 . M enolak gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2 . M enyatakan secara  hukum bahwa Tergugat I ,  ser ta  Turut Tergu­

g a t  I  dan I I  melakukan perbuatan melawan hukum ;
3 . M enyatakan seca ra  hukum bahwa Akte Jual B e li Rumah dan Pemin

dahan Hak, No. 1 Tanggal 4 Juni 1985 adalah cacat hukum,
o le h  sebab  i t u  dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

if. M enyatakan.......
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4 .  M enyatakan  se c a r a  hukum bahv/a S e r t i f ik a t  Hak G 
N o . 473»  p r o p in s i  Daerah Khusus Ibukota Jakar- 
J a k a r t a  T im ur, Kecamatan J a t in e g a r a , ^elurahan  
a d a la h  c a c a t  hukum, o leh  sebab i t u  dinyatakan t id a k  mempu^ 
n y a i  k ek u a ta n  hukum ;

5 . M en yatak an  sah  don berharga S ita  Jaminan (C o n se r v a to ir  B e s -
l a g )  yan g  t e la h  d ilak san ak an  ;

6 . Menghukum T urut T ergugat I dan Turut Tergugat I I  tunduk
pad a  p u tu sa n  dalam perkara i n i  ;

7 .  Menghukum T urut Tergugat I  untuk membatalkan Akta J u a l  B e l i
Rumah dan Pemindahan Hak No. 1 Tanggal 4 J u n i 1985 t e r s e b u t ;

8 .  Menghukum T u ru t T erguga t I I  un tuk  membatalkan S e r t i p i k a t
H ak G una Bangunan No. 473 P ro p in s i  Daerah Khusus Ib u k o ta  
J a k a r t a ,  Kotamadya J a k a r ta  T im ur, Kecamatan J a t i n e g a r a ,  Ke­
l u r a h a n  B id a ra  C ina te r s e b u t  ;

S U B SID A IR  :

A p a b i la  P e n g a d ila n  berpendapat la in  mohon keputusan yang s e ­
a d i l - a d i l n y a  ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I I  : ' ' i

1 . **ahwa Tu ru t  T ergugat I I  menolak se lu ru h  d a l i l  gugatan pe n g -  . 
g u g a t  k e c u a l i  yang d ia k u i kebenarannya seca ra  t e g a s  ;

2 .  Bahwa b en a r  Turut Tergugat I I  t e la h  m enerbitkan S e r t ip ik a t
Hak Guna Bangunan No. 4 7 3 /B id a ra c in a  a ta s  nama F a r is  Badar 
B a lw e e l  ( ’̂ erg u g a t I ) s e lu a s  651 m2 pada ta n g g a l 1 5 -5 -1 9 9 0 ,  
b e r d a s a r k a n  (Su rat Keputusan Kep a la  Kantor W ilayah Badan Per^~ 
ta n a h a n  N a s io n a l  DKI J a k arta  t g l  14 -4 -1 9 9 0  No. 1 .7 1 1 # 2 /8 4 3 / -  
0 9 - 0 5 /1 2 4 /B /1 9 9 0  (T .T .1 1 -1 )  .;___________________ ______________
Bahwa T e rg u g a t I  pada waktu/mengajukan permohonan hak a ta s ^
t a n a h  p a d a  ta n g g a l  16-2-1990  te la h  m elam pirkan d a ta - d a ta
k e le n g k a p a n  s e b a g a i  b e r ik u t  :

S u r a t  K epu tusan  P e n d a fta ra n  Tanah t g l  2 3 -9 -1 9 8 9  N o .7 0 0 /-  
•V —'  1989  yang  d i t e r b i t k a n  K antor P ertan ah an  J a k a r t a  Tim ur

(T.T.II-2) ; tW
b .  S u r a t  J u a l  Rumah Dan Pekarangan M utlak t g l  17 -10 -1947  

(T .T  . I I —3 )
c .  S a l i n a n  P en e tap an  Fatwa A h li W aris .a lm . H. M arzuki b in

A b s i r ,  t g l .  2 1 -5 -1 9 8 5  No. 624/C /1985 d a r i  P e n g a d ila n  Aga­
ma J a k a r t a  Tim ur (T .T . I I - 4) ; I

d .  A k ta  J u a l  B e l i  Rumah Dan Pemindahan Hak t g l .  4 -6 -1985*  
N o . l ,  yang  d ib u a t  d ihadapan  N o ta r is  Muhani Salim  SH (T .T . 
I I - 5 )  J

e .  A d v is  P la n n in g  t g l .  18-11-1986 N o .l076 /X I/G S B /JT /1986 , 
d a r i  K ep a la  Suku D inas ^’a t a  K0t a  J a k a r t a  Tim ur ( T .T . I I - 6 )

f .  G am bar S i t u a s i  t g l .  14-9-1989 No. 1088/1989 yang ...........
1

d i t e r b i tk a n  . . . . . . . . . . . .
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diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (T.T.II-7) ;
g .  S u r a t  P e r j a n j i a n  Sev/a ^enyev/a ya n g  d ib u a t  d ih a d a p a n  N o ­

t a r i s  N y .  S u m a r d i l la h  O r ia n a  R o o s d i la n ,  SH ( T . T . I I - 8 )  ;
h .  S u r a t  P e r n y a t a a n  t g l .  1 -3 -1 9 9 0  yan g  d i b u a t  o le h  M o h .S a -  

d i k i n  N a t a d i p u r a  s e la k u  Manager B h a r a k e r t  I n k o p p o l  ( T . T .

II-9) ; x
i  S u r a t  T a n d a  s e t o r a n  b ia y a  p r a s a r a n a  a t a s  ta n a h  J l . O t i s t a  

R a y a  N o . 4 0  R t . 0 1 0 /0 1 2  K e lu r a h a n  B id a r a c in a  t g l  1 2 - 2 - 1 9 9 0 ,  

n o .  i t 3 8 / 1 2 / I I / J T / 1 9 9 0  ( T . T ' . I I - I O )  ; v

^  Berdasarkan h a l - h a l  y a n g  d iu r a ik a n  d i a t a s  t e r n y a t a  bah w a 
S e r t i f i k a i t  H a k  Guna B an gu n an  N o . ^ 7 3 / B id a r a  C in a  a t a s  nam a 
F a r i s  B a d a r  B a lw e e l  (T e r g u g a t  I )  t e la h  m em enuhi s y a r a t  u n ­
t u k  d i p r o s e s  s e s u a i  dengan p r o s e d u re  dan k e t e n t u a n  y a n g  b e r -  • 
l a k u  d a n  d a t a - d a t a  k e le n g k a p a n n y a  t i d a k  ada  y a n g  c a c a d  h u ­
ku m  p a d a  w a k tu  i t u ,  o le h  k a re n a  i t u  S e r t i p i k a t  t e r s e b u t  a d a -  |i 

l a h  s a h  d e m i hukum ; ' v
5 Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Fatwa waris tgl. 21-5- 

1 9 8 5  no . 624/C/1985 adalah palsu (cacad hukum) (T ,T . I l - Z f )  
maka t e r l e b i h  dahulu Penggugat harus membuktikan kebenaran 
dalilnya tersebut melalui sidang Pengadilan ini bahkan kalau 
p e r l u  melalui perkara pidana. ;

6 Setelah terbukti melalui putusan Hakim yang telah berkekuar 
tan hukum yang sudah pasti/tetap maka barulah dapat dibenar­
kan alasan gugatan Penggugat ;

7 Bahwa dari data-data yang ada, terbukti bahwa Tergugat I 
selaku Pemegang Hak atas tanah sengketa adalah pembeli yang 
b e r i t i k a d  baik (tegoeder trow), karena itu menurut hukum 
harus dilindungi ,

g B a h w a  berdasarkan informasi/data terakhir yang disampaikan 
oleh T e r g u g a t  I selaku pemohon dan pemegang hak atas tanah 
s e n g k e t a  m a s a l a h  Fatwa Waris yang dianggap cacad hukum o l e h  

P a r a  P e n g g u g a t  dengan Tergugat I secara musyawarah dihada­
pan N o t a r i s  E. SIANIPAR.SH yang dituangkan dalam Akta Per­
nyataan N o .61, tgl 21-7-1993 dan Akta Pernyataan No.65,tgl
19-2-1991 ( T . T . I I - H  dan 12 ) ;

9 B a h w a  d a la m  Akta P e r n y a t a a n  t e r s e b u t  p a ra  P e n g g u g a t  t e l a h  
sepakat sem u a m em aafkan k e k e l i r u a n  y a n g  t e r j a d i  d a la m  F a tw a  

Waris No. 6 2 4 / C / 1 9 8 5 ,  t g l  2 1 -5 -1 9 8 5  y a n g  d id u g a  c a c a d  hukum  
d a n  tidak a k a n  m e n u n tu t l a g i  p e r b a ik a n  s e r t a  m e n g a n g g a p n y a

telah selesai ;
1 0  Berdasarkan h a l - h a l  t e r s e b u t  a p a b i la  p a ra  P e n g g u g a t  m a s ih  

j u g a  m e r a p e r s t t l° l lltan  Fatw a wa r i s  y a n g  s e b e n a rn y a  s u d a h  d i s e ­

lesaikan secara m usyaw arah  m e la lu i  n o t a r i l  a k t a ,  maka h a l  

i t u  menunjukkan a d a n y a  i t i k e d  In ir u k  (te k w a d e r  t r o w )  d a fc i 

P a r a  P e n g g u g a t .  H a l  semacam i t u  b o le \\ J a d i  a k a n  t e r u l a n g  ,

l a g i  ...............
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l a g i  s e t ia p  saa t dengan m otivasi yang bermacam-macam untuk  
m en yulitkan  Tergugat I  •

1 1 . Bahwa o le h  karena gugatan Penggugat i n i  j e la s  didasarkan pa­
da e t ik e d  buruk raaka gugatan semacam i t u  harus d ito la k  o le h  
M a je l is  Hakim ;

s e r t a  R e p lik  dan Duplik s e p e r t i  yang ter ter a  dalam B e r ita  Acara i
pem erik saan  perkara i n i  ;

M e n im b a n g , bahw a u n t u k  m en gu atkan  d a l i l  g u g a ta n n y a  P a r a
P e n g g u g a t  t e l a h  m e n ye ra h k an  s u r a t - s u r a t  b u k t i  b e r u p a  :

1 . F o to  copy Surat Penetapan Fatwa Waris Pengadilan Agama J a ­
k a r ta  No. 512/C /1971, tanggal 7 Nopember 1971, yang t e l a h  
d is e s u a ik a n  dengan a slin y a  (P -l)  ;

2 . F o to  copy Surat D joeal Roemah dan Pekarangan Mutlag d a r i M. 
R am eli kepada kepada H. Marzoeki bin A bsir, tan gga l 1? O kto- • 
b er  1947 (P - 2) ; / 1

3 . F o to  copy Salinan Penetapan Fatwa A hli Waris alm. H.MarzufcL 
b in  A b s ir  No. 624/C/1985 (P-3) ;

4 . F o to  copy AktamJual B e li Rumah dan Pemindahan Hak No* 1 ,
t a n g g a l  4 Jun i 1985, yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM. S » , •
N o t a r is  d i  Jakarta (P*4) ;

5 . F o to  cop y  S e r t ip ik a t  Hak Guna Bangunan No. 473» P rop in si Dae­
r a h  Khusus Ibukota Jakarta, Kodya Jakarta Timur, a /n  F a r is  
B adar B a lw eel (P-5) ;

6 . F o to  cop y  Akta Pernyataan Maemunah Cs, No. 21 , tanggal 4 Ok­
to b e r  1 9 93 , d ibuat dihadapan N otaris GDE KERTAYASA SH (P -6) ;

b u k t i  P-2  s /d  P -5 berupa fo to  copy tanpa a s l i  ;

u n t u k  T e r g u g a t  I  m e n y e ra h k a n  b u k t i  s u r a t  b e ru p s '-  :

1 .  F o to  copy  Surat D joeal Roemah dan Pekarangan Mutlag, b e r ta n g - '  
g a l  17 Oktober 1947, antara M. Rameli dengan H. Marzoeki b in  ‘
A b s ir ,  yang a s lin y a  d iakui o leh  Turut Tergugat I I  ada d i Ba­
dan Pertanahan N asional sebagai lampiran S er tip ik a t No. 473 
t a n g g a l  15 Mei 1990 ( T .I - l )  . * 4

Z.  F o to  cop y  Sajlnan Penetapan ^atwa Ahli Waris alm. ff. Marjuki
b in  A b s ir  No. 624/C /1985 (T .I -2) ;

3 .  F o to  co p y  Akta Ju a l B e li Rumah dan Pemindahan Hak N o .l ,  t e r ­
t a n g g a l  4 J u n i 1985 (T .1- 3) ; ; »

4 . F o to  cop y  Surat Persetujuan Pengeluaran Uang kepada H. M arul- 
l a h ,  Moh. S o le h , Moh. Sadikin tertan gga l 7 Agustus 1985 (T 
1 - 4 )  i

5 .  F o to  cop y  Surat Pernyataan Pembayaran dengan cek yang d iba­
y a r  dengan uang kontan, ter tan gga l 29-1-1987 (T .1 -5 ) •

6 . F o to  co p y  Surat Pernyataan d ari Moh. Sadikin Natadipura ke­
pada F a r is  Badar Balweel untuk mengajukan permohonan hak 1
k ep ad a  yang berw ajib  a ta s tanah yang te r le ta k  d i J l .O t is t a

N 0 • 0 • #*••#•«** *.j
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' No '.kO Jakarta Timur, Rt.010/Rv/.012, Kel. Bidara Cina (T.1-6);
7. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 473» a »n. Faris

Badar Balweel, dengan luas 651 M2 (T. 1-7) ;
8 . Foto copy Akta Pernyataan No.65, tanggal 19 Februari 1991

dari Ahli waris H. Marjuki bin Absir masing-masing bernama :
1. Hajjah Masenun. 2. Moh. Sja’roni. 3« Moh. Yunus, 4. Moh. 
Ishak, 5 . Ny. Maryam. 6. Ny. Dalila, 7 .Ny. Chaeroni, 8. Haji 
Maruliah, 9. Moh. Bakir, yang dibuat dihadapan Notaris E.Sia- 
nipar SH, kekeliruan a t a s  P e n e ra p a n  Fatwa Waris No.624/0/-

. 1985 (T.1-8) ;
9 . Foto copy Akta 'Pernyataan No.61, tanggal 21 Juli 1993» Ahli 

Waris H. Marjuki bin Absir atas nama Ny. Maemunah, Ny. Jami- 
lah dan Jamaludin, yang dibuat dihadapan Notaris E. SIANIPAR, 
SH mengenai kekeliruan atas penetapan Fatwa Waris No.624/0/- 
1985 (T.1-9) ;

10,.Foto copy Akta Berita Acara PP. Dalila N0.66, tanggal 19 Fe­
bruari 1991 niengenai Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Sa­
ham P T .  Dalila diberikan kepada Sadikin. Natadipura (T.I-10);

11. Foto copy Surat Inkoppol tanggal 2 Mei 1990, No.03.5/4A/BK/V/- 
90 mengenai Pemindahan Percetakan Bharakerta ke Jl.Tambak 
(T-.I-ll) ;

1 2 . Foto copy Surat Kapolri kepada Ketua Umum Inkoppol tanggal
20 Januari 1992, No. B/266/1/1992 (T.1-12) ;

13. Foto copy Surat Perjanjian Pemindahan Percetakan Bhara Kerta 
antara Ketua Umum Inkoppol dengan Faris Badar Balweel No.Kop. 
005/A.1/V/1992, tanggal 8 Mei 1992 (T.I-13) ;

14 . Foto copy tanda terima uang antara Ketua Inkoppol d e n g a n  
Faris ^adar ^alv/eel :
1. tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (T.I-13A) ;
2 . tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (T.I-13B) 5
3 . tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- (T.I-13C) ;
4 . tanda terima uang sebesar Rp.l00.000.000,-(T.I-13D) ;

1 5 . Foto copy Nota Dinas Inkoppol tanggal 1 Januari 1994 No.Kop: 
W 19/-E . 1/1/1994 (T.1-14) ;

16. Foto copy Surat P e r n y ^ a n  Kesaksian a.n. R. Moh. Sadikin 
Natadipura yang dibuat dihadSLp^n Notaris E. Sianipar SH 
(T.1-15) ;

17. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian a.n. Moh. Soleh yang  
dibuat dihadapan Notaris E. Sianipar SH (T.I-16) ;

untuk Tergugat II dan III telah menyerahkan surat-surat bukti 
berupa :
1. F0 to copy Surat Penetapan Fatwa Ahli waris alm. H. Marjuki

bin Absir tanggal 3 Nopember 1971, No.512/0/1971 (T.II dan III- . 
1 ) ;

2 , F o to  c o p y  ...........

Jual beli..., Irine Asheri, FH UI, 2008



2. Foto copy Surat djoeal roemah dan pekarangan mutlak tanggal
17 Oktober 1947 (T.II dan III-2) ; ;

3. Foto copy Akta Jual ^eli tiumah dan Pemindahan Hak No. 1, tang­
gal 4. Juni 1985 (T.II dan III-3) ;

4.. Foto copy Surat Pernyataan Pembetulan tanggal 30 April 1986
(T.II dan III-4) ; h

5. Foto copy Sertipikot Hak Guna Bangunan No. 473, a.n. Faris 
Badar Balweel (T.II. dan III-5) ;

Untuk Turut Tergugat I menyerahkan surat-surat bukti berupa :
Foto copy Salinan Akta Jual Beli Pumah dan Pemindahan Hak tang­
gal /4- Juni 1985, N*. 1 (TT.1-1) ;
Untuk Turut Tergugat II telah menyerahkan surat-surat bukti be­
rupa :
1 . Foto copy Surat Keputusan ^-epala Kantor Wilayah Badan Perta- - 

nahan Nasional DKI Jakarta, tanggal 14 April 1990, No.1.711.2/ '* 
843/09-05/12'4/B/1990 (TT .11-1) ;

/f2̂ \ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 23-9-1989, No,700/- 
1989 (TT.II-2) Verupa foto copy ;

3 . Surat Jual Rumah dan Pekarangan Mutlak tanggal 17 Okto­
ber 1947 (TT.II-3) VeruPa foto copy ;

4.. Foto copy Salinan Penetapan Fatwa Ahli Waris aim. H.Marzuki 
bin Absir, tanggal 21 Mei 1985, No. 624/C/1985 dari Pengadi­
lan Agama Jakarta Timur ;

5 . Foto copy Akta Jual Beii Rumah dan Pemindahan Hak tgl 4 Juni 
1985» No. 1, yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim SH 
(TT .11-5) ;

6 . Foto copy Advis Planning tanggal 18-11-1986, No. IO76/XI/GSB/- 
JT/I986 dari Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur (TT.II- 
6) ;

7 . Foto copy Gambar Situasi, tanggal 14-9-1989, No.2088/1989
(TT.1 1 -7 )  ;

8« FotO c o p y  Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat dihadapan 
Notaris Ny. Slimardillah Oriana Roosdilan SH, No. 71, tanggal
7 Pebruari 1989 (TT.II-fl) I

9. Foto c o p y  Surat Pernyataan i Maret 1990 yang dibuat
oleh M'oh. Sadikin ^atadipura (TT.II-9) ;

1 0 . Foto copy Surat Tanda Setoron Biaya Prasarana tanggal 12 Peb- „ 
ruari 1990, No. 438/12/1I/JT/1990 (TT.11-10) ;

dan untuk selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan l(satu' 
orang saksi yang fcdidengar dibawah sumpah yaitu : MANSYUI? MAJID, 
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tahu kedua belah pihak yang bersengketa ;
- bahwa sengketa itu adalah mengenai luas tanah yang terletak di 

^awang Buku ;
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■(
- b a h w a  s a k s i  menerangkan y*ng disengketakan adalah tanah yang  

d ia  t  asn ya  ada percetakan Inkoppol dengan lu a s  + 700 m2 ;
-  bahwa s a k s i  mengetahui tanah i t u  d iju a l kepada Tergugat X 

C la r is  Badar Balweel ;
bahwa s a k s i  menjelaskan seraua i t u  d iceritakan o leh  IT. M aruloh

-  bahwa s a k s i  t id a k  tahu kalau i t u  d iju a l, hanya c e r i t a  d a r i
H. M a ru llo h , karena sa k s i bekerja dengan H. Marulloh ;• '

-  bahwa s k k s i  tahu a h l i  w aris dari H5. Marjuki berjumlah seb a ­
nyak  12 (dua b e la s )  orang ;

-  bahwa s a k s i  t id a k  tahu siapa orang-orang a h l i  w aris M arjuki 
yan g  d atan g  kepada N otaris yang te r ja d i penjualan tanah t e r ­
s e b u t  ;

“ Menimbang, bahwa kedua belah pihak te la h  mengajukan Kesim­
p u la n n y a  s e p e r t i  disampaikan dipersidangan pada tan gga l 23 No- i 
pem ber 1994 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan  
i n i  maka s e g a la  sesu atu  yang tercantum dalam b e r ita  acara p er ­
s id a n g a n  perkara i n i  dianggap tercakup dalam putusan i n i  ;

M enimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tid a k  
hendak  mengemukakan apa-apa la g i  dan mohon putusan dalam per­
k a ra  i n i  ;

TENTANG HUKUMNYA
t
t

M enimbang, bahv/a Para Penggugat te la h  mengajukan tu n tu tan  !
p r o v i s i  dalam  gugatan i n i ,  agar h a r t a  sengketa d itaruh s i t a  
jam in an  dan untuk selanjutn ya  minta pengosongan, M ajelis dalam ! 
h a l  i n i  berpendapat tuntutan dimaksud ter leb ih  dahulu akan me­
m e r ik sa  kebenaran a ta s  gugatan yang diajukan dalam h a l i n i  
y a n g  term asu k  pertimbangan M ajelis menyangkut pokok perkara ;

DALAM P OKOK PERKARA : ^

Menimbang, bahwa gugat para Penggugat adalah s e p e r t i  yang 
d iu r a ik a n  t e r s e b u t  d ia ta s  ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam hal i n i  ada­
la h  : 5

a .  se b id a n g  tanah yang d ikenal te rle tak  d i Cawang Buku

553 ; j
b . bahwa tanah sengketa yang berhak mewaris adalah para 

a h l i  w a r is  almarhum F!. Mcrjuki sebanyak 12 (dua b e la s )  : ‘ 
oran g  ;

c .  bahw*r h arta  sengketa se lu a s 760 m2 te lah  d iju a l dan d i -  <
b e l i  o le h  Tergugat I ; ’ !

M enim bang, bahwa didalam jawabannya tergugat I I  dan I I I
te lah  ....................... ' [♦liiJual beli..., Irine Asheri, FH UI, 2008



telah mengakui menjual sebahagian harta sengketa dengan luas 
184,5 M2 kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I seakan-akan 
Tergugat II dan III telah menjual tanah warisan seluas ?60 M2 
yang dimuat dalam Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak No.l 
tanggal 4 Juni 1985 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pendiriannya para Peng­
gugat dengan perantaraan kuasanya telah mengajukan bukti-bukti 
berupa surat P-l s/d P-6 dan satu orang saksi yang telah dide­
ngar keterangannya dibawah sumpah yaitu Mansyur Majid ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah dalil Para 
Penggugat, dimana Tergugat I tetap mempertahankan pembelian 
dan pemindahan hak sebagaimana'disebut dalam Akta No. 1, tang­
gal 4 Juni 1985 serta mengajukan bukti-bukti T.I-1 s/d T. 1-16;

Menimbang, bahwa sebelum MajBlis mempertimbangkan bukti- 
bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, per-p 
lu mengkaji apa yang menjadi titik pokok persengketaan antar 
para penggugat disatu pihak dan tergugat-tergugat dilain pihak 
yang mempertahankan harta sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dafci penelitian Majelis perihal bukti- 
bukti tertulis yang diajukan adalah pemilikan harta sengketa 
dalam arti keseluruhan adalah warisan yang didapat dari pembe­
lian Almarhum H. Marjuki yang dibeli dari M. Ramli yang terle­
tak dan dikenal dalam sebutannya Jalan Cawang Buku, sekarang 
dikenal sebagai Jalan ^aya Otista N0.4O, Jakarta Timur dan para 
Penggugat adalah sebagai ahli waris dalam pemilikannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak kepada objek sengketa ke­
dua belah pihak tidak membantah ataupun mengungkapkannkembali 
hal-hal yang bersangkut paut dari dasar peralihan hak para 
Penggugat yang dibeli dari M. Ramli oleh H. Marjuki ( produk 
T.I-1 ) ;

Menimbang, bahwa mengenai soal ahli waris yang dimaksud 
Para Penggugat dengan petunjuk bukti, almarhum H. Marjuki me­
ninggalkan ahli waris sebanyak 12 (dua belas) orang dan kebe­
naran ini. oleh parn TorgUgat dan Turut Tergugat-tergugat tidak 
ada bantahan sama sekali, dengan demikian Majelis menganggap 
Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Marjuki (P-l) 5

Menimbang, bahwa setelah M a j e l i s  meneliti apa yang d i d a l i l ­
kan oleh masing-masing pihak yang menjadi persengketaan apakah 
didalam permasalahan ini telah terjadi perbuatan melawan hukum 
sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam perkara 
ini ;

9 Menimbang, bahwa Tergugat I tetap berpendirian, bahwa har- 
sengketa telah dibeli sebagaimana tertuang didalam Akta No,

1 , t e r t a n g g a l  4 J u n i  1985 yo m ' d ib u a t  d ih a d a p a n  N o t a r i s  MUHANI.

SALIM, SH .....
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S ALIH, SH: (T. 1 -3 ) dan te la h  memperoleh S e r t ip ik a t  Hak Guna Ba­
ngunan  No. 473/B id a ra  Cina a ta s  nama Tergugat I  dengan Gambar 
S i t u a s i  No. 2088/1989 (T. 1-7) ;

M enim bang, bahwa Para Penggugat k in i  te ta p  b e rp e n d ir ia n  
bahwa A kta J u a l  B e l i  Rumah dan pemindahan Hak te r tu a n g  pada  
A k ta  N o . 1 t e r s e b u t  d ia ta s  yang tanpa ser ta  s e iz in  m ereka, k a ­
la u p u n  pem indahan i t u  d ilakukan o leh  Tergugat I I  dan I I I  s e b a ­
g a i  a h l i  w a r is  almarhum H. M arjuki, sedang yang a h l i  w a r is  
l a i n n y a  s e p e r t i  t e r te r a  dalam penetapan fatwa a h l i  w a r is  Pe­
n g a d i la n  Agama No. 512/ 6/ 1971, tan gga l 3 Nopember 1971 ( P - l )  
t i d a k  d ise b u tk a n  ;

M enim bang, bahwa dalam h a l i n i  Kuasa Para Penggugat t e l a h  
p u la  m engajukan seorang s a k s i  bernama Mansyur M ajid yang d id e ­
n g a r  k etera n g a n n y a  dibawah sumpah, menerangkan yang pada pokok­
n y a  s a k s i  tah u  h a rta  sengketa kepunyaan Almarhum H. M arjuki 
dan s a k s i  tah u  h a rta  sengketa d iju a l  sebahagian kepada Tergu­
g a t  I ,  h a l  i n i  s a k s i  k etah u i berdasarkan c e r ita  'dari H', M aru l-  
l a h  (T e r g u g a t  I I )  karena s a k s i  bekerja  dengan T ergugat, akan, 
t e t a p i  s a k s i  t id a k  tahu kejad ian  yang sebenarnya hanya s a ja  
b e r d a s a r k a n  s e r i t a  d ari Tergugat I I  terseb u t d ia ta s  ;

M enimbang, bahv/a yang menjadi pertimbangan pertama-tama 
d alam  pem buktiannya adalah " apakah benar te r g u g a t-te r g u g a t  
t e l a h  m elakukan perbuatan melawan hukum dalam pemindahan hak  
d a lam  h a r ta  sen g k eta  ;

M enim bang, bahwa d ari b u k ti-b u k ti yang diajukan o le h  Ter­
g u g a t  I  (T .1 - 1  s /d  T .I -1 4 )  ad?;lah seb agai berikut :

-  bahwa T erg u g a t I t e la h  membeli harta 6engketa, sebagaim ana  
t e r t u a n g  dalam akta  No. 1 te r ta n g g a l tf Juni 1985 yang d ib u a t  
d ih a d a p a n  N o ta r is  Muhani Salim  SH (T .1 -3 ) ;

-  bahwa adanya Surat Pernyataan d ari M. Sadikin N atadipura un­
tu k  p e r sy a r a ta n  pemindahan hak kepada T e rg u g a t  I tanah yang  
t e r l e t a k  d i  J a la n  O tto Iskandardinata No, ifO, Jakarta  Timur, 
R t . O lO /R w .012 , K el. B idaracina (T .1-6) ;

-  bahwa t e l a h  adanya S e r t ip ik a t  Hak Guna Bangunan No. 473 a ta s  
nama T erg u g a t I /F a r i s  Badar Balweel yang dikeluarkan o leh  
Badan P e rtan ah an  N asional DKI Ja k a rta  Kodya Ja k a r ta  Timur 
( T .1 -7 )  ;

Menimbang, bahwa se lan ju tnya  oleh Tergugat I  te la h  menye- ‘ 
ra h k a n  b u k t i - b u k t i  s u ra t  pernyataan para a h li  w aris dihadapan 
N o t a r is  E . S ia n ip a r ,  SH, N o taris  d i Jak arta  masing-masing b e r­
t a n g g a l  19 P e b ru a r i 1991 No. Akta 65 sebanyak 9 orang a h l i  wa­
r i s  m asin g -m asin g  : 1 . Ny. H. Masenun, 2 . Moh, S jah ro n i, 3 ,Moh.
Y unus, 4 . Moh. Ish a k , 5. % . Maryan, 6 . Ny. D a lila , 7 . Ny.Chae- 
r a n i ,  8 . H. M aru llah  dan 9. Moh. Bakir (T.1-8) dan Akta No.61,

tanggal ............................
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tanggal 21 Juli 1993 masing-masing ahli waris bernama : l.Ny. 
Maemunah, 2. Ny. Jamilah, 3. Jamaludin (T .1-9) yang membenar­
kan kekhilafan dalam Fatwa Woris No. 624/C/1985 dan kekeliruan 
itu dimaklumi dan dimaafkan yang untuk singkatnya khusus untuk 
pernyataan jual beli dan pemindahan hak jual beli rumah yang 
dilakukan oleh Tergugat II dan III selaku ahli waris almarhum
H. Marjuki bin Absir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia tas, 
Majelis tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum yang di­
lakukan oleh Tergugat I serta Turut Tergugat I dan II karena 
cara yang ditempuh oleh Tergugat I telah diadakan penelitian- • l
nya Turut Tergugat II dalam pro_s e dur.e.^penerbi tan S er tl pika t Hak ' 
Guna Bangunan yang diterbitkan untuk dan atas nama Tergugat I 
"(TT .II-1~s/d TT.11-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka 
Majelis berkesimpulan Para Penggugat tidak berhasil membukti­
kan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu, gugat para Peng­
gugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat,' 
maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya per­
kara yang timbul akibat gugatan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang serta pasal-pasal yang ber­
sangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI : ! ■

- Menolak gugatan Provisi ; ,

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatznPara Penggugat seluruhnya ; 'i
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara 1j

yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 100.000,- ( Se- 11
catus ribu rupiah ) ; j

Demikianlah riioutuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis:i
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : RABU, TANGGAL'ii7 DESEMBER 1994, putusan mana pada hari itu juga diucapkan da- ¡1 
lam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami : T0NY HAR- ji 
TONO, SH, sebagai Hakim Ketua, RIDJAL, SH dan ZUIKIFU ZAINUD- ¡j 
DIN, SH, masing-masing sebagai'Hakim Anggota dan dibantu oleh j; 
MADE SUARBA, Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Ter- '
gugat I, Kuasa Tergugat II dan III, juga Kuasa Turut Tergugat ^
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p u t u s a n .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES A »

P engad ilan  Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan. meng -  

adili perkara-perkara perdata dalam t in gk at  banding dengan  

Hakim M a je l is  berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  T ing­

g i  J a k a r ta  tanggal 14 Nopember 1995 No.524/Po&/l995/48l /
pdt/l995/PT.D.K.I. telah menjatuhkan putusan sebagai ber­
i k u t  dalam perkara antara :

AHLIWARIS H.MARJUK1 BIN ABSIR yakni t
.J A M I L A H, bertempat tinggal di Kampung 

Rawa Terate Rt.007/011» Kel.- 
Jatinegara, Cakung, Jakarta - 
Timur ;

2.SITI MARYAM, bertempat tinggal di Jalan pe - 
dati No.17» Rt.002/01, Kel. - 
Bali Mester, Jatinegara, J a ­
karta Timur 5

3.H. M A S N U N,'bertempat tinggal di Jalan -
Kebun Nanas Utara Rt.015/07 — 
Kel.Cipinang Cempedak, Keo.- 
Jatinegara, Jakarta Timur ;

4 .J A M A L U  D I M , bertempat tinggal di Kam
pung Rawa Terate Rt.007/011>— 
Kel. Jatinegara Cakung, Jakar 
ta Timur ;

5«MOH. ISKaK, bertempat tinggal di Jalan Kebun 
Nanas Utara Rt.01l/04> Kel. - 
Cipinang Cempedak,Jatinegara,. 
Jakarta Timur }

i
6.M0H.YUl<USt bertempat tinggal di Jalan Pedati

Dalam N0.8 , Rt.0 1 5 / 0 7 » Kel» -r 

Cipinang Cempedak, J a t in e g a r a  

Jakarta Timur j

7. II. S Y Al i KONI, bertempat tinggal di Jalan Kebon
Nanas Utara Rt#015/07> Kel.Ci­
pinang Cempedak, Jatinegara Ja 
karta Timur f

8. MAEMUNAH,'....
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8 . H A E M D M A H , bertempat tinggal di Kampung
Rawa Terate Rt.07/011,Kel. - 
Jatinegara Cakung, Jakarta - 
Timur j

9 . SITI DAHLIA, bertempat tinggal di Jalan Durian
No.47 Rt.009/05» Kel.Bara - 
nang Siang Kota Bogor Timur, 
Kab.Bogor j

A 13 R A N I , bertempat tinggal di Dusun - 
Baru Rt.002/01» Kel.Ketepok, 
Cimalaka Sumsdang j 

am hal ini maBing-masing memilih tempat ke­
diaman hukum di kantor kuasa hukumnya : HERMAN 
KADIK,SH. Advokat dan Pengacara beralamat kan­
tor di Komp.Keuangan Jl.Penjernihan 1 / 1 4 Pejom 
pongan, Jakarta Pusat.
Selanjutnya disebut para Pembanding, semula Pa 
ra Peng/nigat j

L a w a n  :

'l/ 1. FARIZ BAliAR BALWEEL, bertempat tinggal di Ja ­
lan Tebet Timur DalanT IX/l6 , 
Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut Terbanding I, semula Ter - 
gugat I ;

t/ 2. H.MARULLAH bin H.MARJUKI, bertempat tinggal di
Jalan Kebon Nanas Utara Rt.- 
010/04, Jakarta Timur. 

Selanjutnya disebut Terbanding II, Bemula Ter­
gugat IX f

t/

3. MUHAMMAD BAKI R blfl ^.M&RJUKI, bertempat tinggal
di Jalan Kalibata Timur Rt.-
607/01 Jakarta Selatan. j

Selanjutnya disebut Terbanding III, semula Ter
gugat III 5

MBB>SH.Notaris t berkantor di Jalan Ki 
Mangunsarkoro No.63, Jakarta 
Pusat. Dalam hal ini memberi 
kuasa kepada» H.HART0N0,SH. 
Advokat, bergamat kantor di

J B>n • • •
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Jalan Bangka II Blok I N o'*.: 4 & 5» Pela Mam— 
pang, Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut Terbanding IV, semula - 
Turut Tergugat I 5

l/ 5 . BAfAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA TIMUR, d/a Kan­
tor Wali Kota Jakarta Tiraur Lantai IV, Jalan 
Centra Primer, Pulogebang, Jakarta Timur. 
Selanjutnya disebut Terbanding V, semula Tu 
rut Tergugat II }

AN TINGGI TERSEBUT :

membaca surat-surat perkara 3jang bersangkutan;
TEriTAliG DUDUKNYA PERKARA :

Mbmperhatikan dan menerima keadaan - keadaan menge — 
nai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan — 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal ^ Desember 1994 No. 
92/Pdt.c/l994/?N.Jkt.?im., yang amarnya berbunyi sebagai - 
berikut :
DALAM PliOVlSl :

- Menolak gugatan Provisi j

DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkar- 

ra yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.100.000 ,- 
(seratus ribu rupiah) j

Menimbang bahwa menurut akte permohonan banding -ter 
tanggal 26 Desember 1994 dibuat oleh MARDJANI,PH.»Wa­
kil Panitera Pengadilan Negeri Jafc&rta T l m r ,  y a n g mene - 
rangkan bahwa Kuaaa hukum para Pembanding, senw\& ?ara Pen£ 
gugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putuian— 
Pengadilan Negeri Jakarta Tiattr tanggal 7 Desember 1994 No. 
92/Pdt.g/1994/pN•Jkt.Tim. j

Menimbang, bahwa purmohonan banding tersebut-masing- 
masing dengan resmi telah diberitahukan kepada para pihak— 
lawan tanggal 8 Mei 1995, 29 Mei 1995, 13 .1995 dan 11
Oktobor 1995 5

wMenimbang, ......
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Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding, semula 
para Penggugat telah mengajukan Memori banding yang diterî  
ma di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 
29 Mei 1995 da-n dengan resmi telah diberitahukan kepada pji 
ra pihak lawan tanggal 1 Juni 1995* 13 Juni 1995» H  Okto­
ber 1995 dan 18 Oktober 1995' ?

Menimbang, bahwa Terbanding I,semula Tergugat I te­
lah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Ke — 
paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Juni—

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding IV , semula -  
t  T ergugat I ,  te la h  mengajukan Kontra memori banding -  

r ta n g g a l  8 Nopember 1995 5

TENTANG PERTIMBAMOAM HUKUMNYA s

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut yang di 
ajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggu 
gat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah meme­
nuhi syarat menurut Undang-Undang, maka permohonan banding 
tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi s e te la h  memeriksa 
dengan seksama berkas perkara, s u ra t- s u ra t bulcti, Memori -  
ban d in g  yang diajukan  oleh  Kuasa hukum para Pembanding,se­
mula p a ra  Penggugat, Kontra memori banding yang d ia jukan  -  
o le h  Terbanding I ,  semula Tergugat I  dan Kuasa Hukum T er­
band ing  IV, semula 'i'urut Tergugat I ,  s e r ta  sa lin an  resm i -  
pu tu sar. P engadilan  rte«--eri 'Jakarta Timur tanggal 7 Desember 

1994 No. 92/lJdt.G /l994/PN . Jk t.T im ., maka Pengadilan T in g g i- 
b e rp e n d a p a t, bahwa pertimbangan hukum Hakim pertam a ad a lah  
sudah  te p a t  dan benar menurut' hukum dan o leh  karena i t u  se 

g a la  alau.in  dan pertimbangan hukum te rse b u t diam bil a l ih  -  

dan d ija d ik a n  s e b a g i  cvlasan dan pertimbangan hukum PeJ$g— 

a d i la n  T ingg i s e n d ir i  ;

Menimbang, bahwa mengenai memori baflAlflg yang d ia ju ­
kan o le h  Kuasa hukum p ara  Pembanding, semula p ara  Penggu. -  

g a t ,  te r n y a ta  didalam  memori banding te rse b u t t id a k  ada h a l 

h a l b a ru  yang dapat melemahkan putusan Hakim pertam a, se -  

h in g g a  putur.an Pengadilan  Wegeri Ja k a rta  Timur tan g g a l 7 -

Desember 1994 N o .92 /pd t/o /l994 /P N • Jkt.T im . yang dimohonka)!
banding .............
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banding tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding, semula 
para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dibebani pu­
la untuk membayar biaya peikara dalam dua tingkat per — 
adilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan keten — 

¿tuan hukum yang beraan^cutan j
f

M E N G A D I L I  *

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa 

para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur -
tanggal 7 Desember 1994 No.92/Pdt/G/l994/lW.Jkt.Tim. yang-
dimohonkan banding tersebut ;

t

Menghukum para Pembanding semula para Penggugat un - 

tuk membayar biaya pezkara dalam dua tin̂ cat peradilan, - 
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar B p .25. 000, — 
(lua puluh lima ribu rupiah) ;

Lemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan —

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : RABU ,

tanggal 6 ilAiiZT 1996 oleh Kami; RUSLI RACHMAT NASUTION,SH.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta-sebagai Hakim-

Ketua Majelis, AJBIZAR SH. dan H.SOEKAEDJO,SH. masing- ma -

sing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili -

peikara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut di-

ucapkan disidang terbuka untuk umum pada hari itu juga -j
1

oleh Hakim Ketua MajeliB dengan didampingi para Hakim Ang­

gota tersebut dengan dibantu » S0EJ0N0, Panitera Pengganti 

pada Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi tidak dihadiri

oleh .t.......
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HAK I 14- LiAK I i-í ANGGOTA ; IM KETUA MAJELIS,

4 - 1 - *

1. ( A Ü A R , SH.) ( RUSLI RACHMAT NASUH0N,S.H. ).

2 . ( h.” sü ü :a r]U ü ,sh .) P an itera-penggan ti,

/ ■ / V . /

( S0EJ0N0 )

Perincian biaya banding !

M eterai • •••  P̂* 2,000,-
Redal'.si .••• HP* 1*000,-
Biaya A djnihistraai 
Banding •••• P̂* ¿2,000,-

j u m 1 a h = Kp. ^5*000,-
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IWNJfc ACHERI

_______P U T U S A H _______

Reg» No.; 149 K/ P d t/ 1999 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H  A G U N G  

m em eriksa perkara perdata  dalam t in g k a t  k a s a s i  t e ­

l a h  mengambil putusan se b a g a i b e r ik u t dalam  p e r k a r a

AHLI VARI3 H. MARJUKI b in  ABSIR. yan g  t e r d i ­

r i  d a r i  t
1 , JAMILAII, bertem pat t in g g a l  d i  Kampung Ra­

wa T era t e R t. 0 0 7 /0 1 1 , K elurahan J a t  in e g a  

r a , Cakung, Jak arta  Timur ;

2 . 3 U I  MARYAM. bertem pat t in g g a l  d i  J a la n  — 

P e d a ti No. 17 Rt# 002 /01  K elurahan B a l i  -  

M ester, J a t in e g a r a , Jak arta  Timur j

3 , Ht_ MASNUU. bertem pat t in g g a l  d i  J a la n  Ke­

bun Nanas Utara R t. 0 1 5 / 0 7  Kaluzahan  c±p ±  

nang Cempedak, Keoamatan J a t in e g a r a , J  a  -  

k a rta  Timur j

4 . JAMALUDIN, bertem pat t in g g a l  d i  Kampung -  

Rawa T era te  R t, 007/011 K elurahan J a t i n e ­

gara , Cakung, Jakarta Timur ;

5» MOH. ISHAK, bertem pat t in g g a l  d i  J a la n  Ke 

bun Nanas Utara R t, 0 1 1 /0 4  K elurahan C ip i  

nang Cempedak, J a t in e g a r a , J a k a r ta  Tim ur;

6. MOH, YUNU8, bertem pat t in g g a l  d i  J a la n  Pe 

d a t i  Dalam No. 0 R t. 0 15 /07  K elurahan C i-  

pin ang Cempedak, J a t in e g a r a ) J a k a r ta  T i ­

mur j

7 .  H« 3YAIIR0NI, bertem pat t in g g a l  d i  J a la n  -  

Kebun Nanas Utara Rt* 0 1 5 /0 7  K elurahan C i 

p in ang Cempedak, J a t in e g a r a , Ja k a rta  T i -
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mur j

8. MAEMUKAH. bertempat t in g g a l  d i  Kampung 

Rawa T erat e Rt, 007/011 Kelurahan J a t i  

negara, Cakung, Jakarta Timur }

9 . S U I  DAHLILA. bertempat t in g g a l  d i  Ja­

la n  Durian No, 47 Rt« 009/05  K elurahan  

Bara nan g Siang Kota Bogor Timur, Kabu­

paten Bogor |

10. N. HABRANI. bertempat t in g g a l  d i  Dusun 

Baru Rt. 002/01 Kelurahan C itep ok , C i-  

malaka, Sumedang )

semuanya dalam hal in i  d iw a k ili  o le h  -  

kuasanya t A li Mazi, SII», Asrul P ulu  -  

ngan, SH dan Chairun Amal ia ,  SH., Advo 

kat dan Pengacara pada Kantor Pengaca­

ra AIiI MAZI, 311 8c ASSOCIATES, berkan -  

to r  d i  Jalan ien jem ih a n  1/14  Kompiek- 

Keuangan Pejompongan, Jakarta P u sa t, -  

berdasarkan surat kuaBa khusus ta n g g a l 

27 Nopember 1997» para pemohon k a a a s i-  

dahulu para penggugat /  pembanding j 

m e l a w a n  i 

?ARIZ BADAR BALWBEL. bertempat t in g g a l  

d i  Jalan  Tebet Timur Dalam IX/16 R t. -  

009 Rw*009 Jakarta Selatan  t

2 . H. MARULLAH bin H. MARJUKI. bertem pat- 

t in g g a l d i Jalan Kebon Nanas Utara Rt, 

010/04  Jakarta Timur j

5 . MUHAMMAD BAXIR bin H, MARJUKI, bertem­

pat t in g g a l d i Jalan K alibata Timur -

Rt« 007/01 ««««♦«
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Rt. 007/01 Jakarta Selatan ;

4. IBWW — , SH. ,  N otaris d i  Jakarta* b er  

kantor d i Jalan Ki Mangunsaricoro No. 63 Ja  

karta Pusat (Bakarang berkantor d i  J a la n  -  

J a k B a  No. 3 Jakarta P u sa t), dalam hal i n i  

d iw a k ili o leh  kuasanya t H aji Hartono, SH. 

Advokat, berkantor d i  Jalan Bangka I I  B lok

I No. 4 - 5  Pela Mampang, Jakarta S e la ta n ,  

berdasarkan surat kuasa khusus ta n g g a l 25 

Maret 1998 }

5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA TIMUR. -  

dengan alamat Kantor Walikota Jakarta T i ­

mur Lantai IV, Jalan Centra Primer, P uloge  

bang, Jnkarta Timur ;

para termohon kasaBi dahulu tergu gat I ,  I I  

dan I I I  Berta tu ru t tergugat I ,  I I /  para -  

terbanding j 

Mahkamah Agung terseb u t j 

. Membaca su rat-surat yang bersangkutan } 

Menimbang, bahwa dari su rat-su rat te r se b u t -  

te r n y a ta  bahwa sekarang para pemohon k a sa s i eeb a g a i-  

para penggU^lt a s l i  t e la h  menggugat sekarang para -  

term ohon k a s a s i  sebagai pfira tergugat a s l i  dan tu r u t  

te r g u g a t  dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakaz>- 

t a  Timur pada pokoknya a ta s  d a l i l - d a l i l  1

bahwa para penggugat a s l i  dan tergu gat a s l i  -

I I  dan I I I  adalah a h l i  waria almarhum H, Marjuki* ee  

B u a i dongan Penetapan Fatwa Waiiis tanggal 7 Nopeober 

1971 No. 512 /C /1971 yang dikeluarkan o leh  Pengadilan  

Agama Jakarta  ( s e s u a i dengan bukti P* 1 ) )

hahvm peroaga),
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"bahwa semasa hidupnya ya itu  pada tan gga l 17 

Oktober 1947 almarhum H. Marjuki membeli Bebidang ta  

nah d a r i M. Ramli B e lu a s  + 760 M2, yang dahulu d ik e­

n a l dengan Jalan  TJnwnng Boekoe 553, sekarang Ja lan  

Raya O tis ta  No, 40 Jakarta Timur, dengan b a ta s-b a ta s  

B e p e r t i  d iuraikan dalara gugatan (oesu a i dengan b u k ti 

P . 2 ) t

bahwa dengan tanpa s e l j in  dan tanpa sepengeta  

huan para penggugat a s l i  Belaku a h l i  waris almarhum-

H, M arjuki, tergu gat a B li I  te la h  bersekongkol de -  

ngan terg u g a t a B li IX dan I I I  dengan cara memberikan 

k eteran gan  yang tid ak  benar sehingga Pengadilan Aga­

ma Jak arta  Timur menerbitkan Penetapan Fatwa W aris- 

ta n g g a l 4 Mei 1905 No. 624/C/1905 (b u k ti P. 3) yang 

ia in y a  menyebutkan bahwa a h l i  wariB almarhum H« Mar—

v ju k i hanya dua orang y a itu  'targugat a s l i  I I  dan IH f  
P \

bahwa kemudian dengan tanpa s e lJ in  Aan sepe — 

^ ’gatahuan para penggugat a a l i ,  dengan menggunakan -  

enetap an  Fatwa Waris No. 624/0/1985 (b u k ti P , 3) -

t e r s e b u t  d ia ta a , torgugat a a l i  I t II  dan I I I  t e la h -  

mengadakan Jual b e l i  a taa  harta sen$<eta y a itu  d a r i 

t e r g u g a t  a s l i  II dan III kepada tergugat a s l i  I ,  y a i  

t u  s e p e r t i  ter tu a n g  dalam Akta Jual B e li  Rumah dan -  

Pemindahan Hak tAnggai 4 Juni 1905 No» 1 yang dibuat 

d ih adap an  N o ta r is  Muhani Saling SH (tu ru t tergugat -  

I )  ( b u k t i  P . 4 ) ,  padahal barang ynng d iperjual b e l i ­

k an  t e r s e b u t  adalah  harta warisan almarhum H. Marju- 

k i  yang belum d ib a g i w a r is , sehingga Jual b e l i  t e r s e  

b u t c a c a t  hukum dan tid a k  sah |

bahwa berdasarkan alaB hak yang caoat 'huk^m —

v a ltu  i . i m  *

Jual beli..., Irine Asheri, FH UI, 2008



y a it u  Penetapan Satwa Waria tanggal 4 Mei 1985 No» 

624/C /1985 ("bukti P. 3) dan Akta Jual B e l i  Rumah -  

dan Pemindahan Ilak tanggal 4 Juni 1985 No* 1 ("buk­

t i  P* 4) terseb u t d ia ta s , tergugat a s l i  I  l a l u  me­

ngajukan permohonan s e r t i f ik a t  kepada tu ru t tergtic* 

gat II» «sehingga te r b it la h  S e r tif ik a t  Hak Guna Ba­

ngunan No* 473 atau nama tergugat a s l i  I  (b u k ti P,

5 ) t
bahwa ataB perbuatan tanpa hak dan raelawan- 

hukum yang dilakukan o leh  tergu gat a B li I ,  I I  dan- 

I I I  te r se b u t d ia ta s , t e la h  menimbulkan kerugian ba 

g i  para penggugat a s l i ,  sebab dengan te la h  dlkuasa  

in ya  tanah sengketa o leh  tergugat a s l i  I ,  para

tid ak  dapat menikmati h a s i l  tanah -  

sen g k eta  yang apabilfl U ^w akan  s e t ia p  tahun ada -  

la h  seb esa r  Rp. 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,-  ( seratus l lm p u iu h  -  

ju ta  ru p iah ) terh itu n g  sejak tergugat a a l i  I  roengtt. 

a s a i  tanah sengketa sampai dengan putusan perkara- 

i n i  mempunyai kekuatan hukum te ta p  ;

bahwa untuk menjamin gugatan In i para peng­

gugat a s l i  mohon putusan p r o v is i  y a itu  meletakkan- 

a i t a  jaminan terhadap tanah sengketa }

bahwa para penggugat a a l i  menuntut agar pa­

ra  te r g u g a t a s l i  I ,  II  dan II I  maupun siapa sa ja -  

yang mendapat hak d a r i padanya, untuk mengosongkan 

dan menyerahkan kepada para penggugat a B li a ta s  ta  

nah sen gk eta  berikut bangunan yang ada diatasnya , 

d i s e r t a i  pembayaran uang pakBa sebesar Rp.1.000 .

000, -  (o a tu  ju ta  rupiah) se t ia p  h ar i keterlambatan  

nya melaksanakan putusan i n i  j

bahwa
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bahwa berdaBarkan alasan-alasan ’terseb u t d ia »  

tas para penggugat a a l i  mohon agar Pemgadilan N eg er i  

Jakarta  Timur memberikan putusan sebagai b erik u t t 

Dalam P r o v is i  i

1 , Meletakkan Bita jaminan a ta s  tanah dan bangunan -  

e angket a j

2* Memerintahkan kepada tergu gat I  atau siap a  Baja -  

yang mendapat hak d a r i padanya untuk mengosongkan 

dan atau  menyerahkan tanah dan bangunan sen gk eta -  

kepada penggugat j

3 . Menghukum tergu gat I ,  I I  dan I I I  untuk membayar — 

uang paksa seb esar  Rp, 1 .0 0 0 ,0 0 0 ,-  ( s a tu  Juta ru­

p iah ) untuk se t ia p  h a r i a ta s  k e la la ia n  dalam me — 

laksanakan putusan P r o v is i  l n l  j 

P rim alr t

1 . Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruh­

nya j

Menyatakan secara  hukum bahwa Surat Penetapan Pat 

va Waris Pengadilan Agama Jakarta No* 512/C /1971- 

t a n g g a l  7 Nopember 1971 adalah sah menurut hukum j 

Menyatakan eocara hukum bahwa para penggugat seba  

0  g a i a h l i  w aris d a r i H* Marjukl dan berhak a ta s  t a  

nah seluaB + 760 W2 yang te r le ta k  d i  Ja lan  Raya -  

O tia ta  No. 40 Jakarta Timur, dengan berbataskan « 

gflfrelah Utara i s i t e r  Jaya j

-  Sebe lah  T l « r  '  J a lan  Raya 0 W rta  '

- S eb elah  S e la ta n  t CM»*« , a r *  s

-  S eb e lah  Barat i Ny. L i l i  j

(4^ Menyatakan aeoara hukum bahwa Surat Penetapan i a t

va  W aris a h l i  w aris H, Marjuki No. 624/C/1985 -

tanggal
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tanggai 4 Mei 1985 adalah cacat hukum oleh, sebab  

i t u  dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukura j 

Menyiatakan secara hukum bahwa tergugat I ,  I I  dan

I I I  se r ta  turut tergugat I dan I I  melakukan p er ­

buatan melawan hukum j
C"'-.
6". Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual B e l i  Ru-

adalah  oacat hukum o leh  sebab i tu  dinyatakan t i -  

C^dak mempunyai kekuatan hukum j

7 *. Menyatakan secara hukura bahwa S e r t if ik a t  Hak Gu­

na Bangunan No. 473 P ropinsi Daerah Khusus Ibuko 

t a  Jakarta , Kotaroadya Jakarta Tiraur, Kecamatan -  

J a tin e g a ra , Kelurahan Bidara Cina adalah ca ca t -  

hukum o leh  sebab i t u  dinyatakan tidak mempunyai- 

kekuatan hukura j 

.  Menyatakan Bah dan berharga s i t a  jaminan (co n ser  

v a t o ir  b eslag ) yang te la h  dilaksanakan ;

.  Menghukum turut tergugat I dan turut tergugat I I  

tunduk pada putusan dalam perkara in i  }

10* Menghukum turut tergugat I untuk membatalkan Ak­

t a  Ju a l B e li  Rumah dan Pemindahan Hak Nomor 1 -

ta n g g a l 4 Juni 1985 tersebu t j 

(1J^) Menghukum turut tergugat II untuk membatalkan -  

S e r t i f ik a t  Hak Guna Bangunan No, 473 PropinBi -  

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta  

Timur, Kecamatan Jatinegara , Kelurahan B id arao i-  

na te r se b u t  f

Menghukum torgugat I untuk menyerahkan tanah mi­

l i k  para penggugat dalnm keadaan koaong se lu a s  -  

kusang le b ih  760 M2 yang te r le ta k  d i Ja lan  Raya

mah dan Pemindahan Hak No. 1 tanggal 4 Jun i 1985

Otlerta
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O tis ta  No, 40 Jakarta Timur yang berbataskan s

-  Sebelah  Utara t S ite r  Jaya ;

-  Se'belah Timur j Jalan Raya O tista  (

-  Se'belah Selatan  i Cawang Jaya ;

-  Sobelah Barat x Ny. l i l i  t

1 3 . Menghukum tergu gat I untuk membayar g a n ti r u g i  ke  

pada para penggugat Bebesar Rp. 150.000.000 ,«• se­

t ia p  tahun te r h itu n g  sejak tanah Bengk«ta terB e  — 

but dikuaBai o leh  tergugat I  Bampai perkara i n i  -  

mempunyai kekuatan hukum te ta p  j

1 4 . Menghukum terg u g a t I, II dan III untuk membayar -  

uang paksa sebenar Rp. 1 .000 .000»- (sa tu ju ta  r u -

. p ia h ) s e t ia p  h a r i atao k e la la ia n  dalam menyerah -  

kan tanah dan bangunan kepada para penggugat $

15. Menghukum terg u g a t I ,  I I  dan I I I  haik secara sen­

d i r i - s e n d ir i  maupun secara tanggung renteng untuk 

membayar b iaya  perkara in i  ;

, Menyatakan putusan i n i  dapat d ijalankan t e r le b ih -  

dahulu  valaupun ada vu rzet, banding dan k a s a s i ; 

S u b s id a lr  t

A p ab ila  P engad ilan  berpendapat la in  mohon keputuBan -  

ya n g  Bead 11—a d iln y a  ;

bahwa torfWtfap gugatan terseb u t Pengadilan Ne- 

g o r i  Jak arta  Timur t e la h  putusan, y a itu  pu~

tuBannya ta n g g a l 7 Desember 1994 No. 9 Z <*/1994/Pti 

J k t.T izn . yang amarnya berbunyi sebagai berikut *

DALAM PROVISI j

-  Menolak gugatan P r o v is i  j 

D AL AM POKOK PERKARA .

— M enolak gugatan para penggugat seluruhnya j

~ ftenghukum ................
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-  M enghukum  p a r a  p e n g g u g a t  u n tu k  m em bayar b i a y a  perka  

ra y a n g  h in g g a  k i n i  d i t a k s i r  s e b e s a r  Rp. 1 0 0 ,0 0 0 ,——

( Beratus rib u  rupiah) j 

putusan  roana dalam tin gk at b a n d in g  atas permohonan pa  

ra  penggugat t e la h  dikuatkan o leh  P e n g a d i la n  T in g g i -  

J a k a r t a  dengan putusannya tanggal 6 Maret 1996 No,481  

/P d t/1 9 9 5 /P T « D K I .  ;

bahwa seBUdah putuBan terak h ir  in i  d ib er ita h u ­

kan kepada para penggugat/pembanding pada ta n g g a l 19 

Nopember 1997» kemudian terhadapnya o leh  para penggu­

gat/pem banding dengan perantaraan kuasanya, berdasar­

kan su rat kuaBa khusus tanggal 27 Nopember 1997 d ia ju  

kan permohonan k a sa s i aeoara t e r t u l i s  pada tan gga l 2 

Desember 1997 sebagaimana tern yata  dari akte permoho­

nan k a s a s i  No. 01/Pim /12/1997-K as jo . No. 481 /P d t/ -

1995/PT.DKI jo . No. 92/P dt,Q /l994/P N .Jkt .Tim. yang d i  

u at o le h  P an itera  Pengadilan N egeri Jakarta Timur, -  

rmohonan mana kemudian d isu su l dengan memori kaBaBi 

ng memuat a la sa n -a la sa n  yang diterim a d i K epanitera  

an P en gad ilan  llogeri  ter se b u t pada tanggal 15 Desetn -  

b er  1997 }

bahwa s e te la h  i t u  o leh  tergugat a s l i  I  dan tu^  

rarfc te r g u g a t I /terb an d in g  yang pada tanggal 23 Janua­

r i  1999 dan ta n BGal 23 Maret 1990 te la h  d ib er ita h u  -  

t e n ta n g  memori kflOflfli d a r i para penggugat/pembanding, 

d ia ju k a n  jawaban memori kaO&Bi yanff d iterim a d i  Kepa­

n it e r a a n  P engadilan  N egeri Jakarta Tiffl\tti tanggal  

26  J a n u a r i 1998 dan 3 A pril 1998, sedangkan terg u g a t-  

a e l i  I I ,  I I I  dan turut tergugat I l/terb a n d in g  tid a k  -

m engajukan jawaban memori k a sa s i )
t

Menimbang . . . . n. . .
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Menimbang, bahwa permohonan k a sa s i a quo b a s e r  

t a  a la san -a la san n y a  te la h  d iberitahukan  kepada p ihak  

law an dengan seksama, d ia ju k an  dalam tenggang waktu — 

dan dengan ca ra  yang d iten tukan  dalara Undang-Undang , 

maka o leh  karena i t u  permohonan k a sa s i te r s e b u t f o r  •* 

m il dapat d ite rim a  j

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan  yang d ia ­

ju k an  o leh  para  pemohon k a s a s i  dalam memori kasas in y a  

t e r s e b u t  pada pokoknya ia?.ah t

1 . bahwa judex f a c t i  sa la h  menerapkan hukum* karena -  

dalam putusannya te rd a p a t perten tangan  a n ta ra  p e r­

tim bangan hukum dengan amar putusannya, s e r ta  sa­

la h  dalam mengambil kesim pulan, y a itu  an ta ra  l a in t

-  dalam pertim bangan hukumnya judex f a o t i  mengakui 

dan membenarkan bahwa berdasarkan b u k ti-b u k ti — 

maupun fa k ta - fn k ta  yang terungkap d ipersidangan , 

teru tam a dengan t id a k  adanya bantahan d a r i  p a ra  

te rg u g a t ,  ada lah  benar bahwa a h l i  w aris d a r i  a l ­

marhum II, M arjuki ada 12 (duabelas) orang y a i tu  

p a ra  penggugat a s l i  dan te rg u g a t a s l i  I I  dan I I I  

.  bahWrt ta n a h  sengketa te la h  te r b u k t i  sebagai h a r­

t a  w arisan  almarhum H, M arjuki yang belum d ib a g i 

w a r is , sehingga ju a l b e l i  tanah  BCttlgketa o le h  -  

te rg u g a t a s l i  I I  dan I I I  kepada te rg u g a t b b II  I  

dengan tan p a  ik u t oortanya a ta u  tanpa p e rs e tu ju ­

an B eluruh a h l i  w aris almarhum H* M arjuki a d a la h  

c a c a t hukum dan berten tangan  dengan p asa l 1320-  

KUH P e rd a ta  dan karenanya harus d inyatakan tid a k  

sah  dan b a ta l  ;

2 . bahwa judex f a c t i  juga Balah menerapkan hukum, ka­

rena j u d e x f a c t l .........
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ren a  judex f a o t i  s e n d ir i  mengakui dan membenarkan 

bahwa Penetapan Patwa V/ariB tanggal 21 Mei 1985 -  

No. 624/0/1905 te rd a p a t k ek e liru an  karena hanya- 

menyebut dua orang sa ja  a h l i  wariB almarhum H, -  

H arfluki, y a i tu  te rg u g a t a s l i  I I  dan I I I » padahal-  

judeac f a c t i  s e n d ir i  sudah mempertimbangkan bahwa 

yang b en ar a h l i  waria almarhum H. M arjuki ad a la h -

12 (du ab a lao ) orang , akan t e t a p i  judex f a o t i  d®- 

ngan b e g itu  sa ja  memaafkan adanya k ek e liru an  f a t ­

wa w a ris  te r s e b u t  d ia ta s  tanpa  adanya a k ib a t hu­

kum, sedangkan sebenarnya dengan adanya k e k e liru ­

an  pada fatw a waris te r s e b u t mempunyai a k ib a t hu­

kum yang menyangkut p e r ih a l  sah a ta u  tidaknya ju ­

a l  b e l i  ta n a h  sengketa o leh  te rg u g a t a s l i  I I  dan- 
I I I  kepada te rg u g a t a s l i  I  j

Bahwa seharusnya s e te la h  judeac f a c t i  mengakui dan 

membenarkan adanya k ek eliru an  dalam Patwa Wario -  

No. 624/0/1985» maka secara hukum tergugat a s l i  -

I I  dan I I I  t id a k  berhak menjual tanah  yang merupa 

kan h a r ta  w arisan  yang belum d ib a g i w aris , tanpa  

adanya p e rao tu ju an  p a r a 'a h l i  w aria yang l a i n  (y a ­

i t u  p a ra  penggugat a s l i ) ,  dan karenanya a k ta  ju a l  

b e l i  ta n a h  sengketa a n ta ra  te rg u g a t a s l i  I I  dan -

I I I  kepada te rg u g a t a s l i  I  oacat hukum dan t id a k -  

sah  dengan segala  a k ib a t hukumnya j

Menimbang t 

m engenal k e b e ra ta n  ad . 1 dan 2

bahwa k eb era tan -k eb era tan  in i  dapat d ib en a r -  

kan  k a ren a  P engadilan  T ingg i J a k a r ta / judox f a o t i  sa­

l a h  menerapkan hukum dengan pertim bangan /a lasan  a«ba

£al..berikut t _«n « « 11.».».«
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g a i 'beriku t t

-  bahwa "berdasarkan "bukti P» 2 yang juga a d a la h  sama 

dengan "bukti T .I . - 1  dan b u k ti T .I I - I I I *  2 , t e l a h — 

te r b u k t i  bahwa ta n a h  b e rik u t rumah sengketa a d a la h  

m ilik  almarhum H, M arjuki, h a l mana d ia k u i dan d i ­

benarkan o leh  te rg u g a t a sa l I ,  XI dan I I I  dalam j a  

vabannya a ta s  gugatan para  penggugat, y a i tu  aeba -  

gaimana te r tu a n g  dalam jawaban te rg u g a t a s a l  I  t e r  

ta n g g a l 15 Agustus 1994 dan jawaban te rg u g a t a s a l -  

I I  dan I I I  te r ta n g g a l  Agustus 1994 t

-  bahwa dem ikian p u la  te rg u g a t a s a l I ,  I I  dan I I I  me 

ngakui dan membenarkan bahwa anak d a r i  almarhum H, 

M arjuk i ad a lah  sebanyak 12 (duabelas) orang, y a i tu  

p a ra  penggugat a s a l  dan te rg u g a t a s a l  I I  dan I I I  , 

h a l  mana d ip e rk u a t dengan b u k ti su ra t berupa S u ra t 

\OCetetapan/Fatw a A h li W aris Almarhum H aji M arjuki -  

H a ji A bsir te r ta n g g a l  3 Noperaber 1971 No» 512/

-  Danva o le h  kareitfl te r b u k t i  menurut hukum bah

va anak dan ah li, w aria  d a r i  M arjuk i —

a d a la h  12 (d u ab e la s) orang y a itu  para penggugat » 

a s a l  dan te rg u g a t a s a l  I I  dan I I I ,  maka P enetapan- 

Fatwa A hli Waria almarhum H, M arjuki b in  A bsir t e r  

ta n g g a l 21 Mei 1985 No* 624/C/1985 yang d ik e lu a r  -  

kan o le h  P engad ilan  Agama d i  Ja k a rta  Timur dan me­

nyebu tkan  bahwa anak d a r i  almarhum H, M arjuki ha­

nya t e r d i r i  d a r i  2 (dua) orang y a itu  te rg u g a t a s a l  

I I  dan I I I  (b u k ti  p . 3 , T. 1 .2 ) adalah  oaca t hukum.

i . <7/1971 yang d ik e lu a rk a n  o leh  Pengadilan  Agama I s t i  

/nlOVa J a k a r ta  Raya (b u k t i  P . 1 ) »

dan karenanya..............
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dan karenanya haruo d inyatakan  t id a k  mampunya i  k e -* •. t*' *

k u a ta n  mengikat |

bahwa o leh  karena te l a h  te r b u k t i  bahwa ta n a h  dan ba 

n  guna n rumah sengketa ada lah  h a r ta  pen inggalan  a l  — 

marhum H* M arjuki yang belum d ib a g i w aria , dan t e ­

l a h  t e r b u k t i  p u la  bahwa a h l i  w aris almarhum H, Mar» 

j u k i  a d a la h  12 (d u ab e las) orang y a itu  para  penggu — 

g a t a s a l  dan te rg u g a t a s a l  I I  dan I I I j  maka dengan« 

ta n p a  kuasa  a ta u  tan p a  sepengetahuan dan p e r s e tu ju ­

an  p a ra  penggugat a s a l ,  te rg u g a t a sa l I I  dan I I I  t i  

dak berhak  dan t id a k  dapat menjual a ta u  memindah t a  

ngankan ta n a h  dan bangunan rumah sengketa kepada s i  

apapun ju g a , term asuk kepada te rg u g a t a s a l  I  |  

bahwa o le h  karena i t u  Akta J u a l B e li Rumah dan Pe­

mindahan Hak tan g g a l 4 Ju n i 1985 No. 1 yang d ib u a t-  

ih ad ap an  Muhani Salim , SH., N o ta ris  d i  J a k a r ta  ( t u  

t  te rg u g a t  I )  y a i tu  a n ta ra  te rg u g a t a s a l  I I  dan —

I I  kepada te rg u g a t a s a l  I  harus dinyatakan t id a k  -  

oah menurut hukum dengan seg a la  a k ib a t hukumnya | 

bahwa judex  fa c t  i  dalam pertim bangan hukum p u tusan ­

nya tfllflft mempertimbangkan dengan benar bahwa ta n a h  

dan  bangunan rumah OGflgketa ada lah  h a r ta  peningga -  

l a n  almarhum H. M arjuki yang 'belum d ib a g i  w a ris , -  

dan  a h l i  w aris almarhum H. M arjuki ad a lah  12 (.dua -  

b e la s )  orang  y a i tu  para  penggugat a s a l  dan te rg u g a t 

a s a l  I I  dan I I I ,  dem ikian p u la  judex f a c t !  t e l a h  -  

mempertimbangkan bahwa Penetapan Fatwa Waria ta n g  -  

g a l  21 Mei 1985 No. 624/C/1985 te rd a p a t k e k e liru a n ; 

bahwa akan  t e t a p i  judex f a c t i  tel& h menarik kesimpu 

l a n  yang k e l i r u ,  dimana dengan mendasarkan pada su -

J.»
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r a t  pernyataan para penggugat a s a l  yang d ib u a t d i — 

hadapan E* S ian ip a r, SH,, N o taris  d i  J a k a r ta  s e p e r  

t  i  te r tu a n g  dalam Akta No* 65 "tanggal 19 P e b ru a r l— 

1991 dan Akta No. 61 tan g g a l 21 J u l i  1993 yang i s i  

nya menyebutkan bahwa p ara  penggugat a s a l  memaaf — 

kan  te r ja d in y a  k ek e liru an  dalam Penetapan Fatwa Wa 

r i 8 tan g g a l 21 Mei 1985 No, 624/C/1985» kemudian -  

ju d ex  f a o t i  berpendapat bahwa pemberian maaf t e r s e  

b u t term asuk memaafkan tin d ak an  te rg u g a t a s a l  I I -  

dan I I I  yang menjual ta n a h  dan bangunan sengketa -  

kepada te rg u g a t a s a l  I  dan karenanya menganggap ju  

a l  "beli te r s e b u t sah  menurut hukum j

-  bahwa k e k e liru a n  Judex f a o t i  te r s e b u t ada lah , k a re  

na d idalam  kedua A k ta /S u ra t Pernyataan  te rs e b u t ya 

i t u  pada angka I I I  dan IV, is in y a  hanyalah pernya— 

aan  p a ra  penggugat a s a l  yang memberikan maaf a ta s  

e r ja d in y a  k e k e liru a n  dalam Penetapan Fatwa W aris- 

te r s e b u t  yang hnnya mencantumkan a h l i  w aris a lm ar­

hum H. M arjuki cuma dua orang s a ja  y a itu  te r g u g a t-  

a s a l  I I  dan I I I  dan untuk se la n ju tn y a  para  penggu­

g a t aBnl menyatakan t id a k  p e r lu  l a g i  menuntut p e r­

baikan /pem betu lan  a ta s  fatw a w aris te r s e b u t ,  j a d i  

t id a k  te rd a p a t  p ern y a taan  para  penggugat a s a l  yang 

memaafkan tin d ak an  te rg u g a t a s a l  I I  dan I I I  yang — 

dengan tan p a  p e rs e tu ju a n  p a ra  penggugat a s a l  t e l a h  

m enjual tan ah  dan bangunan rumah sengketa kepada -  

te r g u g a t  nonl I  t

Menimbang, bahwa berdasarkan  pertim bangan /a la  

s a n - a la s a n  te r s e b u t  d ia ta a  menurut pendapat Mahkamah 

Agung te rd a p a t  cukup a la e a n  untuk mengabulkan p em o -

honan k a s a s i . . . . . *
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honan k a s a s i  yang d ia ju k an  oleh pemohon kasaB i a h l i»

w a r is  H. M arjuk i b in  A bair y a i tu  Jam ilah dan kawan -
t

kawan te r s e b u t  dan mombatalkan putusan Pengad ilan  -  

T in g g i J a k a r ta  ta n g g a l 6 Maret 1996 No. 4 8 1 /P d t/I99 ’i£:i 

/PT.DK I yang menguatkan putusan  Pengadilan N egeri J"a ' 

k a r t a  T tm ur ta n g g a l 7 J)esember 1994 No. 9 2 /P d t,0  /

1994/P N *Jk t.T im . s e r t a  Mahkamah Agung m engadili sen­

d i r i  p e rk a ra  i n i  dengan amar s e p e r t i  yang akan d is e ­

b u tk a n  dibaw ah i n i  j

Menimbang, bahwa te n ta n g  tu n tu ta n  a ta u  p e t i  — 

tum  g u g a tan  p a ra  penggugat, Mahkamah Agung berpenda­

p a t  d a p a t d ik ab u lk an  seb ag ian , y a i tu  k e c u a li  te n ta n g  

h a l - h a l  se b a g a i b e r ik u t  i

— te n ta n g  tu n tu ta n  dalam  p r o v is i  yang d ia ju k an  olehr- 

p a ra  penggugat h a ru s la h  d i to la k ,  o leh  karena tu n tu  

st a n  t e r s e b u t  t id a k  berkenaan  dengan tin d ak an  penda 

uan guna k e p e n tin g a n  s a la h  s a tu  p ihak  b e rp e rk a -  

oebelum  putuB an a k h i r  d i ja tu h k a n , m elainkan t e -  

a h  menyangkut t u n t u t a n  pokok p e rk a ra , l a g i  p u la  -  

p e r k a r a  i n i  t e l a h  sam pai pada pem eriksaan t i n g k a t -  

k a e a f l l  B ehlngg*  t i d a k  d ip e r lu k a n  l a g i  pu tu san  p ro ­

v i s i  t

— t e n t a n g  p o tl tu m  g u g a tan  No. 8 meYi&STiat  perm ohonan- 

a g a r  p e n y ita a n  jam inan  yang te l a h  d ilak san ak an  d i ­

n y a ta k a n  snh  dan  b e rh a rg a  h a ru s la h  d i to la k ,  o le h  -  

k a re n a  se lam a p e rk a ra  i n i  d ip e r ik s a  eampai pada -  

t i n g k a t  k a s a s i ,  p e n y ita a n  jam innn ataB  obyek seng­

k e t a  belum  d i la k s a n a k a n  ;

. - t e n ta n g  p e t i tu m  g u g a tan  No, 10 haruo  p u la  d i t o l a k ,  

o l e h  k a re n a  t e n t a n g  pem bata lan  Akta J u a l  B e li  Ru -

mah_ian l u r n . .«.»
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mah dan Pemindahan Hak tanggal 4 Ju n i 1985 No. 1 

te r s e b u t  t id a k la h  p e r lu  kepada tu r u t  te r g u g a t  I  

dihukum untuk membuat Akta Pem batalan, m elainkan 

cukup dengan putusan  Pengadilan yang m enyatakan- 

bahwa Akta Ju a l B a li Rumah dan Pemindahan Hak -  

te r s e b u t  t id a k  sah , t id a k  mempunyai kekuatan  hu­

kum mengikat a ta u  b a ta l  dengan seg a la  a k ib a t hu­

kumnya j

bahwa demikian pula ten tan g  petitum  gugatan No • 

11 haru slah  d ito la k , o leh  karena sudah menjadi — 

y u r isp ru d en si Mahkamah Agung, wewenang untuk me 

nyatakan b a ta l su rat bukti hak m ilik  atau  s e r t i ­

f ik a t  tanah adalah tid ak  termasuk wewenang Penga 

dilRUp melalimkan oeihata—mata termasuk wewenang — 

ad m ln latras i ,  7*^8 o leh  Pengadi -

an dimenangkan (d o ian  paickam i n i  adalah piara *  

penggugat a o a l)  dapat mengaj\&&n permintaan pem­

b a ta la n  s e r t i f ik a t  terseb u t kepada in s ta n s i  yang 

berwenang ( Badan Pertanahan N asional) berdasar­

kan putusan Pengadilan yang te la h  berkekuatan hu 
kum te ta p  j

ten ta n g  petitum  gugatan No. 13 berupa tu n tu tan  -  

g a n ti r u g i, harus pula d ito la k  karena

a o la lji tidak  teA t& i tanp°  d lo er to l a la t  '

a la t  pembuktian yan« manulA"VSJSR % 
te n ta n g  petitum  gugatan an^ka 14 ynjttu tun tu tan -  

pembayaran uang pakaa (dwangsora) haruBlah d ito  -  

la k ,  sebab menurut hukum tuntutan uang pakBa ha­

ru s d ito la k  dalam hnl putuaan dapat dilaksanakan  

dengan ek sek u si r i i l  apabila putusan yang ber -

nangkutafl t .......... . .
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Bangkutan te l a h  mempunyai kekuatan hukum te t a p  ;

- te n ta n g  p e titum  gugatan No. 16 mengenai perm in ta­

an d ija tu h k a n  putuuan Berta merta harus d i to la k  -  

o le h  karena p e rk ara  i n i  d iputuskan dalam t in g k a t— 

k asa s i»  sehingga sudah tid a k  d iperlukan  l a g i  p u tu  

san  serta m erta (u i tv o e rb a a r  b i j  voorraad) t

Menimbang» bahwa berdaBarkan pertim bangan -  

pertim bangan te r s e b u t  d la ta s  maka gugatan p a ra  peng 

gugat dapa t d ikabu lkan  sebagian  dan menolak yang se  
le b ih n y a  j

Menimbang, bahwa para  termohon k a s a s i  a d a la h  

p ih ak  yang difcalfihkan, maka harus membayar b iaya  -  

p e rk a ra  dalam semua tingjMVt P0ZV(H 2j8s  ba ik  seoara  — 

tanggung  ren ten g  ataupun s e n d i r i - s e n d ir i ,  ttaBlTVg-ma 

in g  untuk bagian yang sama j 

c*\ Memperhatikan p a sa l-p a sa l d a r i  Undang-Undang 

14 tahun  1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun -  

|£85 yang bersangkutan j

M E N G A D I L I  t 

Mengabulkan permohonan k a sa s i d a r i  pemohon -  

k a s a s i  l AHLI WARIS AIMARHUM H. MARJUKI b in  ABSIR -  

y a i tu  i 1. JAMILAH. 2. SITI MARYAM. 5. H. MASNUN ,

4 . JAMALUDIN. 5. MOH. ISHAK, 6. MOH. YUNUS. 7 . H . 

SYAHRONI. 8. MAEMUNAH. 9. S U I  DAHLILA dan 10. N . 

HAERANI te r s e b u t  {

Membatalkan putusan Pengadilan T ingg i Jakats- 

t a  ta n g g a l 6 Maret 1996 No. 401 /P d t/1 9 9 5 /F l• DKI. -  

yang menguatkan putuaan Pengadilan N egeri J a k a r ta  -  

Tim ur tan g g a l 7 Desember 1994 No. 92/Pdt•0/1994/PN , 

Jk t.T lm . {

MENGADILI .....................
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MENGADILI SENDIRI t 

DALAM PROVISI X

-  Menolak gugatan P ro v is i  para penggugat se lu ru h  -  

nya j ;

DALAM POKOK PERKARA :

1 , Mengabulkan gugatan p a ra  penggugat untuk Bebagi 

an ;

2» Menyatakan menurut hukum bahwa para  penggugat -  

dan te rg u g a t I I  s e r ta  te rg u g a t I I I  ad a lah  anak - 

anak d a r i  dan o leh  karenanya sebagai a h l i  w arie  

yang sah d a r i  almarhum H, MARJUKI b in  ABSIR bb-  

Buai dengan Penetapan Fatwa Ahli Waris ta n g g a l-

3 Nopember 1971 No* 512/C/1971 yang d ik e lu a rk an  

Oleh P engad ilan  Agama Istimewa Ja k a r ta  Raya ; 

Menyatakan menurut hukum Penetapan Fatwa A hli -  

W aris almarhum H, M arjuki b in  A bsir tan g g a l 21 

Mei 1985 No. 624/C/1985 yang d ike luarkan  o leh— 

P engad ilan  Agama d i  J a k a r ta  Timur t id a k  sah dan 

t id a k  mempunyai kekuatan hukura mengikat )

4» Menyatakan menurut hukum bahwa tanah  sengketa -  

s e lu a s  le b ih  kurang 760 M2 b e rik u t bangunan ru ­

mah yang ada d ia ta sn y a  yang t e r le t a k  d i  J a la n  -  

Raya O tto Isk an d ard in a ta  No. 40 (dahulu  d ik en a l 

dengan J a la n  Tjawang Boekoe 553)» K elurahan B i- 

d a ra c in a , Keoamaton J a t in e g a ra ,  J a k a r ta  Timur , 

dengan b a ta s -b a ta a  i

-  seb e lah  Utnra t S is te r  Jaya ;

-  seb e lah  Timur j J a la n  Rayfl Otifl ta |

-  seb e lah  S e la tan  : Cawang Jaya |

-  seb e lah  B arat t Ny, L i l i  j

i .i » i ,
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a d a la h  h a r ta  peninggalan  almarhum H, M arjuki yang 

belum d ib a g i w a ris , dan karenanya m enjadi hak p a ­

r a  a h l i  vmriBnya y a i tu  para penggugat, te rg u g a t -

I I  dan te rg u g a t I I I  }

Menyatakan tergu gat I ,  tergugat I I  dan terg u g a t -

I I I  t e l a h  melakukan perbuatan  melavan hukum ;

(̂ 6T ^ e n y a ta k a n  menurut hukum ju a l b e l i  a n ta ra  te r g u  —

g a t I I  dan I I I  dengan te rg u g a t I  a ta s  ta n a h  dan -  

rumah oongketa sebagaimana terB ebut dalam Akta — 

J u a l  B e li Rumah dan Pemindahan Hak tan g g a l 4 J u n i  

1985 No. 1 yang d ib u a t dihadapan Muhani Salim , SH 

N o ta r is  d i  J a k a r ta  ( tu r u t  te rg u g a t I )  ad a lah  t i ­

dak sah  dan b a ta l  dengan segala  a k ib a t hukumnya | 

■¡¡•3, M enyatakan menurut hukum S e r t i f ik a t  Hak Guna Ba- 

vT^\ngunan No. 473/B idara C ina, Gambar S itu a s i  tan g  -  

p f e a l  14 Septem ber 1989 No. 2088/1909 s lu a s  651 M2,
r A / ̂  /

*. /a ta s  nama F a r is  Badar Balweel (tergu gat I )  adalah
/  r-

y ?  t i d a k  sah  dan t id a k  mempunyai kekuatan hukum ;

8 . Menghukum terg u g a t I maupun orang-orang yang men­

dapatkan hak d a r i padanya untuk m engosongkan d a n  

menyerahkan tanah dan bangunan rumah Bengketa t e r  

seb u t d ia ta s  kepada para penggugat, bilamana per­

l u  dengan bantuan a la t  Negara, agar untuk se la n  — 

ju tnya dapat d ib a g i w aris d iantara para a h l i  wa­

r i s  almarhum H, Marjuki terseb u t d ia taa  |

9 , MenghllKUW tu r u t  te rg u g a t I  dan tu ru t  te rg u g a t I I  

un tuk  tunduR WBTlfcflfltl putUBan in i  |

10 . Menolak gugatan para  penggUgftt o e lsb lh n ya  j

Menghukum para  termohon k a sa s i/p a ra  te rg u g a t — 

a s a l  dan tu r u t  te rg u g a t baik  seoara tanggung re n te n g -

ataupun . . « . »«*
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ataupun s e n d ir i- s e n d ir i ,  untuk membayar biaya perkara  

dalam semua tin g k a t p erad ilan , yang dalam tin g k a t ka­

sa  b i  i n i  d ite tap k an  sebanyak Rp* 5 0 .0 0 0 ,-  (lim apuluh— 

r ib u  rupiah)

Dem ikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa­

r a ta n  Mahkamah Agung R. I .  pada h ari Selasa  tan gga l 3 

Oktober 2000 dengan R.L. Tobing, SH., Hakim Agung 

yang d itu n ju k  o leh  Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

s id a n g , Soedam o, SII dan Usman Karim, SH sebagai Ha- 

, kin>-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam Bidang terbuka  

untuk umum pada h a r i : KAMIS, TANGGAL 19 OKTOBER 2000 

o le h  Ketua Sidang torB ebut, dengan d ih a d ir i o leh  Soe­

d a m o , SH dan Usroan Karim, SH., Hakim-Hakim Anggota , 

M oerino, SH. P an itera  Pengganti dan tidak  d ih a d ir i -  

o le h  kedua belah  p ih a k ,-  !

Hakim-Hakim Anggota t K e t u a :

t t d / .  Soedam o, SH. t t d / ,

t t d / ,  Usman Karim, SH, R.L, Tobing, SH*

B ia y a -b ia y a  i P anitera Pengganti *

 ̂9 Meterai Rp* 6*000,— t t d / ,
2* R ed ak si  ................. Rp. 1 .0 0 0 ,-  M oerino, SH.

3 . kas ftBl . .  Rp.4 3 .0 0 0 ,-

J u m l a h  i R p.5 0 .0 0 0 ,-

NIP. 040009094
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P U T U S A N

Nomor : 2 8 9  P K /P d t /2 0 0 1

iRlwg ASH&R)

©

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

M A H Y L k t t A H  k G U S G  

m e m e r i k s a  p e r m o h o n a n  p e n i n j a u a n k e m b a l i  t e l a h  m e n g ­

a m b i l  p u t u s a n  s e b a g a i  b e r i k u t  d a la m  p e r k a r a  :

F ARI Z BADAR BALWEEL, b e r a l a m a t  d i  J a l a n  

T e b e t  T im u r  D a lam  IX /1.6  R t . 0 0 9 / R w . 0 0 9  

J a k a r t a  S e l a t a n  ;

Pem ohon p e n i n j a u a n k e m b a l i ,  d a h u lu  T erm o­

h o n  k a s a s i  I / T e r g u g a t  I / T e r b a n d i n g  ;

m e l a w a n  

AHLI WARIS H. MARJUKI b i n  ABSIR, y a n g  

t e r d i r i  d a r i  :

1 .  JAMILAH, b e r a l a m a t  d i  Kampung Rawa  

T e r a t e  R t . 0 0 7 / 0 1 1  K e lu r a h a n  J a t i n e ­

g a r a  Cakung J a k a r t a  Tim ur ;

2 .  S I T I  MARYAM, b e r a l a m a t  d i  J a l a n  

P e d a t i  N o . i 7  R t . 0 0 2 / 0 1  K e lu r a h a n  B a l i  

M e s t e r ,  J a t i n e g a r a  J a k a r t a  T im ur ;

3 .  H. MASNUN, b e r a l a m a t  d i  J a l a n  Kebun  

N a n a s  U t a r a  R t . 0 1 5 / 0 7  K e lu r a h a n  

C i p i n a n g  Cempedak, K e c a c a t a n  J a c i n e -  

g a r a  J a k a r t a  Timur ;

4 .  JAMALUDIN, b e r a la m a t  d i  Kampung Rawa 

T e r a t e  R t . 0 0 7 / 0 1 1  K e l u r a h a n  J a t i n e ­

g a r a ,  Cakung J a k a r t a  T im ur ;

5 .  MOH. ISHAK, b e r a l a m a t  d i  J a l a n  Kebun 

N a n a s  U t a r a  Rt.0 1 1 / 0 4  K e lu r a h a n

C i p i n a n g .
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C ip in a n g  Cempedak J a t i n e g a r a  J a k a r t a  

Tim ur ;

MOH YUNUS, b e r a la m a t  d i  J a l a n  P e d a t i  

N o .1 7  R t . 0 1 5 / 0 7  K e l u r a h a n  C i p i n a n g  

Cempedak, J a t i n e g a r a  J a k a r t a  T im u r  ;

H. SYAHRONI, b e r a la m a t  d i  J a l a n  K ebun  

N a n a s  U t a r a  R t . 0 1 5 / 0 7  K e l u r a h a n

C i p i n a n g  Cempedak, K eca m a ta n  J a t i n e ­

g a r a  J a k a r t a  T im ur ;

. MAEMUNAH, b e r a l a m a t  d i  Kampung Rawa  

T e r a t e  R t . 0 0 7 / 0 1 1  K e l u r a h a n  J a t i n e ­

g a r a ,  Cakung J a k a r t a  T im ur ;

S I T I  DAHLIA, b e r a l a m a t  d i  J a l a n  

D u r i a n  N o . 47  R t . 0 0 9 / 0 5  K e l u r a h a n

B a r a n a n g  s i a n g ' 'K o t a  B o g o r  T im u r

K abupateH  '

. N. HAERANI, b e r a l a m a t  &1

R t . 0 0 2 / 0 1  K e lu r a h a n  C i p e t o * , C i m a la -  

k a ,  K a b u p a te n  Sumedang ;

P a r a  T erm ohon  peninjauankembali, 
dahulu para Pemohon kasasi/para 
Penggugat/para Pembanding ;

d a n

1 .H .  MARULLAH bin H. MARJUKI, beralamat 
di jaian Kebon N anas Rt.010/04 Jakar­
t a  T im ur ;

2 . MUHAMMAD BAKIR bin H. , b e r a ­

lamat di Jalan Kalibata Timur 
Rt.0 0 7 / 0 1  Jakarta Selatan ;

3. Muhani Salim,SH.
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3 . M M n r m t t B L ,  SH. N o t a r i s  d i  J a k a r t a  

b e r k a n t o r  d i  J a l a n  K i M a n g u n s a r k o r o  

N o. 63 J a k a r t a  P u s a t  ( s e k a r a n g

b e r k a u t o r  d i  J a l a n  J a k s a  N o . 3 J a k a r ­

t a  P u s a t )  ;

4 . BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA 

TIMUR, b e r a l a m a t  d i  K a n t o r  W a l i k o t a  

J a k a r t a  Tim ur L a n t a i  IV , J a l a n  C e n t r a  

P r im e r ,  P u lo g e b a n g  J a k a r t a  T im ur ;

P a r a  T u r u t  Term ohon P e n i n j  a u a n k e m b a l i  

d a h u l u  p a r a  T erm oh on  k a s a s i / p a r a  

T e r g u g a t  I I , I I I  s e r t a  T u r u t  T e r g u g a t  

. - 1 , 1 1 / p a r a  T e r b a n d in g  ;

Mahkamah Agung t e r s e b u t  ;

M en im b a n g , bahw a d a r i  s u r a t - s u r a t  y a n g  

e r s a n g k u t a n  t e r n y a t a  Pem ohon p e n i n j a u a n k e m b a l i  d a h u lu  

s e b a g a i  T erm ohon k a s a s i  I / T e r g u g a t  I / T e r b a n d i n g  t e l a h  

m e n g a j u k a n  p e r m o h o n a n  p e n i n j a u a n k e m b a l i  t e r h a d a p  

p u t u s a n  Mahkamah A gung t a n g g a l  19 O k to b e r  2 0 0 0  N o . 149  

K / P d t / 1 9 9 9  y a n g  t e l a h  b e r k e k u a t a n  hukum y a n g  t e t a p ,  

d a l a m  p e r k a r a n y a  m e la w a n  p a r a  T erm ohon p e n in j a u a n k e m -  

b a l  i  £t<*/!»l u  p a r a  Pem ohon k a s a s i /  p a r a  P e n g g u g a t / p a r a  

P e m b a n d in g  d en g a t \  {K??**3  P e r * a r a  s e b a g a i  b e r i k u t  :

b ah w a  p a r a  P e n g g u g a t  I I  dan  I I I

a d a l a h  a h l i  w aris almarhum  m . M a r j u k i ,  'Jengatf

P e n e t a p a n  F a tw a  W a r is  t a n g g s l   ̂ N o p em b e r  1971 N o.  

5 1 2 / C / 1 9 7 1  y a n g  d i k e l u a r k a n  o l e h  P e n g a d i l a n  Agama 

J a k a r t a  ( s e s u a i  d e n g a n  b u k t i  P . l )  ;

b ah w a  s e m a s a  h id u p n y a  y a i t u  p a d a  t a n g g a l  17 

O k t o b e r  1 9 4 7  a lm arh u m  H. M a r ju k i  m e m b e l i  s e b id a n g  

t a n a h  d a r i  M. Rami i  s e l u a s  ± 7 60 M2, y a n g  d ah u lu  d ik e

n a l  d e n g a n .............
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n a l  d e n g a n  J a l a n  T j a w a n g  B o e k o e  5 5 3 ,  s e k a r a n g  J a l a n  

R a y a  O t i s t a  N o . 40  J a k a r t a  T im ur, d e n g a n  b a t a s - b a t a s  

s e p e r t i  d i u r a i k a n  d a la m  g u g a t a n  ( s e s u a i  d e n g a n  b u k t i  

P .  2 )  ;

b ahw a d e n g a n  t a n p a  s e i j i n  d a n  t a n p a  sepengeta­
h u a n  p a r a  P e n g g u g a t  s e l a k u  a h l i  w a r i s  a lm arh u m

H . M a r j u k i ,  T e r g u g a t  I  t e l a h  b e r s e k o n g k o l  d e n g a n  T e r g u ­

g a t  I I  d a n  I I I  d e n g a n  c a r a  m em b e r ik a n  k e t e r a n g a n  y a n g  

t i d a k  b e n a r  s e h i n g g a  P e n g a d i l a n  Agama J a k a r t a  T im u r  

m e n e r b i t k a n  P e n e t a p a n  F a tw a  W a r is  t a n g g a l  4 M ei 1 9 8 5  

N o . 6 2 4 / C / 1 9 8 5  ( b u k t i  P .  3 )  y a n g  i s i n y a  menyebutkan 
b a h w a  a h l i  w a r i s  a lm a r h u m  H .M a r j u k i  h a n y a  d u a  o r a n g  

y a i t u  T e r g u g a t  I I  d a n  I I I  ;

b a h w a  k e m u d ia n  d e n g a n  t a n p a  s e i j i n  dan  s e p e n g e ­

t a h u a n  p a r a  P e n g g u g a t ,  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  Penetapan 
a t w a  W a r i s  N o . 6 2 4 / C / 1 9 8 5  ( b u k t i  P . 3) t e r s e b u t  d i  

t a s ,  T e r g u g a t  l , n  d a n  m  t e l a h  m engadakan  j u a l  b e l i  

t a s  h a r t a  s e n g k e t a  y a i t u  d a r i  T e r g u g a t  I I  d a n  I I I  

e p a d a  T e r g u g a t  i ,  y a i t u  s e p e r t i  t e r t u a n g  d a la m  A k ta  

J u a l  B e l i  Ru.nah cJan P e m in d a h a n  Hak t a n g g a l  4 J u n i  1 9 8 5  

N o . 1 y a n g  d i b u a t  d i h a d a p a n  N o t a r i s  M u h an i S a l i m , S H .  

( T u r u t  T e r g u g a t  i )  ( b u k t i  P . 4 ) ,  p a d a h a l  b a r a n g  y a n g  

d i p e r j u a l  b e l i k a n  t e r s e b u t  a d a l a h  h a r t a  w a r i s a n  a l m a r ­

hum H .M a r j u k i  y a n g  b e lu m  d i b a g i  w a r i s ,  s e h i n g g a  j u a l  

beli tersebut c a c a t  hukum d a n  t i d a k  s a h  ;

b a h w a  berdcl.Scirk^O a l a s  h a k  y a n g  c a c a t  hukum  

y a i t u  P e n e t a p a n  F a tw a  Waria t a n g g a i  4 M ei 1 9 8 5  

N o . 6 2 4 / C / 1 9 8 5  ( b u k t i  P . 3) d a n  A k ta  J u a l  B e l i  rum&h d a n  

p e m i n d a h a n  Hak t a n g g a l  4 J u n i  1 9 8 5  N o . l  ( b u k t i  P .  4)  

t e r s e b u t  d i  a t a s ,  T e r g u g a t  I l a l u  m en g a ju k a n  p erm oh on

an s e r t i f i k a t
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a n  s e r t i f i k a t  k e p a d a  T u r u t  T e r g u g a t  I I ,  s e h i n g g a  

t e r b i t l a h  s e r t i f i k a t  Hak Guna B an gu n an  N o . 4 7 3  a t a s  

nam a T e r g u g a t  I  ( b u k t i  P .  5) ;

b a h w a  a t a s  p e r b u a t a n  t a n p a  "hak dsiiv 

hukum  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  T e r g u g a t  1 , 1 1  d a n  I I I  t e r s e ­

b u t  d i  a t a s ,  t e l a h  m e n im b u lk a n  k e r u g i a n  b a g i  p a r a  

P e n g g u g a t ,  s e b a b  d e n g a n  t e l a h  d i k u a s a i n y a  t a n a h  s e n g ­

k e t a  o l e h  T e r g u g a t  I ,  p a r a  P e n g g u g a t  t i d a k  d a p a t  

m e n i k m a t i  h a s i l  t a n a h  s e n g k e t a  y a n g  a p a b i l a  d i s e w a k a n  

s e t i a p  t a h u n  a d a l a h  s e b e s a r  R p . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ,  -  ( s e r a t u s  

l i m a  p u l u h  j u t a  r u p i a h )  t e r h i t u n g  s e j a k  T e r g u g a t  I  

m e n g u a s a i  t a n a h  s e n g k e t a  s a m p a i  d e n g a n  p u t u s a n  p e r k a r a  

i n i  m em p u n y a i  k e k u a t a n  hukum t e t a p  ;

bahw a u n t u k  m e n ja m in  g u g a t a n  i n i  p a r a  P e n g g u g a t  

m o h o n  p u t u s a n  p r o v i s i  y a i t u  m e l e t a k k a n  s i t a  j a m i n a n  

r h a d a p  t a n a h  s e n g k e t a  ;

b ah w a  p a r a  P e n g u g a t  m e n u n tu t  a g a r  p a r a  T e r g u g a t

I I  d a n  I I I  m aupun s i a p a  s a j a  y a n g  m en d ap at  h ak  d a r i  

p a d a n y a ,  u n t u k  m e n g o s o n g k a n  d a n  m e n y e r a h k a n  k e p a d a  

p a r a  P e n g g u g a t  a t a s  t a n a h  s e n g k e t a  b e r i k u t  b a n g u n a n  

y a n g  a d a  d i  a t a s n y a ,  d i s e r t a i  p e m b a y a r a n  u a n g  p a k s a

sebesar Rp . l . 0 0 0 . 0 0 0 , -  (satu juta rupiah) setiap hari
t

k e t e r l a m b a t a n n y a  m e l a k s a n a k a n  p u t u s a n  i n i  ;

b a h w a  b e r d a S f lr fc ^ n  h a l - h a l  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  

p a r a  P e n g g u g a t  m ohon a g a r  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  

T im u r  m e m b e r ik a n  p u t u s a n  s e b a g a i  b e r i k u t  :

D a la m  P r o v i s i  :

1 . M e l e t a k k a n  s i t a  j a m i n a n  a t a s  t a n a h  d a n  b a n g u n a n  

s e n g k e t a  ;
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2 .  M e m e r in t a h k a n  k e p a d a  T e r g u g a t  I  a t a u  s i a p a  s a j a  

y a n g  m e n d a p a t  h a k  d a r i  p a d a n y a  u n t u k  m e n g o s o n g k a n  

d a n  a t a u  m e n y e r a h k a n  t a n a h  d a n  b a n g u n a n  s e n g k e t a  

k e p a d a  P e n g g u g a t

3 .  Menghukum T e r g u g a t  1 , 1 1  dan I I I  u n t u k  metitoBiVar uang 

p a k s a  s e b e s a r  R p . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ( s a t u  j u t a  r u p i a h )  

u n t u k  s e t i a p  h a r i  a t a s  k e l a l a i a n  d a la m  m e la k s a n a k a n  

p u t u s a n  p r o v i s i  i n i  ;

P r i m a i r  :

1 .  M e n g a b u lk a n  g u g a t a n  p a r a  P e n g g u g a t  u n t u k  s e l u r u h  

n y a  ;

2 .  M e n y a ta k a n  s e c a r a  hukum bahwa S u r a t  P e n e t a p a n  F atw a  

W a r is  P e n g a d i l a n  Agama J a k a r t a - N o . 5 l 2 / C / 1 9 7 1  t a n g ­

g a l  7 N opem ber 1 9 7 1  a d a l a h  s a h  m en urut  hukum ; 

M e n y a ta k a n  s e c a r a  hukum bahwa p a r a  P e n g g u g a t  s e b a ­

g a i  a h l i  w a r i s  d a r i  H .M a r ju k i  dan  b e r h a k  a t a s  ta n a h  

s e l u a s  ± 7 6 0  M2 y a n g  t e r l e t a k  d i  J a l a n  Raya O t i s t a  

No .4 0  J a k a r t a  T im u r ,  d e n g a n  b e r b a t a s a n  :

S e b e l a h  U t a r a  : S i t e r  J a y a  ;

S e b e l a h  T im ur : J a l a n  Raya O t i s t a  ;

S e b e l a h  S e l a t a n  : Cawang J a y a  ;

S e b e l a h  B a r a t  : N y . L i l i  ;

4 . M e n y a ta k a n  s e c S tc l  ftukum bahw a S u r a t  P e n e ta p a n  Fatwa  

W ariu  a h l i  w a r i s  H .M a r ju k i  ^ 0 ^ 2 4 / C / 2 . 9 8 5  t a n g g a l  4 

M ei 1 9 8 5  a d a l a h  c a c a t  hukum o l e h  s e b a b  i t u  diYty&ta- 

k a n  t i d a k  m em punyai k e k u a t a n  hukum ;

5 .  M e n y a ta k a n  s e c a r a  hukum bahw a T e r g u g a t  1 ,1 1  dan I I I  

s e r t a  t u r u t  T e r g u g a t  I d a n  I I  m e la k u k a n  p e r b u a t a n  

m e la w a n  hukum ;
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6 . M e n y a ta k a n  s e c a r a  hukum bahw a A k ta  J u a l  B e l i  Rumah 

d a n  P e m in d a h a n  Hak N o . 1 t a n g g a l  4 J u n i  19 85 a d a l a h  

c a c a t  hukum o l e h  s e b a b  i t u  d i n y a t a k a n  t i d a k  mempu 

n y a i  k e k u a t a n  hukum ;

7 .  M e n y a ta k a n  s e c a r a  hukum bahwa S e r t i f i k a t  Hak Guna

B a n g u n a n  N o . 47  3 P r o p i n s i  D a e r a h  K h u su s  I b u k o t a

J a k a r t a ,  K otam adya  J a k a r t a  T im ur, K ecam atan  J a t i n e ­

g a r a ,  k e l u r a h a n  B i d a r a  C in a  a d a l a h  c a c a t  hukum o l e h  

s e b a b  i t u  d i n y a t a k a n  t i d a k  m em pun ya i k e k u a t a n  

hukum;

8 . M e n y a ta k a n  s a h  d a n  b e r h a r g a  s i t a  j a m in a n  ( c o n s e r v a -  

t o i r  b e s l a g )  y a n g  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  ;

9 .  M enghukum  T u r u t  T e r g u g a t  I d a n  T u r u t  T e r g u g a t  I I  

t u n d u k  p a d a  p u t u s a n  d a la m  p e r k a r a  i n i  ;

Menghukum t u r u t  T e r g u g a t  I  u n t u k  m e m b a ta lk a n  A k t a

o F u a l  B e l i  Rumah d a n  P em in d a h a n  Hak N o . 1 t a n g g a l  4 

' J u n i  19 8 5 t e r s e b u t  ;

. M enghukum  T u r u t  T e r g u g a t  I I  u n t u k  m e m b a t a lk a n  

S e r t i f i k a t  Hak G una B a n g u n a n  N o . 4 7 3  P r o p i n s i  

D a e r a h  K h u s u s  I b u k o t a  J a k a r t a ,  K otam adya  J a k a r t a  

T im u r ,  k e c a m a t a n  J a t i n e g a r a ,  K e lu r a h a n  B i d a r a  C in a  

t e r s e b u t  ;

12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah mili> 
para Penggugat dalam keadaan kosong seluas kuranc
l e b i h  7 6 0  M2 y a n g  t e r l e t a k  d i  J a l a n  R aya  O t i s t .

t

N o .4  0 J a k a r t a  T im u r  y a n g  b e r b a t a s a n  :

S e b e l a h  U t a r a  : s i t e r  J a y a  ;

S e b e l a h  T im ur : J a l a n  Raya O t i s t a  ;

S e b e l a h  S e l a t a n  : Cawang J a y a  ;

sebelah.
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S e b e l a h  B a r a t  : N y . L i l i  ;

1 3 .  M enghukum T e r g u g a t  I  u n t u k  m em bayar g a n t i  r u g i  

k e p a d a  p a r a  P e n g g u g a t  s e b e s a r  R p . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ,  -  

( s e r a t u s  l i m a  p u l u h  j u t a  r u p i a h )  s e t i a p  t a h u n  

t e r h i t u n g  s e j a k  t a n a h  s e n g k e t a  t e r s e b u t  d i k u a s a i  

o l e h  T e r g u g a t  I  s a m p a i  p e r k a r a  i n i  m em punyai k e k u a t  

a n  hukum t e t a p  ;

1 4 .  Menghukum T e r g u g a t  1 , 1 1  d a n  I I I  u n t u k  m em bayar u a n g  

p a k s a  s e b e s a r  R p . l . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ( s a t u  j u t a  r u p i a h )  

s e t i a p  h a r i  a t a s  k e l a l a i a n  d a la m  m en y er a h k a n  t a n a h  

d a n  b a n g u n a n  k e p a d a  p a r a  P e n g g u g a t  ;

1 5 .  M enghukum  T e r g u g a t  1 , 1 1  d a n  I I I  b a i k  s e c a r a  s e n ­

d i r i - s e n d i r i  m aupun s e c a r a  t a n g g u n g  r e n t e n g  u n t u k  

m em bayar  b i a y a  p e r k a r a  i n i  ;

. M e n y a t a k a n  p u t u s a n  i n i  d a p a t  d i j a l a n k a n  t e r l e b i h  

d a h u l u  w a la u p u n  a d a  v e r z e t ,  b a n d in g  d an  k a s a s i  ; 

S u b s i d a i r  :

-  A p a b i l a  P e n g a d i l a n  b e r p e n d a p a t  l a i n  mohon k e p u t u s a n  

y a n g  s e a d i l - a d i l n y a  ;

M e n im b a n g ,  b a h w a  am ar p u t u s a n  Mahkamah A gu ng  

R . I .  ta f ig g c U  19 O k t o b e r  2 0 0 0 ,  N o . 149 K /P d t / 1 9 9 9  y a n g  

t e l a h  b e r k e k u a t a n  t e t a p  l e r & e b u t  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i ­

k u t  :

-  M e n g a b u lk a n  p e r m o h o n a n  k a s a s i  d a r i  Pemohon k a s a s i  : 

A h l i  W a r i s  a lm arh u m  H .M a r j u k i  b i n  A b s i r  y a i t u  : l .  

J a m i l a h ,  2 .  S i t i  Maryam, 3 .  H .M asnun, 4 .  J a m a lu d in ,

5 .  Moh;. I s h a k ,  6 . Moh Y u n u s ,  7 .  H. S y a h r o n i ,  8 . 

M aem unah, 9 .  S i t i  D a h l i a  d a n  1 0 .  N. H a e r a n i  t e r s e ­

b u t  ;

M em batalkan
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Membatalkan putusan Pengadilan  T in g g i J a k a rta  ta n g ­

g a l  6 Maret 1996 No. 4 8 1 /P d t/1 9 9 5 /P T .D K I, yang  

menguatkan putusan Pengadilan N egeri Jak arta  Tiraur 

ta n g g a l  7 Desember 1994 No. 9 2 /P d t .G /1 9 9 4 /-  

P N .Jk t.T im  ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam ProviUA

- M enolak gugatan  p r o v is i  para Penggugat selu ru h n ya ; 

Dalam Pokok Perkara :

1.. M engabulkan gugatan  para Penggugat untuk seb a g ia n ;

2 .  Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan 

T erg u g a t I I  s e r t a  T ergugat I I I  ad alah  anak-anak  

d a r i  dan o le h  karenanya seb a g a i a h l i  w aris yang sah  

d a r i  almarhum H. M arjuki b in  A b sir  s e s u a i  dengan  

P en etap an  Fatwa A h li Waris ta n g g a l 3 Nopember 1971 

No. 5 1 2 /C /1 9 7 1  yang d ik e lu a rk a n  o le h  P en gad ilan  

Agama Istim ew a J ak arta  Raya ;

M enyatakan menurut hukum Penetapan Fatwa A h li Waris 

almarhum H. M arjuki b in  A b sir  ta n g g a l 21 Mei 1985 

N o .6 2 4 /c /1 9 9 5  yang d ik e lu a rk a n  o le h  P engad ilan  

Agama d i  J a k a r ta  Timur t id a k  sah  dan t id a k  metnpu 

n y a i kekuatan  hukum m engikat ;

4 .  M enyatakan menurut hukum bahwa tanah sen gketa  

s e lu a s  ± 760 M2 b e r ik u t bangunan rumah yang ada d i  

a ta sn y a  yang t e r le t a k  d i  J a la n  Raya Oto Iskandardi- 

n a ta  No .40  (dahulu d ik e n a l dengan J a la n  Tjawang 

Boekoe 553) Kelurahan Bidara C ina, Kecamatan J a t i ­

n eg a ra  J a k a rta  Timur, d en g a n .b a ta s-b a ta s  : 
t

S e b e la h  U tara : S i t e r  Jaya ;

se b e la h

Jual beli..., Irine Asheri, FH UI, 2008



S e b e l a h  T im u r  : J a l a n  R a y a  O t i s t a  ;

S e b e l a h  S e l a t a n  : Caw ang J a y a  ;

S e b e l a h  B a r a t  : N y .  L i l i  ;

a d a l a h  h a r t a  p e n i n g g a l a n  a lm a r h u m  H . M a r j u k i  y a n g  

b e l u m  d i b a g i  w a r i s ,  d a n  k a r e n a n y a  m e n j a d i  h a k  p a r e  

a h l i  w a r i s n y a  y a i t u  p a r a  P e n g g u g a t ,  T e r g u g a t  XX d a i  

T e r g u g a t  I I I  ;

. M e n y a t a k a n  T e r g u g a t  1 , 1 1  d a n  I I I  t e l a h  m e l a k u k a  

p e r b u a t a n  m e l a w a n  hukum  ;

. M e n y a t a k a n  m e n u r u t  hukum  J u a l  B e l i  a n t a r a  T e r g u g a

I I  d a n  I I I  d e n g a n  T e r g u g a t  I  a t a s  t a n a h  d a n  RuttVc 

s e n g k e t a  s e b a g a i m a n a  t e r s e b u t  d a la m  a k t a  j u a l  b e .  

Rumah d a n  P e m in d a h a n  H ak t a n g g a l  4 J u n i  1 9 8 5  N o . 

y a n g  d i b u a t  d i h a d a p a n  M u h a n i  S a l i t n , S H .  N o t a r i s  

J a k a r t a  ( T u r u t  T e r g u g a t  I )  a d a l a h  t i d a k  s a h  d

a t a l  d e n g a n  s e g a l a  a k i b a t  huk um nya ;

M e n y a t a k a n  m e n u r u t  hukum  s e r t i f i k a t  H ak  Gv 

B a n g u n a n  N o . 4 7 3 / B i d a r a  C i n a ,  Gambar s i t u a s i  t a :  

g a l  1 4  S e p t e m b e r  1 9 8 9  N o . 2 0 8 8 / 1 9 8 9  s e l u a s  6 5 1  

a t a s  n a m a  F a r i s  B a d a r  B a l w e e l  ( T e r g u g a t  I )  a d a  

t i d a k  s a h  d a n  t i d a k  m e m p u n y a i  k e k u a t a n  hukum  ;

8 . M enghukum  T e r g u g a t  I  m aupun o r a n g - o r a n g  y a n g  mei 

p a t k a n  h a k  d a r i  p a d a n y a  u n t u k  m e n g o s o n g k a n  

m e n y e r a h k a n  t a n a h  d a n  b a n g u n a n  r u m a h  s e n g  

t e r s e b u t  d i  a t a s  k e p a d a  p a r a  P e n g g u g a t ,  a g a r  u 

s e l a n j u t n y a  d a p a t  d i b a g i  w a r i s  d i a n t a r a  p a r a  

w a r i s  a lm a r h u m  H .M a r j u k i  A b s i r  t e r s e b u t  d i  a t a s

9 .  M e n g h u k u m  t u r u t  T e r g u g a t  I  d a n  t u r u t  T e r g u g «  

u n t u k  tunduk d a n  m e n t a a t i  p u t u s a n  i n i  ;

t
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1 0 .  M e n o l a k  g u g a t a n  p a r a  P e n g g u g a t  y a n g  s e l e b i h n y a  ;

-  M enghukum  p a r a  T e r m o h o n  k a s a s i / p a r a  T e r g u g a t  a s a l  

d a n  t u r u t  T e r g u g a t ' b a i k  s e c a r a  t a n g g u n g  r e n t e n g  

a t a u p u n  s e n d i r i - s e n d i r i ,  u n t u k  m e m f ia y a r  £>ia.ya. 

p e r k a r a  d a l a m  s e m u a  t i n g k a t  p e r a d i l a n ,  y a n g  d a l a m  

t i n g k a t  k a s a s i  i n i  d i t e t a p k a n  s e b a n y a k  R p . 5 0 . 0 0 0 , -  

( l i m a  p u l u h  r i b u  r u p i a h )  ;

M e n im b a n g ,  b a h w a  a m a r  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  T i n g g i  

J a k a r t a  t a n g g a l  6 M a r e t  1 9 9 6 ,  N o .  4 8 1 / P d t / 1 9 9 5 / P T . D K I  

t e r s e b u t  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t  :

-  M e n e r i m a  p e r m o h o n a n  b a n d i n g  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  K u a s a  

h u k u m  p a r a  P e m b a n d i n g  s e m u l a  p a r a  P e n g g u g a t  t e r s e ­

b u t ;

-  M e n g u a t k a n  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  T im u r  

^ t a n g g a l  7 D e s e m b e r  1 9 9 4  N o . 9 2 / P d t . G / 1 9 9 4 / P N . J k t . T im

Tang d i m o h o n k a n  b a n d i n g  t e r s e b u t  ;

M en gh u k u m  p a r a  p e m b a n d i n g  s e m u l a  p a r a  P e n g g u g a t  

u n t u k  m e m b a y a r  b i a y a  p e r k a r a  d a l a m  d u a  t i n g k a t  

p e r a d i l a n ,  y a n g  d a l a m  t i n g k a t  b a n d i n g  d i t e t a p k a n  

s e b e s a r  R p . 2 5 . 0 0 0 , -  ( d u a  p u l u h  l i m a  r i b u  r u p i a h )  ;

M e n im b a n g ,  b a h w a  a m a r  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  

J a k a r t a  T i m u r  t a n g g a l  7 D e s e m b e r  1 9 9 4 ,  N o .  9 2 / P d t . G / -  

1 9 9 4 / P N . J k t . T im  t e r s e b u t  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t  :

D a l a m  P r o v i s i  :

-  M e n o l a k  g u g a t a n  P r o v i s i  ;

D a l a m  P o k o k  P e r k a r a  ;

M e n o l a k  g u g a t a n  p a r a  P e n g g u g a t  s e l u r u h n y a  ;

menghukum .
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-  M enghukum  p a r a  P e n g g u g a t  u n t u k  m em bayar  b i a y a  p e r  

k a r a  y a n g  h i n g g a  k i n i  d i t a k s i r  s e b e s a r  Rp. 1 0 0 . 0 0 0 , -  

( s e r a t u s  r i b u  r u p i a h )  ;
<

M e n im b a n g ,  b a h w a  s e s u d a h  p u t u s a n  y a n g  t e l a h  

m e m p u n y a i  k e k u a t a n  hukum t e t a p  i . e .  p u t u s a n  Mahkamah 

A g u n g  R . i .  t a n g g a l  19 O k to b e r  2 0 0 0 ,  N o . 149  K / P d t / 1 9 9 9  

d i b e r i t a h u k a n  k e p a d a  Pem ohon p e n i n j a u a n k e m b a l i  d a h u lu  

T e r m o h o n  k a s a s i  I / T e r g u g a t  I / T e r b a n d i n g  p a d a  t a n g g a l  

2 4  N o p e m b e r  2 0 0 0  k e m u d i a n  t e r h a d a p n y a  o l e h  P em ohon  

p e n i n j a u a n k e m b a l i  d a h u l u  T erm o h o n  k a s a s i  I / T e r g u g a t  

I / T e r b a n d i n g  d i a j u k a n  p e r m o h o n a n  p e n i n j a u a n k e m b a l i  

s e c a r a  t e r t u l i s  d i  K e p a n i t e r a a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  

J a k a r t a  T im u r ,  t a n g g a l  6 P e b r u a r i  2 0 0 1 ,  k e m u d ia n  

d i s u s u l  d e n g a n  m em o r i a l a s a n - a l a s a n n y a  y a n g  d i t e r i m a  

K e p a n i t e r a a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  t e r s e b u t  p a d a  t a n g -  

1 6 P e b r u a r i  2 0 0 0  ;

M e n im b a n g ,  b a h w a  t e n t a n g  p e r m o h o n a n  p e n i n j a u  

a n k e m b a l i  t e r s e b u t  t e l a h  d i b e r i t a h u  k e p a d a  p i h a k  la w a n  

d e n g a n  s e k s a m a  p a d a  t a n g g a l  15 P e b r u a r i  2 0 0 1 ,  k e m u d ia n  

t e r h a d a p n y a  o l e h  p i h a k  la w a n n y a  t e l a h  d i a j u k a n  ja w a b a n  

y a n g  d i t e r i m a  d i  K e p a n i t e r a a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r ­

t a  T im u r  tanggal 23 P e b r u a r i  200 1  ;

M en im b a n g , bahw a oleh k a r e n a  i t u  s e s u a i  d e n g a n  

p a s a l  6 8 ,  6 9 ,  7 1  d a n  72 U n d an g-U n d an g  N o . 14 t a h u n  1 9 8 5  

p e r m o h o n a n  p e n i n j a u a n k e m b a l i  a  q u o  b e s e r t a  a l a s a n -  

a l a s a i m y a  d i a j u k a n  d a la m  t e n g g a n g  w a k tu  d a n

d e n g a n  c a r a  y a n g  ' ^ d a n g - U n d a n g ,  maka o l e h

k a r e n a  i t l l  d a p a t  diterima ;

M enimbang
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M en im b an g , bahw a Pem ohon p e n i n j a u a n k e m b a l i  

t e l a h  m e n g a ju k a n  a l a s a n - a l a s a n  p e n i n j a u a n k e m b a l i  y a n g  

p a d a  p o k o k n y a  b e r b u n y i  s e b a g a i  b e r i k u t  :

-  Bahwa Mahkamah Agung d a la m  p e r t i m b a n g a n  p u t u s a n n y a

b e r p e g a n g  p a d a  f a t w a  w a r i s  N o . 5 1 2 / C / 1 9 7 1  t a n g g a l  7 

N o p e m b e r  1 9 7 1  d a n  m e n g e s a m p in g k a n  f a t w a  w a r i s  

N o . 6 2 4 / C / 1 9  85 t a n g g a l  4 M ei 19 85 ;

-  Bahwa Pem ohon P e n i n j a u a n k e m b a l i  t e l a h  m e m b e l i  t a n a h  

b e r i k u t  b a n g u n a n  rum ah d i  a t a s n y a  y a n g  m e n j a d i  

s e n g k e t a  d a r i  p a r a  P e n g g u g a t ,  T e r g u g a t  I I  d a n  I I I  

y a n g  m e r u p a k a n  p a r a  a h l i  w a r i s  d a r i  a lm a r h u m  

H . M a r j u k i  b i n  A b s i r ,  s u r a t  t a n a h n y a  d a n  b a g a i m a n a  

l a y a k n y a  j u a l  b e l i  s u r a t  t a n a h  d a n  f a t w a  w a r i s  

s e s u a i  a k t e  j u a l  b e l i  rumah d an  p e m in d a h a n  h a k  N o .  1 

t a n g g a l  4 J u n i  1 9 8 5  y a n g  d i b u a t  d i h a d a p a n  M u h an i

a l i m , S H .  N o t a r i s  d i  J a k a r t a  ;

J3§hwa p a r a  T e r m o h o n  P e n i n j a u a n k e m b a l i  a d a l a h  a h l i  

w a r i s  a lm a r h u m  U A b s i r  '•

-  Bahw a j u a l  b e l i  dilakukan o l e h  Tergugat I I , I I I »  o l e h  

k a r e n a  p a d a  waktu itu t i d a k  ad a  a h l i  w a r i s  lainnya, 
sehingga dibuatlah F atw a  W a r is  ;

-  Bahw a b e b e r a p a  t a h u n  k e m u d ia n  Pemohon P e n in j a u a n k e m ­

b a l i  m e n d e n g a r  m a s i h  a d a  a h l i  w a r i s  l a i n ,  d im a n a  

a h l i  w a r i s n y a  b u k a n  2 o r a n g ,  t e t a p i  9 o r a n g ,  l a l u  

P e m o h o n  P e n i n j a u a n k e m b a l i  m e n c a r i  s a m p a i  d a p a t  d a n  

memang a d a  d i t e m u k a n ,  l a l u  Pemohon P e n i n j a u a n k e m b a l i  

m e m b e r ik a n  u a n g  l a g i  k e p a d a  m erek a  m a s i n g - m a s i n g  d a n  

membawa m e r e k a  k e  N o t a r i s  E . S i a n i p a r , S H . u n t u k  

m em buat A k ta  P e r n y a t a a n ,  s e h i n g g a  d i b u a t l a h  A k ta

pernyataan
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P e r n y a t a a n  N o . 6 5  t a n g g a l  19  P e b r u a r i  1 9 9 1  y a n g  

i s i n y a  m e m a a fk a n  a t a s  k e k e l i r u a n  d a l a m  P e n e t a p a n  

F a t w a  W a r i s  N o . 6 2 4 / C / 1 9 8 5 , datv t i d a k ,  a k a n  m e n u n t u t  

l a g i  p e r b a i k a n / p e m b e t u l a n  f a t w a  t e r s e b u t  d a n  d i a n g  

g a p  t e l a h  s e l e s a i  p e r n y a t a a n  i n i  h a n y a  b e r l a k u  u n t u k  

a k t a  N o .  l  t a n g g a l  4 J u n i  1 9 8 5 ,  d i h a d a p a n  N o t a r i s  

M u h a n i  S a l i m . S H .  ;

B ah w a s e l a n g  b e b e r a p a  t a h u n  k e m u d ia n  Pem ohon P e n i n -  

j  a u a n k e m b a l i  m e n d e n g a r  l a g i  b ah w a  a h l i  w a r i s  d a r i

H . M a r j u k i  b u k a n  9 o r a n g ,  m e l a i n k a n  12  o r a n g ,  l a l u  

P e m o h o n  P e n i n j a u a n k e m b a l i  m e m b e r ik a n  l a g i  u a n g  

k e p a d a  3 o r a n g  d a n  m em baw anya l a g i  k e  N o t a r i s  

. S i a n i p a r , S H . d i b u a t k a n  A k t a  P e r n y a t a a n  N o . 6 l
<A¡ ^ ta n g g a l  2 1  J u l i  1 9 9 3  y a n g  i s i n y a  p a d a  i n t i n y a  m e-  7  1

f i i a a f k a n  k e k e l i r u a n  d i d a l a m  p e m b u a ta n  f a t w a  w a r i s

o . 6 2 4 / C / l 9 8 5  s e r t a  m e r e k a  t i d a k  a k a n  m e n u n tu t  l a g i  

p e r b a i k a n / p e m b e t u l a n  f a t w a  N o . 6 2 4 / C / 1 9 8 5  t e r s e b u t  

d a n  d i a n g g a p  t e l a h  s e l e s a i  d a n  p e r n y a t a a n  i n i  h a n y a  

b e r l a k u  u n t u k  a k t e  N o . i  t a n g g a l  4 J u n i  1 9 8 5  d i h a d a ­

p a n  N o t a r i s  M uhani S a l i m , S H .  y a n g  j e l a s - j e l a s  m e n g -  

s a h k a n  a k t e  N o . l  t e r s e b u t  ;

B ahw a d e n g a n  d e m i k i a n  p a r a  T erm ohon  Peninjauankemba­
l i  t e l a h  m e n g e t a h u i  d a n  m e n g e s a h k a n  a k t a  t e r s e b u t  ;

-  b a h w a  selanjutnya Pem ohon Peninjauankembali  mengaju­
k a n  p G r m p h o n a n  h a k  k e  B a d a n  P e r t a n a h a n  N a s i o n a l ,  

d im a n a  p en erb ita n  t e r s e b u t  s e i z i n  p e r c e t a k a n  B h a r a -  

k e r t a  c / q  I n k o p p o l  dan terbit s e r t i f i K a t  Hak G una  

B a n g u n a n  ;

Bahwa dengan demikian jelas-jelas bahwa P em o h o n  

Peninjauankembali sebagai pemilik yang sah atas

tanah

Jual beli..., Irine Asheri, FH UI, 2008



t a n a h  d a n  b a n g u n a n  d i  J a l a n  O t t o  I s k a n d a r d i n a t a  

N o . 4  0 J a k a r t a  T im u r  ;

B a h w a  s e t e l a h  t e r b i t  s e r t i f i k a t  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  

m a k a  p a r a  T e r m o h o n  P e n i n j a u a n k e m b a l i  m e n y a t a k a n  

b a h w a  j u a l  b e l i  t e r s e b u t  t a n p a  s e p e n g e t a h u a n  p a r a  

T e r m o h o n  P e n i n j a u a n k e m b a l i  ;

B ah w a  d e n g a n  d e m i k i a n  p a r a  T erm oh on  P e n in j a u a n k e m b a ­

l i  t e l a h  b e r b o h o n g  d a n  m e n ip u  Pem ohon P e n in j a u a n k e m ­

b a l i  ;

B ah w a  p a r a  T e r m o h o n  P e n i n j a u a n k e m b a l i  t e l a h  m enuduh

T e r g u g a t  I I , I I I  t e l a h  b e r s e k o n g k o l  d e n g a n  Pem ohon

P e n i n j a u a n k e m b a l i  u n t u k  m em buat a k t e  j u a l  b e l i  d a n

^ J b e m i n d a h a n  h a k  N o . l  t a n g g a l  4 J u n i  1 9 8 5 ,  p a d a h a l

p e r b u a t a n  t e r s e b u t  t e l a n  d i m a a f k a n  o l e h  p a r a  T erm o-  
n |
hpn Peninjauankembali dan telah diperbaiki ;
 ̂ B a h w a  I n k o p p o l  m e m i n t a  ganti rugi sebesar 

R p . 2 2 5 . 0 0 0  . 0 0 0 , -  (d u a  ratus d u a  puluh lima juta 
r u p i a h )  d a n  telah P e m o h o n  Peninjauankembali bayar 
l u n a s  d e n g a n  su ra t p e r j a n j i a n  p e m in d a h a n  p e r c e t a k a n

B h a r a k e r t a  N o . K o p . 0 0 5 / A . i/v/1992 ; 
d a n  p i h a k  I n k o p p o l  t e l a h  m e m in ta  u a n g  ta m b a h a n  

s e b e s a r  R p . 2 9 . o o o  . 0 0 0 , -  (d u a  p u l u h  s e m b i l a n  j u t a  

r u p i a h )  d a n  P e m o h o n  P e n i n j a u a n k e m b a l i  p e n u h i  d a n  

d i a d a k a n  S e r a h  t e r i m a  G e d u n g  d a n  p e r s i l  J a l a n  O t t o  

I s k a n d a r d i n a t a  N o . 4 0  d e n g a n  d i b u a t k a n  b e r i t a  A c a r a  

N o . K o p . 0 0 8 / A.  I/III/1995 t a n g g a l  9 M a r e t  1995 ( y a n g  

k i n i  d i j a d i k a n  b u k t i  b a r u /n o v u m )  ;

M e n im b a n g ,  b a h w a  a t a s  a l a s a n - a l a s a n  p e n i n ­

j a u a n k e m b a l i  t e r s e b u t ,  Mahkamah A gu ng  b e r p e n d a p a t  :

m e n g e n a i
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m engena?.— alasan-alasan t e r s e b u t - .  ;

b a h w a  a l a s a n - a l a s a n  t e r s e b u t  t i d a k  d a p a t  d i b e ­

n a r k a n ,  k a r e n a  t i d a k  t e r d a p a t  b u k t i  b a r u  y a n g  b e r s i f a t  

m e n e n t u k a n  d a n  j u g a  t i d a k  t e r d a p a t  s u a t u  k e k h i l a f a n  

H a k im  a t a u  s u a t u  k e k e l i r u a n  y a n g  n y a t a  s e b a g a i m a n a

y a n g  d i m a k s u d  d a l a m  p a s a l  67  U n d a n g -U n d a n g  N o .1 4  t a h u n  

1 9 8 5  ;

M e n im b a n g ,  b a h w a  b e r d a s a r k a n  h a l - h a l  y a n g  

d i p e r t i m b a n g k a n  d i a t a s ,  m aka p e r m o h o n a n  p e n i n j a u a n -  

k e m b a l i  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  Pem ohon P e n i n j a u a n k e m b a l i  : 

F a n s  B a d a r  B a l w e e l  t e r s e b u t  a d a l a h  t i d a k  b e r a l a s a n ,  

s e h i n g g a  h a r u s  d i t o l a k  ;

M e n im b a n g ,  b ahw a o l e h  k a r e n a  p erm o h o n a n  p e n i n -  

u a n k e m b a l i  d i t o l a k ,  maka Pem ohon p e n i n j a u a n k e m b a l i  

h u k u m  u n t u k  m e m b a y a r  b i a y a  p e r k a r a  d a la m  t i n g k a t  

p e n i n j  a u a n k e m b a l i  i n i .< *
M emperhatikan p a sa l 67 U n d a n g -U n d a n g  N o . 1 4  

tahun 1985 ;

M E N G A O J L I  :

M e n o la k  p e r m o h o n a n  p e n i n j a u a n k e m b a l i  d a r i  

P e m o h o n  p e n i n j a u a n k e m b a l i  : FARIZ BADAR BALWEEL

t e r s e b u t  ;

M enghukum  P em oh on  p e n i n j a u a n k e m b a l i  u n t u k  

m e m b a y a r  b i a y a  p e r k a r a  d a la m  t i n g k a t  p e n i n j a u a n k e m b a l i  

i n i  s e b e s a r  R p . 5 0 0 . 0 0 0 , -  ( l i m a  r a t u s  r i b u  r u p i a h )  ;

Demikianlah d i p u t u s k a n  d a la m  r a p a t  p e r m u s y a ­

w a r a t a n  Mahkamah A gu ng  p a d a  h a r i  K a m is ,  t a n g g a l  8 

A g u s t u s  2 0 0 2  o l e h  H . T o t o n  S u p r a p tO ,  SH. K e t u a  Muda 

y a n g  d i t u n j u k  o l e h  K e tu a  Mahkamah Agung s e b a g a i  K e tu a

S i d a n g
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S i d a n g ,  P r o f  . DR.  M u c h s i n ,  SH . d a n  "Saruan S o e p a r m a n ,  

SH . H a k im - H a k im  A n g g o t a ,  d a n  d i u c a p k a n  d a l a m  s i d a n g  

t e r b u k a  u n t u k  umum p a d a  h a r i  i t u  j u g a  o l e h  K e t u a  

S i d a n g  t e r s e b u t  d e n g a n  d i h a d i r i  P r o f . D R .  M u c h s in ,  SH. 

d a n  P arm an  S o e p a r m a n ,  SH. H ak im -H akim  A n g g o t a  b u t ,  d a n  

Adam  H i d a y a t  A . , S H .  P a n i t e r a  P e n g g a n t i  d e n g a n  t i d a k  

d i h a d i r i  o l e h  k e d u a  b e l a h  p i h a k  ;

H a k i m - H a k i m  A n g g o t a  ; 

t t d .  /

P r o f . D R .  M u c h s i n ,  SH. 

t t d . /

P a r m a n  S o e p a r m a n ,  SH.

H. T o t o n  S u p r a p t o ,  SH.

K e t u a

t t d . /

B i a y a  p e n i n j a u a n k e m b a l i  :

1 .  M e  t  e  r  a  i  ............R p . 6 . 0 0 0 , -
2 .  R e  d  a k  s  i  ............Rp .  1 . 0 0 0 , -  Ad

3 .  A d m i n i s t r a s i  p e n i n -
j a u a n k e m b a l i  .............. R p . 4 9 3 . 0 0 0 ,  -

J u m la h  Rp. 5 0 0 . 0 0 0 , -

P a n i t e r a  P e n g g a n t i  ;

t t d . /

Adam H id a y a t  A . , S H .
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